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[ SALINAN ]

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan
guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rencana kerja
pembangunan daerah tahun 2024, terjadi perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah
serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024;
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Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.
Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang
Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
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Menetapkan

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1

.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD  adalah dokumen  perencanaan

pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah

Perubahan terhadap dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah
perubahan terdapat dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-KUA adalah
perubahan terhadap dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat P-PPAS adalah perubahan terhadap
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja

dan anggaran Perangkat Daerah.
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6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2
(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

Bab I :  Pendahuluan.

Bab Il : Evaluasi Triwulan II Tahun Berkenaan.

Bab Il : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.

BabIV : Sasaran dan Perioritas Pembangunan
Daerah.

BabV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Bab VI : Penutup.

(2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 memuat perubahan terhadap:
a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. rancangan keuangan daerah; dan
c. rencana kerja dan pendanaan.

(2) Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan
Perubahan Renja PD Tahun 2024.
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Pasal 4
Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan P-KUA
dan Rancangan P-PPAS anggaran pendapatan dan belanja

daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 38
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

RINCIAN URAIAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
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BABI PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2024 disusun
bersamaan dengan waktu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 dan merupakan tahun pertama
pelaksanaan RPJMD tersebut. RKPD DIY Tahun 2024 juga berada pada masa
akhir tahapan lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005 - 2025 dengan penekanan penguatan upaya
pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut,
penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi
perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan
ketersediaan energi.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah
dituangkan dalam RKPD yang mempunyai kedudukan strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah karena memuat arahan operasional
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan
visi dan misi Kepala Daerah melalui pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan tahunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk melaksanakan
perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan.

Untuk merealisasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
Istimewa Yogyakarta maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan,
perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan
pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian
operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah
ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2024 telah disusun pada Tahun
Anggaran 2023 melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan telah menjadi pedoman di
dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023.

Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan pelaksanaan
pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang
perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024. Hal tersebut sejalan
dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan
Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:

I-1
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1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan
RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan
evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar
biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah
RPJMD ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
akan menjadi landasan penyusunan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)
Tahun 2024. Lebih lanjut dokumen P-KUA dan P-PPAS tersebut akan disepakati
bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di
dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2024 adalah, sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD
Tahun Anggaran 2024;

2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024;

3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
(SiLPA);

4. Melakukan perubahan kebijakan belanja terkait dinamika permasalahan yang
timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan
memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2024, meliputi:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 sampai dengan
triwulan kedua Tahun 2024 dari masing-masing sub kegiatan;

2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada
Penyusunan APBD Tahun 2024 terhadap kemampuan fiskal daerah;

3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus
dicapai;

4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan
keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;

5. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi
prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang
berkembang.
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1.4 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefisikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025;

21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam
Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015
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Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
3);

22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas,
dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
1);

24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);

28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2020
tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 86);

30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 31);

I.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 disajikan, sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan
perubahan, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan dokumen
perubahan RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

Pada bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2024.
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Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Pada bab ini berisi tentang perubahan asumsi makro ekonomi dan proyeksi
perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2024.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pada bab ini berisi mengenai penyesuaian sasaran, tema dan prioritas
pembangunan daerah.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Pada bab ini berisi rencana program prioritas daerah dalam Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 termasuk di dalamnya adalah
kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran Tahun 2024.

Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Daerah Istimewa
Yogyakarta.
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BABII EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

Bab ini akan mendeskripsikan bagaimana hasil pembangunan sesuai tema RKPD
DIY Tahun 2024 menjadi dasar terjadinya perubahan rencana sesuai peraturan
perundang-undangan. Lingkup evaluasi yang dilakukan meliputi kinerja
indikator tujuan dan sasaran Daerah, Program Pemda, Sasaran OPD, Program dan
kegiatan/subkegiatan, kinerja urusan pemerintahan, sesuai dengan RKPD Tahun
2024. Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah 2024 (RKPD DIY Tahun 2024) merupakan pelaksanaan
tahun ke-2 dari RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Dokumen RPJMD DIY tersebut
telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (RPJPD DIY Tahun 2005-2025). Merujuk
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1)
bahwa Perubahan dokumen RKPD DIY Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan
hasil evaluasi hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang dapat
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
berdasarkan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah
dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 86 Tahun 2017, pasal 349 dan 353 penyusunan rancangan akhir
Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 memuat evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan
Dua) tahun berkenaan.

RKPD DIY Tahun 2024 memiliki tema “Pemerataan aksesbilitas
layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis sektor
unggulan.” Tema ini disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran
pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam
perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat
rencana pembangunan jangka panjang, dan memperhatikan dokumen rencana
kerja pemerintah (RKP) Tahun 2024, serta isu-isu strategis yang aktual.

Berdasarkan tema tersebut, disusun 6 prioritas pembangunan di tahun 2024
sebagai berikut:

Penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta

Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan

o Uk Wi

Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.

Dalam rangka mengukur capaian dari tema pembangunan RKPD DIY Tahun 2024
dapat disajikan dalam penyandingan antara tema dan prioritas daerah DIY 2024
dan sasaran RPJMD DIY 2022-2027 besrta capaian sampai dengan triwulan II,
2024 sebagai berikut.
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Tabel 1I-1

Capaian Tema Pembangunan diukur dari Realisasi Indikator

Sasaran RPJMD DIY 2022-2027 sampai dengan Triwulan II,

2024
No. Tema Prioritas Indikator/ Target Realisasi
Sasaran
Pembangunan Daerah Satuan
1. | “Pemerataan Penurunan 1.1.1)
aksesibilitas tingkat Semakin Angk
s : gka
layanan publik kemiskinan dan kec1lnya Kemiskinan 10.16 10,83
yang berkualitas | Penghapusan tingkat (%)
dan Aktivitas kemiskinan kemiskinan
Ekonomi berbasis | €kstrem
Sektor Unggulan” Pengembangan 1.1.2) . Angka
kehidupan Penghidupan | Pertumbuh-
ekonomi yang ekonomi yang | an Ekonomi/| 5,1-5,6% 5,02
layak layak PDRB
(%)
2.
Pendapatan | 4 551 10 | 31,75 Juta
per Kapita Rupiah Rupiah
(juta Rupiah) P P
Tingkat
Penangguran
Terbuka 3,51-3,81 3,24
(%)
Inflasi
(%) 2,00 - 4,00 2.35
3. Peningkatan 1.1.3) Indeks
Kualitas SDM Kualitas SDM | Pembangun-
Yogyakarta Yogyakarta an Manusia 81.36 81.09
yang dapat (Indeks)
diandalkan
Indeks
Pembangun-
an 74.78 66.52
Kebudayaan
(Indeks)
4. Penurunan 2.1.1) Kontribusi
ketimpangan Meningkatnya | PDRB
(antar kelas kapasitas Kawasan
sosial, antar ekonomi pada | Belum Maju
wilayah) kawasan belum | terhadap 40.09 4142
maju Keseluruh-an
PDRB DIY
(%)
5. Penguatan Good- | 3.1.1) .
governance pada | Meningkatnya Opini BPK WTP WTP
. (Indeks)
berbagai Good
tingkatan Governance SAKIP AA AA
Indeks
Demokrasi
Indonesia Tinggi Tinggi
(IpDn
(Indeks)
6. Menciptakan 4.1.1) Persentase
lingkungan Terwujudnya | Kesesuaian
hidup yang lebih | kesesuaian Pemanfaatan 82.62 82,62
baik, aman dan | pemanfaatan Ruang
tentram ruang (%)
4.1.2) Indeks Risiko
Menurunnya Bencana
risiko bencana | Indonesia 113.11 108,25
(IRBI) DIY
(Indeks)

Capaian tema RKPD DIY Tahun 2024 dapat dideskripsikan dalam pembahasan
pernyataan tema 1) Pemerataan aksesibilitas layanan publik dan 2) Pemerataan
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aktivitas ekonomi. Pemerataan aksesibilitas layanan publik layanan publik
dideskripsikan bahwa layanan publik yang tersedia mampu diakses masyarakat
secara lebih mudah dan merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada
kualitas layanan publik tersebut. Dengan pelaksanan layanan publik yang mampu
diakses lebih mudah dan merata tujuan pembangunan Terwujudnya kualitas
hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat (RPJMD DIY 2022-2027) dapat
tercapai. Tujuan pembangunan Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-
penghidupan masyarakat dimana masyarakat DIY memiliki kualitas hidup(hak
dasar)-kehidupan (harmoni, sosial-budaya) - penghidupan (bekerja,
produktivitas) telah diukur dengan indikator IGI (Inclusive Growth Index) dan
Indeks Kebahagiaan yang sampai dengan triwulan II, 2024 indikator tersebut
mencapai lebih dari 97% atau mendekati 100%.

Kedua capaian tersebut telah terukur sampai triwulan II, 2024 dengan melihat
capaian sasaran pembangunan pendukung seperti meningkatnya capaian Indeks
Pembangunan Manusia (81,09) yang merepresentasikan kualitas hidup dengan
umur harapan hidup yang meningkat (78.18) dari pelayanan kesehatan yang
paripurna, Capaian Harapan Lama Sekolah (15,66) dari pelaksanaan layanan
pendidikan yang merata, Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan
Dasar Layak (96,3%), dan pendapatan per kapita dalam juta rupiah (31,75) yang
meningkat dari kuartal/ tahun sebelumnya. Berkaitan dengan kehidupan warga
DIY, telah terukur dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (78,46) untuk
kesetaraan gender, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (66.52) yang mewakili
capaian ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya,
ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Dari aspek kualitas penghidupan
yang dapat diakses oleh warga DIY dapat diukur dengan tersedianya lapangan
kerja, meningkatnya pendapatan perkapita, peningkatan produktivitas
perekonomian dan terjaganya daya beli masyarakat. Sampai dengan triwulan II,
2024, hal tersebut dapat terukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka DIY
yang di bawah rerata nasional (3,24%), angka pertumbuhan ekonomi yang
optimal (5,02), peningkatan pendapatan per kapita (31,75 dalam juta rupiah) dan
inflasi yang menurun (2,35%). Capaian-capaian tersebut akan berpengaruh
langsung maupun tidak langsung pada pada menurunya angka kemiskinan (dari
11,40 (2023) menjadi 10,83 (2024)), menurunya antar ketimpangan antar
kelompok pendapatan yang terukur dengan turunnya indeks gini (0,449(2023)
menjadi 0,435 (2024). Meskipun garis kemiskinan semakin meningkat dari
tahun 2023, angka kemiskinan di DIY menunjukkan penurunan.

Pada aspek tema pemerataan aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan
pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan (pariwisata,
pertanian, dan koperasi umkm) yang lebih difokuskan pada kawasan selatan
untuk mengatasi disparitas antar wilayah. Berdasarkan hasil pengukuran sampai
dengan triwulan II 2024, capaian tujuan pembangunan RPJMD DIY 2022-2027
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah telah mendekati optimal dengan realisasi
Indeks Williamson 0,4836 dari target 0,441 (91,19%). Capaian tersebut didukung
dengan capaian Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan
PDRB DIY sebesar 41,42%, capaian tersebut telah melebihi target tahun 2024
sebesar 40.09%. Program Pemda yang mendukung capaian tersebut adalah
Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur.
Capaian yang telah terukur sampai triwulan II pada indikator Persentase
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi mencapai 62,22%
dari target 67.03% dan Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota
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yang Belum Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo) sebesar 5,25% dari target
5,57%. Capaian. Terkait Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan Ekonomi didukung dengan pengukuran Persentase Penyediaan
Infrastruktur Sumber Daya Air yang telah mencapai 84,03%, Persentase
Pembangunan Jaringan Jalan yang telah mencapai 99,17%, Persentase Capaian
Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum 38,19%, dan Persentase Capaian
Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis dalam Mendukung
Pelestarian Lingkungan 27,41%.

Capaian utama pada kedua aspek tema RKPD DIY tahun 2024 tersebut didukung
pula oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Provinsi DIY dengan
capaian Indeks Reformasi Birokrasi Indeks A-; dan Terwujudnya lingkungan
hidup yang lebih baik dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
pada kategori Sedang. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi DIY didukung dengan
capaian kualitas penyediaan pelayanan publik Pemda DIY yang memperoleh
peringkat 1 kategori Pemerintah Provinsi se-Indonesia sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).
Unit pelayanan publik yang menjadi sampel evaluasiKPPD DIY di Kabupaten
Bantul (4,68/A), Dinas Sosial (4,59/A), dan RS Paru Respira. Sesuai Surat
Keputusan Menpan RB Nomor 815 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan Dan
Evaluasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun
2023, dalam hal penyediaan Pelayanan publik yang inklusiif Pemda DIY untuk
kelompok rentan telah mendapat predikat Sangat Baik, dengan sampel Balai
Layanan Perpustakaan dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman.

Capaian-capaian terhadap tema pembangunan DIY tahun 2024 “Pemerataan
aksesbilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi
berbasis sektor unggulan,” selanjutnya dideskripsikan pada ulasan evaluasi
realisasi Indikator Tujuan, Sasaran, Program Pemda, Hasil Pelaksanaan
Program/Sub Kegiatan RKPD DIY, dan kinerja urusan pemerintahan sampai
dengan Triwulan II, 2024 pada bab ini.

II.1 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Pemerintah Daerah DIY s.d Triwulan Il Tahun 2024

Berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2022-2027 dan RKPD DIY Tahun 2024, tolok
ukur dalam keberhasilan pembangunan Pemda DIY pada tahun 2024, diukur
menggunakan 3 Tujuan dengan 5 indikator. Kinerja pada TW II Tahun 2024,
capaiannya dapat disajikan dalam tabel berikut

TabelII-2  Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemda DIY Tahun 2024

Tujuan Indikator Satuan | Target | Realisasi % Keterangan
Tujuan RKPD | s.d. TWII | capaian
Tahun 2024
2024
1.1. Terwujudnya | IGI (Inclusive | Indeks 6.42 6.24 97,20% | IGI, triwulan II 2024
kualitas  hidup- | Growth Index) tidak dihitung.
kehidupan- .
penghidupan Capaian 2022, LKPJ DIY
masyarakat. 2022; sumber data BPS
Indeks Indeks 73.41 71.7 97,67% | Indeks Kebahagian tahun
Kebahagiaan 2021 sebesar 71,70.

Angka ini dihasilkan 3
tahun sekali. Tahun 2014
sebesar 70,77 dan tahun
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Tujuan Indikator Satuan | Target | Realisasi % Keterangan
Tujuan RKPD | s.d. TWII | capaian
Tahun 2024
2024
2017 sebesar 72,93.
sumber data BPS
2.1. Mengecilnya | Indeks Indeks 0.441 0,4836 91,19 BPS
Ketimpangan Williamson
Wilayah.
3.1. Terwujudnya | Indeks Indeks A A- 100 Capaian 2023, Kemenpan
Tata Kelola | Reformasi RB 2024.
Pemerintahan Birokrasi (88,15)
yang Baik.
. Dataku Update 4 April
4.1. Terwujudnya | Indeks Indeks | Sedang Sedang 100 2024.
lingkungan hidup | Kualitas
yang lebih baik. Lingkungan (66,29) Data realisasi s.d TW II
Hidup (IKLH) 2024  menggunanakan
capaian tahun 2023.

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS;, https://sengguh.jogjaprov.go.id/, Dataku ; (TW 1l 2024) diolah.

Uraian pencapaian dari masing-masing indikator tujuan Pemda DIY sebagaimana
tersebut di atas, diinformasikan sebagai berikut.

II.1.1 Terwujudnya Kkualitas hidup-kehidupan-penghidupan

masyarakat
I1.1.1.1 Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan
Sosiokultural Masyarakat - Angka Inclusive Growth Index
(IGI)

Peningkatan kinerja perekonomian berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tidak menjamin bahwa semua orang akan memperoleh manfaat yang sama.
Ukuran keberhasilan pembangunan maupun dinamika perekonomian suatu
daerah bukan hanya ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan
tersebut juga ditentukan dari kemampuan daerah dalam mengurangi
kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta mengurangi
permasalahan sosial ekonomi termasuk tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif atau yang selanjutnya dikenal sebagai
Inclusive Growth Index (IGI) telah dikembangkan sebagai sebuah ukuran yang
mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan masalah sosial. Indikator
tersebut dikembangkan oleh beberapa lembaga internasional seperti Asian
Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF), dan United Nation
Development Programme (UNDP). Indikator yang diciptakan adalah sebuah set
variabel dan formula untuk melakukan pengukuran pertumbuhan ekonomi
alternatif yang menekankan pada kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi
bagi semua lapisan masyarakat.

Pengukuran ini disebut dengan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang
mencerminkan suatu pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan kesempatan-
kesempatan ekonomi yang sama bagi semua orang. Pertumbuhan ekonomi
inklusif berfokus pada penciptaan kesempatan ekonomi dan akses yang sama
bagi semua anggota masyarakat dari semua golongan. Menurut Asian
Development Bank (ADB) dan Bappenas, setidaknya ada 3 pilar dalam kerangka
kerja pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu: 1) pilar pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi yang tinggi, efisien, dan berkelanjutan; 2) pilar inklusif
sosial (pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan); serta 3) pilar
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jaring pengaman sosial (perluasan akses dan kesempatan). Ketiga pilar tersebut
harus didasari oleh tata kelola dan kelembagaan yang baik.

Nilai IGI berkisar dari 0 s/d 10, jika nilainya < 4 berarti kurang memuaskan, nilai
antara 4 s/d 7 berarti memuaskan sedangkan nilai 8 s/d 10 artinya sangat
memuaskan. Capaia angka IGI DIY selama periode 2019 - 2023 dapat dilihat
sebagaimana grafik di bawah ini.

Inclusive Growth Index (IGl)

5,87
5,78

2019 2020 2021 2022

Gambar II-1 Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IGI) Tahun 2019-2022

Sumber: BPS Provinsi DIY (data olahan)

Nilai IGI sempat menurun di tahun 2020 sebagai dampak pandemi. Meskipun
demikian selama tahun 2020 sampai 2022, nilai IGI menunjukkan tren kenaikan
pertumbuhan ekonomi inklusif di DIY. Selama periode 2020 sampai 2022, IGI
meningkat sebesar 0,46 poin. Nilai IGI sebesar 6,24 mengindikasikan bahwa
pembangunan inklusif DIY dikategorikan sebagai memuaskan. Tren peningkatan
nilai IGI menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi DIY disertai dengan
menurunnya tingkat kemiskinan serta perluasan akses dan tingkat pengangguran
terbuka. Sebagai catatan, BPS Prov. DIY terakhir menghitung Angka Inclusive
Growth Index (IGI) pada tahun 2022, disebabkan BAPPENAS telah menghitung
IGI yang sifatnya nasional sehingga dapat dibandingkan dengan provinsi lain.

I1.1.1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan
Sosiokultural Masyarakat-Indeks Kebahagiaan (Indeks of
Happiness)

Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang dihitung secara
tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin
tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin
bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak
bahagia. Pengukuran indeks kebahagiaan tidak bersifat tahunan. metode
pengukuran yang tercatat adalah tahun 2014, 2017 dan 2021. Berdasarkan rilis
terakhir BPS tahun 2021, disebutkan bahwa Metode pengukuran Indeks
Kebahagiaan tahun 2021 diukur dengan metode baru, dimana kontribusi 2017
menjadi tahun dasar ukuran kebahagiaan. Hal ini disebabkan perkembangan
framework Indeks Kebahagiaan dari satu Dimensi Kepuasan Hidup pada 2014
menjadi tiga dimensi pada 2017 dan 2021, di mana, terdapat penambahan
Dimensi Perasaan dan Dimensi Makna Hidup pada ukuran Indeks Kebahagiaan.
Penghitungan capaian indeks kebahagiaan dilakukan satu kali setiap tiga tahun.
Data capaian indeks kebahagiaan DIY terakhir yang dirilis oleh BPS adalah
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capaian pada tahun 2021 sebesar 71,70. Adapun dari target 2024 sebesar 73,41,
capaiannya belum ada rilis.

I1.1.2 Mengecilnya Ketimpangan Wilayah - Indeks Williamson

Kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang
bervariasi antar wilayah menyebabkan kesenjangan secara umum. Salah satu
pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar
wilayah kabupaten/kota di DIY, yaitu Indeks Williamson (dihitung dengan
menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan jumlah penduduk per
daerah). Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (coefficient of
variation) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-
nilai PDRB dan penduduk daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji
dan dianalisis. Pada gambar berikut ini menunjukkan perkembangan nilai Indeks
Williamson di DIY dari tahun ke tahun.

Indeks Williamson

—
0,4937
0,4966 0,4836
0,4544
2019 2020 2021 2022

Gambar II-2 Indeks Williamson DIY Tahun 2019-2022

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah
di DIY berada di antara 0,35 dan 0,5. Artinya, kesenjangan ekonomi antar wilayah
di DIY dapat dikategorikan dalam ketimpangan sedang. Ketimpangan meningkat
pada periode 2019 sampai 2021 yaitu dari Indeks Williamson 0,4544 (2019)
menjadi 0,4966 (2021). Setelah itu, ketimpangan mengalami penurunan menjadi
0,4836 di tahun 2022.

I1.1.3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik -

Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Reformasi Birokrasi merupakan indikator indeks yang diterbitkan oleh
Kementerian PAN dan RB RI atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah. Indeks reformasi Birokrasi mencerminkan kualitas
perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin memenuhi karakteristik
organisasi berbasis kinerja bersih, bebas dari KKN, akuntabel, dan profesional
melayani serta memberikan dampak nyata pada pencapaian program
pembangunan.

Target dan capaian indikator tujuan berupa Indikator Reformasi Birokrasi (RB)
Pemda DIY tahun 2023 yang diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan
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RB RI adalah A sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun
2024 yaitu Predikat A.

Tingginya angka ketercapaian Indeks RB tahun 2023 dipengaruhi oleh Pelaksana
Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui double track berdasarkan Peraturan
menteri PAN dan RB RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024. Kedua track
tersebut yaitu : Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
Terdapat 5 (lima) Tematik Pembangunan yang dirumuskan dalam Reformasi
Birokrasi Tematik yaitu : Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan,
Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi, Birokrasi Tematik
Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Reformasi Birokrasi Tematik Administrasi Pemerintahan (Stunting).

I1.1.4 Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik - Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari bahwa keberlanjutan
ekonomi dan kualitas lingkungan hidup adalah dua sisi dari koin yang tidak bisa
dipisahkan. Masyarakat dan pelaku ekonomi telah bersatu untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan fokus pada kelestarian
lingkungan. Dengan adanya kesadaran yang meningkat tentang dampak ekonomi
terhadap lingkungan, berbagai sektor mulai bergerak menuju praktek-praktek
yang ramah lingkungan. Industri-industri mengadopsi teknologi hijau,
pengarusutamaan penggunaan energi terbarukan, dan praktek-praktek produksi
yang ramah lingkungan harus menjadi norma. Peningkatan kualitas lingkungan
hidup, seperti yang tercermin dalam IKLH, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan. Penanaman pohon, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan
limbah yang lebih efektif telah menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi.

Penggunaan IKLH dalam kebijakan pembangunan sangatlah penting, salah
satunya dapat menjadi panduan bagi pengambil keputusan dalam merancang dan
mengevaluasi kebijakan pembangunan. Dengan mempertimbangkan nilai IKLH,
kebijakan dapat diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang
seimbang dengan pelestarian lingkungan, menghindari dampak negatif jangka
panjang.

Terdapat kenaikan realisasi IKLH jika dibandingkan dengan tahun 2022 (59,92),
dimana pada tahun 2023 realisasinya mencapai 66,29 dari target sebesar 62,96.
Perhitungan IKLH tahun 2023 menggunakan dasar Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut terdapat indeks baru
berupa Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang secara signifikan mengungkit nilai
IKLH di DIY. Secara umum, capaian realisasi IKLH DIY ditunjang dari capaian IKA,
IKU, dan IKAL yang juga melebihi target. Sedangkan capaian IKL masih belum
dapat memenuhi target yang ditetapkan.
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I1.1.5 Kesimpulan Terhadap Hasil Evaluasi Capaian Indikator

Tujuan

Merujuk pada hasil pengukuran terhadap indikator-indikator tujuan tersebut,
sampai dengan Triwulan II, 2024 belum terdapat pembaruan data terbaru yang
berasal dari lembaga yang melaksanakan pengukuran dan evaluasi sesuai
peraturan perundangan. Hasil pengukuran indikator tujuan dapat diperbarui
setelah tahun anggaran 2024 berakhir dan atau segera setelah terbitnya
pembaruan hasil pengukuran pada tahun 2024.

Sampai dengan triwulan II 2024, indikator tujuan yang belum tercapai 100%
antara lain Inclusive Growth Index, Indeks Kebahagian dan Indeks Williamson.

II.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun

2024

Berikut ini adalah gambaran umum Kinerja capaian sasaran Pemda DIY sd Tahun
2024. Secara umum karena untuk capaian makro bersifat tahunan, maka data
yang tersedia mayoritas adalah data capaian tahun sebelumnya.

Tabel II-3  Capaian Kinerja Sasaran Pemda TW Il Tahun 2024

. Target s
. Indikator Realisasi
LU} IELY/ Tujuan/ Satuan RPJMD s.d. TWII Keterangan
Sasaran Sasaran Tahun 2024
2024
1.1.Terwu]udn IGI ' Indeks 6.42 6.24 IGL triwulan 1I 2024 tidak
ya kualitas (Inclusive o
hidup- Growth dihitung.
kehidupan- [ndex) Capaian 2022, LKP] DIY
penghidupan 2022; sumber data BPS
masyarakat. Indeks Indeks 73.41 71.7 Indeks Kebahagian tahun
Kebahagiaa 2021 sebesar 71,70.
n Angka ini dihasilkan 3
tahun sekali. Tahun 2014
sebesar 70,77 dan tahun
2017 sebesar 72,93.
sumber data BPS
BRS BPS Provinsi DIY
111, Semakin Profil Kemiskinan D.L
kecilnya Angka Y.olgyakarta Maret 2024:
. 1 % 10.16 10,83 rilis pada tanggal 1 Juli
tingkat Kemiskinan 2024,
kemiskinan. Sumber data BPS
Angka Data per Mei 2024
Pertumbuh- (Realisasi  triwulan 1),
an % 51-56 5.02 Sumber: BPS DIY
Ekonomi/
PDRB
112 Merupakan data
e endapatan per kapita
Penghidupan | Pendapatan | Juta 30.23 3175 | tahun 2023 karema
ekonomi yang | per Kapita Rupiah pendapatan per kapita
layak. dihitung secara tahunan.
Data Realisasi TW I dan
Tingkat ';;/ga II 2024, mer’;‘lip;lagl;;ri
Penganggur % 3,51-3,81 3,24
-an Terbuka Pengangguran  Terbuka
(TPT) pada Februari 2024
yaitu sebesar 3,69 persen
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. Target s
. Indikator Realisasi
LT Tujuan/ Satuan 1310 s.d. TWII Keterangan
Sasaran Sasaran Tahun 2024
2024
(BRS BPS Provinsi DIY
Keadaan Ketenagakerjaan
D.I. Yogyakarta Februari
2024, dirilis pada 6 Mei
2024).
Data Inflasi
Tahunan/Indeks  Harga
Konsumen y-o-y (Juni
Inflasi % 2,00 - 4,00 2.35 2024  dibanding  Juni
2023) yang dirilis pada
tanggal 1 Juli 2024.
sumber data BPS
Data Realisasi TW II 2024,
merupakan data Indeks
Pembangunan = Manusia
(IPM) D.I. Yogyakarta
Indeks tahun 2023 yaitu sebesar
Pembangun | Indeks 81.36 81.09 |[8L09 (BRS BPS DIY,
-an Manusia Indeks Pembangunan
1.1.3. Kualitas Manusia DIY Tahun 2023,
SDM dirilis tanggal 1 Desember
Yogyakarta 2023).
yang dapat sumber data BPS
diandalkan. Capaian 2022,
Indeks Kemendikbud (2023),
Pembangun tertinggi secara Nasional
-an Indeks 74.78 66.52 dan di atas rata-rata
Kebudayaa nasional 55,13.
n sumber data
Kemendikbud
2.1. Indeks Indeks 0.441 0,4836
g;trilrgni)c:r?gy;n Williamson sumber data BPS
Wilayah.
Kontribusi
2.1.1. PDRB
ll\{/[ai)r::;%g:my a g:xiﬁaﬁaju Kondisi tahun Triwulan I
: % 40.09 41,42 2024.
ekonomi pada | terhadap sumber data BPS
kawasan Keseluruh-
belum maju. an PDRB
DIY
3.1. Indeks Indeks A A Capaian 2023, Kemenpan 2
Terwujudnva Reformasi RB 2024.
Tata ] Ke}llola Birokrasi (88,15) (88,15)
Pemerintahan
yang Baik.
Capaian 2022, BPK.
. Capaian 2023,
Opini BPK Indeks WTP WTP dig)erkirakan rilis bulan
April 2024.
31.1. SAKIP Indeks AA AA Realisasi Tahun 2023
Meningkatnya Berdasarkan hasil
Good penghitungan oleh Badan
Governance. Indeks Pusat Statistik_ (BPS RI),
Demokrasi angka IDI wilayah DIY
Indonesia Indeks Tinggi Tinggi sebesar 83,88 (berada
(IDI) dalam kategori tinggi) dan
berhasil menempati
peringkat ketiga secara
nasional.
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. Target s
. Indikator Realisasi
LT Tujuan/ Satuan 1310 s.d. TWII Keterangan
Sasaran Sasaran Tahun 2024
2024
Untuk realiasasi 2024 (IDI
2023) akan rilis pada Juni
tahun 2024.
4.1. Indeks Indeks Sedang Dataku Update 4 April
. . Sedang
Terwujudnya Kualitas 2024.
lingkungan Lingkungan (6629) | Data realisasi sd TW 11
hld_up _ yang Hidup 2024 menggunanakan
lebih baik (IKLH) capaian tahun 2023.
Indeks
é‘gr.\}\;uju dnya Persentase
. Kesesuaian Data Berdasar Hitungan
0,
kesesuaian Pemanfaat- % 82.62 82,62 Terbaru Perda 10/2024,
pemanfaatan
an Ruang
ruang.
Indeks Dataku Update 25 Maret
4.1.2. Risiko 2024.
Menurunnya Bencana Indeks 113.11 108,25
risiko bencana. | Indonesia Sumber: BPBD
(IRBI) DIY

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS;, https://sengguh.jogjaprov.go.id/, Dataku ; (TW 1l 2024) diolah.

I1.2.1 Semakin Kkecilnya tingkat Kkemiskinan - Angka

Kemiskinan

Kemiskinan di DIY merupakan salah satu masalah kesejahteraan masyarakat
yang kompleks dan bersifat multidimensional. Hal ini menjadikan percepatan
penanggulangan kemiskinan merupakan salah isu strategis pembangunan. Secara
umum, tingkat kemiskinan di DIY lebih tinggi dibandingkan nasional. Selama
periode 2019 sampai dengan 2021, persentase penduduk miskin di DIY
meningkat dari 11,7% menjadi 12,80% akibat dampak pandemi Covid-19.
Namun pada tahun selanjutnya tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun.
Pada Maret 2021 tercatat 12,80% kemudian pada Maret 2024 menurun menjadi
10,83% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2022-2027 yang sebesar
10,16%.

25
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©
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= |ndonesia
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ITA50%

10,83

10 p— 1\

2020 2021 2022 2023 2024

Gambar II-3 Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun
2020-2024 per Maret (dalam persen)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
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I1.2.2 Penghidupan ekonomi yang layak

I1.2.2.1 Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Selama lima tahun terakhir perekonomian DIY menunjukkan tren penurunan
pertumbuhan. Pada tahun 2020 perekonomian DIY mengalami kontraksi karena
dampak pandemi Covid-19 dengan tumbuh -2,69% (BRS Nomor
14/02/34/Th.XXIIl, 5 Februari 2021). Pada tahun 2021, ekonomi DIY dapat
rebound dengan tumbuh sebesar 5,58% dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi
mengalami perlambatan sampai tahun 2023 dengan tumbuh sebesar 5,07%.
Pertumbuhan Ekonomi DIY tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan nasional
dengan selisih 0,02 poin.

Pertumbuhan Ekonomi
6
5;58

5 5,15 5,07 5,02

4

3
@ 2
9 1 DIY
x
< 0

1 2020, 2021 2022 2023 2024

-2

3 -2,69

-4

Gambar II-4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020-2024
(%)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2024 adalah 5,02% dari target
pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2022-2027 sebesar 5,1% - 5,6%. Capaian
triwulan II tahun 2024 tersebut masih menggunakan capaian TW I tahun 2024.

I1.2.2.2 Pendapatan per Kapita

Secara umum, pendapatan per kapita masyarakat DIY yang dicermikan dengan
nilai PDRB ADHB per kapita menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu
selama periode 2010 sampai 2023. Pendapatan per kapita tahun 2010 adalah
Rp18,65 juta per kapita per tahun dan tahun 2023 adalah Rp31,7 juta per kapita
per tahun. Selama periode tersebut, kenaikan pendapatan per kapita rata-rata
per tahun adalah sekitar Rp2,29 juta per kapita. Kenaikan terbesar terjadi di
tahun 2022 dengan kenaikan mencapai Rp3,82 juta per kapita.

I1.2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
Dengan demikian, semakin tinggi angkanya menunjukan semakin banyak jumlah
tenaga kerja yang tidak bekerja atau menganggur. Tingginya jumlah
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pengangguran disebabkan oleh faktor utama terbatasnya kesempatan kerja yang
tersedia atau tidak siapnya angkatan kerja untuk masuk ke pasar kerja
disebabkan tidak sesuainya kualifikasi kompetensi yang dimiliki pencari kerja
dengan standar yang diharapkan oleh dunia kerja.

Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kerja akan
berdampak pada besaran capaian TPT, dimana komponen angkatan kerja terdiri
dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Meskipun jumlah pengangguran
mengalami penurunan namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan masa
sebelum pandemi Covid-19, sehingga tetap diperlukan kebijakan peningkatan
perluasan kesempatan kerja untuk mengimbangi laju pertambahan jumlah
angkatan kerja.

Terkait situasi ketenagakerjaan nasional di atas, data TPT DIY menunjukkan
angka penurunan yang signifikan pasca pandemi Covid-19, hal ini dipengaruhi
oleh perkembangan kegiatan ekonomi yang berdampak pada tumbuhnya
kesempatan kerja dan juga peningkatan kualitas pencari kerja. Dalam kurun
2020 - 2024 capaian TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 4,57% naik
1,39% poin dari pra pandemi Covid-19 tahun 2019. Kemudian turun menjadi
3,24% pada tahun 2024 atau turun sebesar 0,45% point dibanding tahun 2023
yang mencapai angka 3,69%. Hal yang perlu dicatat bahwa capaian TPT DIY
selama lima tahun terakhir masih berada dibawah rata-rata nasional. Pada
periode yang sama tahun 2020 TPT nasional tertinggi 7,07% dan TPT DIY 4,57%.
Pada tahun 2024 capaian TPT DIY sebesar 3,24% dan lebih rendah dibanding
TPT Nasional 4,82%, perkembangan TPT Nasional dan DIY Tahun 2020-2024
dapat dilihat pada Gambar di bawah.
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Gambar II-5 Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Target TPT yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2022-2027 pada triwulan I tahun
2024 dengan range 3,51 - 3,81, dan terealisasi sebesar 3,24%. Tercapainya
target TPT ini dipengaruhi karena Periode masa panen tanaman pangan,
pengangkatan ASN (PPPK) Pemda, meningkatnya permintaan ekspor (hasil
pertanian dan industri pengolahan), serta meningkatnya permintaan usaha
pencetakan dan aktivitas event menjelang Pemilu 2024. Sektor Pertanian,
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Administrasi Pemerintahan, dan Industri Pengolahan merupakan tiga sektor
terbanyak peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai macam pelatihan vokasi
diharapkan mampu mengisi kesempatan kerja yang mulai tumbuh. Adanya upaya
penciptaan kesempatan Kkerja melalui perluasan kerja diharapkan dapat
memperkuat pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor utama antara lain
sektor pariwisata, industri, pertanian dan jasa. Selain itu keterpaduan antar
sektor dan terjaganya kondusifitas iklim ketenagakerjaan di DIY diharapkan akan
meningkatkan terciptanya perluasan kesempatan kerja yang lebih optimal.

Selain itu dalam rangka menyikapi tingkat pengangguran terbuka DIY pada
jenjang sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan dan generasi Z
(generasi kelahiran 1997-2012), terjadinya mismatch lulusan pendidikan formal
dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri Pemerintah Daerah DIY
berupaya mengantisipasi dengan beberapa kegiatan inovatif. Kegiatan inovatif
tersebut antara lain seperti Momenku Siap Berkemas (Model Manajemen
Kelompok Usaha Siswa Partisipasi Berantas Kemiskinan Masyarakat) untuk
membangun kewirausahaan lulusan SMK dan Peladi Makarti untuk pelayanan
ketenagakerjaan di tingkat Kalurahan. Selain itu Pemda DIY telah menginisiasi
pembentukan Tim Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi pada tahun 2024 dalam rangka Membangun Sistem Informasi Pasar Kerja
yang mutakhir dan komprehensif, memperkuat peran KADIN dalam
penyelenggaraan PV-PV yang berorientasi ke perminataan (demand-oriented),
Mewujudkan lembaga koordinasi vokasi yang efektif, efisien, fleksibel, dan lincah
menyesuaikan dengan kebutuhan, terwujudnya sistem penyelenggaraan
pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja, terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi
vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi vokasi berbasis
spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terwujudnya
pelatihan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja dan lain
sebagainya.

11.2.2.4 Inflasi

Berdasarkan rilis BPS, Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Juni
2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil
pemantauan pada Juni 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,35 persen, atau
terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,42 pada Juni 2023
menjadi 105,85 pada Juni 2024. Tingkat deflasi m-to-m sebesar 0,25 persen dan
tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,56 persen.

2,95 Tingkat Inflasi Year-on-Year D.l. Yogyakarta (2022=100), 2024
2,87

2.6

“Jan2d  Feb  Mar  Apr _ Mel  Jun _ Jul Ags  Sep Ok  Nov  Des
Gambar II-6 Perkembangan Inflasi DIY (%,yoy)

Sumber: BPS, 2024
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Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juni
2024, antara lain: beras, emas perhiasan, cabai merah, buncis, bawang putih, gula
pasir, kelapa, uang kuliah akademi/perguruan tinggi, wortel, tarif kereta api,
tomat, dan sigaret kretek mesin (SKM). Sedangkan komoditas yang memberikan
andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: telur ayam ras, daging ayam ras,
garam, angkutan udara, dan telepon selular. Sementara komoditas yang dominan
memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Juni 2024, antara lain: beras,
bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat. Sedangkan
komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara lain: cabai
rawit, cabai merah, buncis, seragam sekolah anak, bahan bakar rumah tangga,
dan sigaret kretek mesin (SKM).

Sampai dengan Triwulan II, Pemda DIY telah bekerjasama dengan instansi lain

terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY telah

melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi yang meliputi

pengendalian terhadap Kketersediaan pasokan, kelancaran distribusi,

keterjangkauan harga, dan membangun komunikasi efektif. Upaya pengendalian

inflasi melalui ketersediaan pasokan, antara lain:

1. Utilisasi BUMD atau entitas usaha milik Pemda DIY lainnya dalam
mendukung pengendalian inflasi.

2. Implementasi komitmen kemandirian pangan melalui pemanfaatan lahan
tidur sebagaimana arahan Gubernur DIY.

3. Optimalisasi lahan tidur dan pekarangan untuk meningkatkan kemandirian
pangan masyarakat yang dipantau melalui website Dashboard Command
Center TPID dan pemanfaatan tanah kalurahan.

Upaya pengendalian inflasi melalui kelancaran distribusi dilakukan dengan:

1. Memperkuat komitmen dan optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD)
baik intra maupun antar provinsi.

2. Perluasan jaringan distribusi pangan hingga ke kios-kios kecil.

3. Digitalisasi data pangan melalui pengembangan website TPID.

Upaya pengendalian inflasi melalui keterjangkauan harga dilakukan dengan:

1. Optimalisasi pelaksanaan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah
(GPM) serta inspeksi mendadak harga pasar terutama terkait timing dan
lokasi pelaksanaan OP/GPM untuk mengantisipasi tekanan inflasi, seperti
menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun ajaran baru.
Sampai dengan akhir Mei 2024 telah dilaksanakan 143 kali PG/GPM dan
pemantauan pasar ke 5 kabupaten/kota di DIY.

2. Optimalisasi peran Segoro Amarto sebagai price reference store di pasar
utama di DIY. Terdapat 4 kios, yaitu di Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan,
Pasar Prawirotaman, dan Pasar Sentul. Rencana kedepan akan dilakukan
replikasi kios Segoro Amarto di pasar lain.

3. Optimalisasi APBD dalam mendukung subsidi harga komoditas utama.

Upaya pengendalian inflasi dengan membangun komunikasi yang efektif
dilakukan dengan:
1. Pengendalian ekspektasi masyarakat melalui komunikasi intensif seperti
press conference dan penyebaran informasi melalui media sosial.
2. Optimalisasi sosialisasi belanja bijak pada setiap pelaksanaan OP.
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3. Perluasan Gerakan MRANTASI tidak hanya pada pedagang pasar
rakyat tetapi juga ke sekolah-sekolah melalui MRANTASI Goes to
School.

I1.2.3 Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan

I1.2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) salah satunya dapat diukur menggunakan
indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dasar pengukuran IPM
menggunakan sejumlah komponen dasar kualitas hidup sebagai basis. [PM
dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yang mencakup umur panjang
dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan kehidupan
yang layak (decent standard of living).

Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir
sedangkan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah
digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan. Pada dimensi hidup layak
diukur dengan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah
kebutuhan pokok. Dalam komponen IPM dapat diketahui bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
pendidikan, dan sebagainya. IPM juga dapat berfungsi untuk mengkaji
perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun
perbandingan antar wilayah. Kesimpulannya bahwa IPM merupakan indikator
yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam
jangka panjang.

Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 angka IPM DIY cenderung semakin
meningkat. Walaupun capaian IPM DIY dari tahun 2019 ke tahun 2020 agak
sedikit menurun dari 79,99 menjadi 79,95 (karena adanya pandemi Covid-19).
Namun angka IPM DIY mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 yang
mencapai angka 80,22 (pandemi Covid-19 mulai mereda). Mulai tahun 2021,
status pembangunan manusia DIY sudah berada pada level “sangat tinggi”. Dalam
rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, persentase IPM DIY
secara rata-rata meningkat sebesar 0,47% per tahun (capaian angka IPM DIY dari
79,95 pada tahun 2020 menjadi 81,09 pada tahun 2023). Pada tahun 2023 ini
terjadi peningkatan IPM DIY pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup
sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM DIY dan Nasional

79,99 79,95 80,22 80,65 8109
74,39
72,81 73,16 73,77
71,92 ’
2019* 2020 2021 2022 2023
IPM DIY IPM NASIONAL

Gambar II-7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2019-
2023
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
*lumlah penduduk 2019 menggunakan Proyeksi Supas 2015
Tahun 2020-2023 menggunakan data penduduk SP2020

Kualitas pembangunan manusia yang semakin baik, tercermin pada
perkembangan [PM DIY yang semakin meningkat. Pada kurun waktu 2017-2020
menunjukkan bahwa level IPM DIY selalu berada dalam kategori IPM tinggi
(70<IPM<80), dan tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat tinggi
(IPM>80).

Secara umum perkembangan IPM DIY dari tahun 2019 - 2023 selalu berada di
atas IPM nasional. Capaian IPM Nasional pada tahun 2023 menunjukkan angka
74,39, sedangkan capaian IPM DIY sudah mencapai angka 81,09.

Capaian IPM DIY yang tinggi didukung pula oleh capaian yang cukup tinggi dari
semua indikator penyusun yang dimiliki. Pada tahun 2023, pengeluaran Riil per
Kapita tumbuh sebesar 3,05% meningkat dibanding tahun 2022 (tumbuh sebesar
2,63%). Sedangkan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) tumbuh sebesar
0,09% dan Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh sebesar 0,06%, mengalami
pertumbuhan yang cenderung stabil dibanding tahun 2022. Sementara pada
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 0,82%, melambat dibanding
tahun 2022 yang tumbuh 1,14%.

I1.2.3.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki
masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya.
DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan
kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala
bidang. Untuk menghitung tingkat keberhasilan Terpelihara dan Berkembangnya
Kebudayaan di DIY indikator sasaran yang digunakan adalah Indeks
Pembangunan Kebudayaan (IPK).

[PK merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan
pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi
kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas
sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut
melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data sehingga IPK merupakan alat
ukur komprehensif yang bersifat multisektoral. Ada tujuh dimensi dalam IPK
yang terdiri dari Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya,
Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Karena bersifat
lintas sektor maka faktor-faktor yang mempengaruhi angka IPK juga bersifat
lintas sektor.

Jika dilihat capaian kinerja IPK pada tahun 2023 masih menggunakan tahun 2022
adalah 66,52 atau sebesar 88,95% dari target tahun 2024 yaitu 74,78, dengan
demikian indikator kinerja sasaran ini tidak tercapai. Namun demikian, capaian
IPK DIY ini merupakan capaian tertinggi di tingkat nasional. Penurunan IPK ini
secara umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia terutama sejak adanya
pandemi Covid-19.

Guna melihat pengaruh pandemi Covid-19 dalam capaian IPK, dapat diamati dari
analisa komparasi perkembangan nilai IPK baik DIY maupun Nasional dalam 3
periode yaitu, Pra Pandemi Covid (2018-2019), Pandemi Covid (2019 - 2020),
dan Pasca Pandemi Covid (2022) pada 7 dimensi penyusun nilai IPK.
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TabelII-4 Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019-2022

2022 2022
Terhada terhadap
No NamaDimensi 2019 2020 2021 2022 P . Pasca
Pra Pandemi .
(2019) Pandemi
(2021)
1 EkonomiBudaya 71,51 64,79 56,79 67,32 -4,19 10,53
2 Pendidikan 78,17 79,99 80,68 80,88 2,71 0,2
3 Ketahanan Sosial 85,2 85,04 76,5 77,9 -7,3 1,4
Budaya
4 Warisan Budaya 68,61 61,11 56,57 58,2 -10,41 1,63
5 Ekspresi Budaya 68,61 57,15 41,11 45,06 -23,55 3,95
6 Budaya Literasi 78,04 80,34 56,2 57,72 -20,32 1,52
7 Gender 59,39 64,53 64,61 64,05 4,66 -0,56
8 IPKDIY 73,98 71,74 64,22 66,52 -7,46 2,3
NASIONAL 5591 54,65 5190 55,13 -0,78 3,23

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) DIY Tahun 2022 adalah sebesar
64,52. Angka tersebut di atas rata-rata nasional dan merupakan angka IPK
tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia.

Terdapat beberapa keterbatasan yang terkait dengan penentuan prioritas
perencanaan dan pemenuhan kebutuhan nasional dalam mengantisipasi
pandemi. Hal ini berdampak terhadap target capaian IPK yang telah ditetapkan
sebelum terjadinya pandemi, atas dasar kecenderungan angka indeks pada
situasi normal.

Berbagai upaya untuk memulihkan ekosistem kebudayaan pasca pandemi telah
dilaksanakan, diantaranya adalah dengan pelaksanaan event kebudayaan secara
hibrid pada tahun 2021 dan mulai dilaksanakan secara normal pada tahun 2022.
Pada tahun 2023 semua aktivitas kebudayaan baik oleh pemerintah maupun
masyarakat telah dilaksanakan secara normal. Namun demikian, intervensi
kegiatan melalui event yang dilaksanakan oleh pemerintah belum cukup kuat
untuk mengembalikan ekosistem kebudayaan sebagaimana sebelum adanya
Pandemi Covid 2019. Ekosistem budaya yang terkait dengan dimensi ekspresi
budaya, warisan budaya dan budaya literasi belum dapat pulih secara signifikan
pasca pandemi, terlihat dari kenaikannya yang masih relatif kecil dibandingkan
dengan penurunan saat pandemi. Namun demikian kenaikan secara signifikan
justru ditunjukkan oleh dimensi ekonomi budaya pada masa pasca pandemi. Hal
ini dapat dimaknai bahwa aktivitas ekosistem kebudayaan merupakan salah satu
alternatif pemicu aktivitas ekonomi di DIY pasca pandemi.
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I1.2.4 Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum
maju - Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju

terhadap Keseluruhan PDRB DIY

Ketimpangan kesejahteraan di DIY masih terjadi baik ketimpangan pendapatan
antar individu maupun antara wilayah (kabupaten/kota). Ketimpangan antar
wilayah yang berbentuk ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten
dan kota menjadi salah satu tantangan karena penurunan ketimpangan wilayah
menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable
Development Goals (SDGs).

Ketimpangan wilayah menjadi salah satu pokok permasalahan dan terkait
dengan isu strategis Pengembangan Wilayah Selatan di DIY. Terkonsentrasi
aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman selama ini menjadi
penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di DIY.
Ketimpangan tersebut disebabkan oleh struktur ekonomi tiap kabupaten/kota
yang mencerminkan kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas
pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten dan kota. Sumbangan PDRB ADHK
Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta lebih 50% dari total PDRB DIY.
Sementara itu, dua kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul yang luas
wilayahnya 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang sekitar 21,4% dari
keseluruhan output DIY selama periode 2018-2023.

Ekonomi DIY sempat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di tahun 2020
akibat dampak pandemi Covid-19, namun dapat rebound dengan pertumbuhan
positif bahkan di atas lima persen selama tiga tahun terakhir. Ekonomi DIY
tumbuh 5,58% (2021), 5,15% (2022), 507% (2023) dan 5,02 (2024).
Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi positif di
tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten Sleman di tahun 2023 tumbuh paling
cepat dibandingkan wilayah lainnya. Perkembangan kinerja ekonomi tersebut
menunjukkan bahwa gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota
Yogyakarta masih di atas gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo,
Gunungkidul, dan Bantul. Pangsa dua wilayah yang lebih maju adalah 59,81%,
sementara itu pangsa PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju hanya berkisar
40,19%, sedangkan nilai Perkembangan PDRB ADHK menurut wilayah pada
tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-5 PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY

2023
Kab/Kota PDRB ADHK (JutaRp) Pangsa PDRB terhadap DIY (%)
Kulon Progo 9.907.951 8,35
Bantul 21.880.489 18,44
Gunungkidul 15.740.736 13,27
Sleman 39.551.388 33,34
Yogyakarta 31.401.154 26,47

Sumber: BPS DIY, 2024 (data diolah)
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I1.2.5 Meningkatnya Good Governance

I.2.5.1 Opini BPK

Opini BPK termuat dalam Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Adapun Pemeriksaaan tersebut dilakukan atas pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada tahun 2024, pemeriksaan tersebut
dilakukan terhadap Laporan keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2023.
Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2023 tersebut meliputi tujuh
laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil
pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2023
memberikan opini “WTP”. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemda DIY
untuk menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Atas capaian “WTP” tersebut telah sesuai
dengan target Sasaran yang ditetapkan di Tahun 2024 dan merupakan
pencapaian “WTP” untuk keempat-belas kalinya.

Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa
Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut: a.
Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan
kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan
pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling
mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik. b.
Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam
melakukan review pada setiap proses perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, dan pelaporan. c. Peningkatan infrastruktur yang mendukung
implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan
regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.

I1.2.5.2 SAKIP

Akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran
yang sangat strategis dalam upaya pemerintah untuk mencapai good governance,
karena melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem
penyelengggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat
digunakan sebagai alat maupun cara untuk mempercepat reformasi birokrasi
karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk
ukuran kinerjanya. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam
menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan
manajemen sumber daya manusia. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi
yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang semakin meningkat ditandai antara lain dengan perencanaan
pembangunan yang semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan,
partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; penggunaan anggaran semakin akuntabel
dan transparan; serta perumusan Kebijakan publik semakin responsif sesuai
kebutuhan, transparan, dan partisipatif.

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY pada tahun 2023 telah disampaikan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia (KemenPAN dan RB RI Nomor B/355/AA.05/2023), dengan nilai
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sebesar 92,10 atau Predikat AA. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi
akuntabilitas kinerja “Sangat Memuaskan”, yaitu telah terwujud Good
Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit
kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).
Sampai dengan Penilaian terakhir yang dikeluarkan KemenPAN dan RB, Pemda
DIY merupakan satu-satunya institusi yang memperoleh Predikat AA yang
merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP.
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80,68 82,15 8422 © L T Lo T oo T L =
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Gambar II-8 Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2023

Sumber: Bappeda DIY, 2024

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023,
masuk dalam predikat AA, yang berarti sepanjang periode RPJMD 2017-2022
dari tahun pertama (tahun 2018) sampai tahun kelima (tahun 2022) telah
melebihi target (A) serta periode RPD 2023-2026 (tahun 2023), telah mencapai
target yang ditetapkan yaitu dengan target predikat AA. Dari Hasil Nilai terakhir
Evaluasi AKIP yang dikeluarkan KemenPAN dan RB RI pada tahun 2023, Pemda
DIY memperoleh nilai 92,10 (AA). Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP
pada Tahun 2022, dari total semua komponen yang dinilai, terdapat kenaikan
sebesar 1,01 poin. Kenaikan tersebut pada semua komponen, yaitu: Perencanaan
Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,22 poin; Pengukuran Kinerja dengan
kenaikan sebesar 0,06 poin; Pelaporan Kinerja sebesar 0,1 poin; serta komponen
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 0,63 poin.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda DIY tahun 2023 tersebut berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Pada komponen Perencanaan Kinerja,
perumusan dokumen perencanaan kinerja Provinsi DIY yang baru telah
berorientasi hasil dan telah dilengkapi dengan berbagai indikator kinerja yang
relevan. Pada komponen Pengukuran Kinerja, Pergantian rencana jangka
menengah yang menyebabkan perubahan dokumen perencanaan kinerja
dilakukan dengan baik mulai dari peningkatan kualitas indikator yang digunakan,
penetapan target yang mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun
sebelumnya, hingga penyusunan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk
menjelaskan indikator kinerja yang telah dipilih. Kemudian, dari komponen
Pelaporan Kinerja Laporan kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah dan
Perangkat Daerah telah disusun dengan mekanisme yang baik sehingga
kualitasnya semakin meningkat, pemanfaatannya juga dilakukan dengan baik, hal
ini terlihat dari berbagai indikator tahun berjalan yang targetnya telah sesuai
dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, dari komponen
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal
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yang telah dilakukan Pemda DIY telah cukup baik untuk menjaga keberhasilan
implementasi SAKIP secara umum.

I1.2.5.3 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS RI pada 5 Juli 2023, capaian nilai IDI DIY
tahun 2022 tercatat sebesar 85,62 (berada pada kategori tinggi dan
menempatkan DIY pada tingkat demokrasi “Baik”) serta berhasil menempati
peringkat pertama nilai IDI secara nasional.

Skor IDI DIY pada tahun 2023 juga digunakan sebagai tolok ukur dalam
pencapaian kinerja sasaran Badan Kesbangpol DIY, yakni “Meningkatnya Kualitas
Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta” yang juga mendukung
kinerja sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola
Pemerintahan”.

Pada triwulan II tahun 2024 capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas
Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indikator Skor Indeks
Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terealisasi sebesar 85,62 atau
dengan kategori “Tinggi”.

I1.2.6 Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang -Persentase

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa
penataan ruang dilakukan melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan tujuan untuk mencapai
kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Salah satu
bentuk penilaian terkait dengan perwujudan rencana tata ruang dilakukan
dengan upaya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang.
Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengukur capaian indikator program
pemerintah daerah berupa kesesuaian pemanfaatan ruang.

Pada triwulan II tahun 2024 capaian terhadap program Peningkatan Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 82,62%
telah tercapai sebesar 84,87% dengan persentase 102,72%. Sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW
DIY Tahun 2023-2043 disebutkan bahwa luas keseluruhan meliputi wilayah
darat termasuk pulau pulau kecil, wilayah laut, dan wilayah udara yang ada di
DIY sejumlah 550.008 ha. Dalam proses perhitungan kesesuaian pemanfaatan
ruang didapatkan dari perhitungan perbandingan dua aspek, yaitu:

a. Total Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung di Tahun
2023 sebesar 11.841,63 ha dari luas keseluruhan Kawasan lindung sebesar
12.123,58 ha sehingga presentase kesesuaian Kawasan lindung sebesar
(97,67%);

b. Total Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya di
Tahun 2023 sebesar 454.960,29 ha dari luas keselurahan Kawasan
budidaya sebesar 537.884,86 ha sehingga persentase kesesuaian Kawasan
budidaya sebesar (84,58%).

Kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan tingkat perwujudan rencana pola

ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY terdiri dari kawasan

lindung dan kawasan budidaya. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang
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tersebut, dilakukan dengan melakukan overlay penggunaan lahan eksisting tahun
penilaian dengan rencana pola ruang RTRW DIY. Data menunjukkan realisasi
kesesuaian pemanfaatan ruang DIY berdasarkan tingkat perwujudan rencana
pola ruang dari kurun waktu 2018-2023 mengalami peningkatan, yaitu dari
sebesar 77,05% pada tahun 2018 menjadi sebesar 84,87% pada tahun 2023
sebagaimana grafik di bawah ini.
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Gambar II-9 Grafik Perwujudan Pola Ruang DIY Tahun 2018-2023

Sumber: Dinas PTR DIY, 2024

Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang pada tahun 2023 mendasar
pada Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043, dimana terdapat
integrasi antara ruang darat dan ruang laut, sehingga luas ruang wilayah DIY
lebih kurang 550.008 ha. Berdasarkan hasil penilaian perwujudan pola ruang
keseluruhan yang sesuai mencapai 84,87% atau kurang lebih 466.801,92 ha,
yang belum terwujud sebesar 10,734% atau kurang lebih 59.039,37 ha, dan yang
tidak sesuai mencapai 4,394% atau kurang lebih 24.167,16 ha. Perwujudan pola
ruang dengan peruntukan belum terwujud terbesar pada Kawasan Peruntukan
Industri sebesar 99,41% dengan luasan 5.211,66 ha. Peruntukan yang tidak
sesuai terbesar pada kawasan lindung terdapat pada kawasan lindung geologi
sebesar 47,19% dengan luasan 214,20 ha dan untuk kawasan budidaya terbesar
pada kawasan pertanian sebesar 12,99% dengan luasan 23.752,36 ha.

I1.2.7 Menurunnya risiko bencana - Indeks Risiko Bencana

Indonesia (IRBI) DIY

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah bagian dari pemenuhan hak
warga. Oleh karena itu, Penanggulangan Bencana bagian dari Sub Urusan Trantib
Linmas yang merupakan 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar oleh Pemerintah
Daerah. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan menghadirkan
ketangguhan daerah, mengelola, dan meminimalisir risiko bencana. Ukuran atau
indikator yang disepakati untuk menilai kemajuan dari pencapaian tujuan itu
adalah Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana (atau dikenal dengan IRBI
= Indeks Risiko Bencana Indonesia) dihitung berdasar rumus dasar Risiko =
(ancaman x kerentanan) / kapasitas.

Pada perhitungan IRBI selama ini yang dikoordinasi oleh BNPB, faktor/variabel
ancaman dan kerentanan dianggap konstan, yang dinilai dinamis adalah
faktor/variabel kapasitas.
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Penilaian IKD untuk Kabupaten/Kota se-DIY ini merupakan upaya kita bersama
untuk menilai kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh DIY,
yang secara agregat nantinya akan kita nilai seberapa laju kinerja pengurangan
risiko bencana di DIY dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus sebagai wujud dari
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengkajian  risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk
memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu
potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung
berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi
dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta
benda, dan kerusakan lingkungan.

Indeks risiko bencana (IRBI) dihitung berdasar rumus dasar risiko = (ancaman x
kerentanan) / kapasitas. Faktor/variabel kapasitas dalam IRBI didapat dari nilai
IKD yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator. Indeks Risiko Bencana DIY
tahun 2024 (triwulan I) adalah 108,15, angka tersebut merupakan rata-rata nilai
IRBI Kabupaten/Kota se-DIY. Mengacu pada cascade RPJMD 2022-2027, target
IRBI DIY adalah dengan kategori sedang dan target penurunan Indeks Risiko
Bencana 1,5% - 2% per tahun. Tercatat ada 9 ancaman bencana prioritas dari
total 14 ancaman bencana yang ada di DIY yaitu: 1) Gempa Bumi, 2) Cuaca
ekstrim, 3) Erupsi Merapi, 4) Tanah Longsor, 5) Banjir, 6) Kebakaran Hutan dan
Lahan, 7) Kekeringan, 8) Tsunami, 9) Gelombang ekstrim dan abrasi. Kerentanan
Bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan
lahan. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan belum
semua aspek kapasitas terpenuhi. Efektifitas dan pencegahan mitigasi bencana
dan kolaborasi multi-aktor (Penta Helix) masih belum optimal. Jika melihat lebih
detail, nilai IRBI untuk Kabupaten/Kota se-DIY adalah sebagai berikut: 1)
Kabupaten Kulon Progo 140,98; 2) Kabupaten Bantul 149,27; 3) Kabupaten
Gunungkidul 106,55; 4) Kabupaten Sleman 77,33; dan 5) Kota Yogyakarta 66,62.

I1.2.8 Kesimpulan Terhadap Hasil Evaluasi Capaian Indikator

Sasaran

Merujuk pada hasil pengukuran terhadap indikator-indikator sasaran tersebut,
sampai dengan Triwulan II, 2024 beberapa indikator mengalami pembaruan
sesuai rilis pada bulan Maret 2024 (Triwulan I) antara lain Angka Kemiskinan,
Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, Kontribusi PDRB
Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY, dan Indeks Risiko
Bencana Indonesia (IRBI) DIY. Secara bertahap capaian indikator akan
diperbarui setiap Triwulan dan atau setelah tahun anggaran berakhir sesuai
pembaruan data terbaru yang berasal dari lembaga yang melaksanakan
pengukuran dan evaluasi sesuai peraturan perundangan.

II.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pemerintah
Daerah DIY

Program Pemerintah Daerah DIY (Program Pemda DIY) merupakan kekhususan
yang menjadi pembeda antara cascading kinerja Pemda DIY jika dibandingkan
dengan cascading Pemda lain secara umum. Program Pemda merupakan
program antara yang menjadi indikator kinerja yang menghubungkan antara
indikator kinerja daerah (Gubernur) dengan Indikator Eselon II. Program Pemda
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ini secara pertanggungjawaban Kkinerja menjadi tanggung jawab Sekretaris
Daerah beserta para Asisten. Secara umum tingkat ketercapaian target Program
Pemda ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II-6  Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah DIY s/d Triwulan II,
2024
No Program Indikator Satuan | Target | Realisasi Keterangan
Pemda Kinerja RPJMD s.d.
TW II

1 Program Indeks Gini Indeks | 0.419 0,435 BRS BPS DIY Tingkat
Pemerataan Ketimpangan
Kesejahteraan Pengeluaran Penduduk

DI Yogyakarta, Maret
2024, rilis pada tanggal 1
Juli 2024.

Persentase % 62.24 65.31 Jumlah Desa Mandiri

Desa Mandiri tahun 2024 sd TW 1
sebanyak 256, dari
jumlah desa di DIY 392.
Jadi persentasenya
256/392*100% =
65,31%.
Data update TW 1 tahun
2024 sama dengan data
tahun 2023, karena data
update  status  desa
diterbitkan setiap Bulan
Juli dari Kemendesa.

2 Program Pertumbuhan % 3.1 6,63 Data realisasi TW 1I
Pengembangan [PDRB Sektor 2024, disamakan dengan
Sektor Pertanian, data realisasi TW I 2024
Unggulan Industri yaitu  sebesar 6,63

Pengolahan, persen, sesuai rilis data
dan Akomodasi Pertumbuhan Ekonomi
Makan Minum TW12024

3 Program Rasio % 3.7 3.23 Data Agustus 2023.
Pengembangan [Kewirausaha-

Kewirausahaan fan

4 Program Crime Rate Indeks | 190.67 51,37 Dataku Update 28 Juni
Stabilitas (Risiko 2024.

Lingkungan Penduduk
Sosial Ekonomi [Terkena
Masyarakat Kejahatan)

5  [Program Harapan Lama | Indeks | 15.74 15.66 Data Realisasi TW IV
Peningkatan  [Sekolah 2023 dan TW [ 2024
iAksesibilitas merupakan data
dan  Kualitas Harapan Lama Sekolah
Pendidikan (HLS) pada tahun 2023

yaitu sebesar 15,66 (BRS

BPS DIY, Indeks

Pembangunan Manusia

(IPM) D.I. Yogyakarta

tahun 2023, dirilis pada

1 Desember 2023).
Persentase % 76.39 55.29 Data bersumber dari
Sekolah Rapot mutu Pendidikan
Jenjang tahun 2024, dengan
Pendidikan perhitungan rata-rata
Menengah Nilai Asesmen Literasi
dengan Nilai Memenuhi Kompetensi
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No Program Indikator Satuan | Target | Realisasi Keterangan
Pemda Kinerja RPJMD s.d.
TWII
IAsesmen Minimum pada jenjang
Literasi SMA dan SMK Umum.
Memenuhi
Kompetensi
Minimum
Persentase % 59.52 63.4 Data bersumber dari
Sekolah Rapot mutu Pendidikan
Jenjang tahun 2024, dengan
Pendidikan perhitungan rata-rata
Menengah Nilai Asesmen Numerasi
dengan Nilai Memenuhi Kompetensi
IAsesmen Minimum pada jenjang
Numerasi SMA dan SMK Umum.
Memenuhi
Kompetensi
Minimum
6 Program lAngka Harapan | Indeks | 75.18 78.18 Data Realisasi TW IV
Peningkatan  [Hidup 2023 dan TW I 2024
Kualitas merupakan data Umur
Kesehatan Harapan Hidup saat
Masyarakat Lahir (UHH) pada tahun
2023 yaitu sebesar 78,18
(BRS BPS DIY, Indeks
Pembangunan Manusia
(IPM) D.I. Yogyakarta
tahun 2023, dirilis pada
1 Desember 2023).
Prevalensi % 14 10,95 Dataku Update 8 Juli
Stunting 2024.
Persentase % 98.23 96,3 (Meta Indikator : Rerata
Penduduk yang persentase penduduk
Mendapatkan yang menempati rumah
Layanan Dasar layak  huni, sanitasi
Layak layak, dan air minum
layak.)
7 Program Indeks Indeks 77.37 78,46 Capaian tahun 2023, BPS
Peningkatan  [Pemberdayaan
Kualitas Sosial [Gender (IDG)
Masyarakat
Total Fertility Indeks |1,8-2,2 1,81 TFR capaian di tahun
IRate (TFR) 2023 adalah 1,81
(sumber data : PK23 AD]
SUSENAS 2023,
berdasarkan Nota Dinas
Deputi Bidang
Pengendalian Penduduk
BKKBN NOMOR
16/RC.01/D2/2024
tanggal 5 Januari 2024
perihal Perhitungan TFR
dan ASFR 2023 dengan
Data PK 2023 Tingkat
Nasional dan Provinsi).
Perhitungan angka TFR
ini dilakukan di akhir
tahun sehingga untuk
capaian di tahun 2024
baru akan diketahui di
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No Program Indikator Satuan | Target | Realisasi Keterangan
Pemda Kinerja RPJMD s.d.
TWII
awal tahun 2025.

8 Program Budaya Benda | Jumlah 332 363 Sampai dengan TW II
Pelestarian dan Tak Benda 2024, masih sama
Budaya Benda [yang dengan TW I, bertambah
dan Tak Benda [Diapresiasi 1 dengan diterimanya

oleh Pihak Luar KSF sebagai warisan
Pemda DIY budaya dunia dan
(Regional, bertambah 25 WBTB
Nasional, yang telah disetujui pada
Internasional) sidang penetapan.

9 Program Persentase % 67.03 62,22 Capaian TWII 2024
Pengembangan [Penyediaan berasal dari komponen
Pusat Infrastruktur perhitungan dari Dinas
Pertumbuhan [Pendukung PUPESDM (update TW II
dan Pengembangan 2024):

Pemerataan Ekonomi - Persentase Penyediaan
Infrastruktur Infrastruktur Sumber

Daya Air = 84,03%
- Persentase
Pembangunan Jaringan
Jalan =99,17%
- Persentase Capaian
Jalan Berkeselamatan
Berbasis Angkutan
Umum = 38,19%
- Persentase Capaian
Pengelolaan Sektor
Transportasi di Kawasan
Strategis dalam
Mendukung Pelestarian
Lingkungan = 27,41%

Rata-Rata % 5.57 5,25 Kondisi tahun TW [ 2024

Pertumbuhan

Ekonomi pada

Kabupaten/Kot

@ yang Belum

Maju (Bantul,

Gunungkidul,

Kulon Progo)

10 [Program Indeks Indeks | 87.76 86.67 Dataku Tahun 2023.
Sinergitas Tata [Kepuasan Penilaian tahun 2024
Kelola Masyarakat belum keluar
Pemerintah (IKM)

Daerah Indeks Indeks 3.64 4,22 Penilaian eksternal
Kematangan Kemen PAN RB Tahun
SPBE 2023 adalah 4,22

11 |Program Indeks Indeks | 74.76 77,76 Data Capaian IDI Tahun
Peningkatan  [Kebebasan 2023
Kualitas Indeks Indeks 87.74 89,21 Data Capaian IDI Tahun
Demokrasi Kesetaraan 2023

12 [Program Tata [Penurunan Ribu 3 10.870,96 Capaian TW I1 2024
Kelola Emisi GRK CO2eq ton CO2e
Lingkungan
Hidup

13 |Program Perwujudan % 93.22 84,15 Data Berdasar Hitungan
Keterpaduan  |[Pola Ruang Terbaru Perda 10/2024
Perwujudan Capaian % 24.23 22,59 Capaian sementara
Pola Ruang Fasilitasi hingga TW II
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No Program Indikator Satuan | Target | Realisasi Keterangan

Pemda Kinerja RPJMD s.d.
TWII
Pengelolaan
dan
Pemanfaatan
Bidang Tanah
Kasultanan,
Kadipaten, dan
[Tanah Desa
14 |Program Indeks Indeks 0.7 0.66 Proses pengerjaan IRBI
Peningkatan Ketahanan dan IKD tahun 2024
Ketahanan Daerah (IKD) belum berlangsung di
Daerah TW 1II sehingga masih

menggunakan data yang
sama.

Merujuk pada hasil pengukuran terhadap indikator-indikator Program Pemda
DIY sampai dengan Triwulan II, 2024 beberapa indikator belum tercapai sesuai
target antara lain :

1. Indeks Gini

2. Rasio Kewirausahaan

3. Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen
Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum

4. Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak

Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi

6. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang Belum Maju

(Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)

Perwujudan Pola Ruang

8. Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan,
Kadipaten, dan Tanah Desa.

vt

N

Beberapa indikator telah mengalami pembaruan sampai dengan triwulan I dan
Triwulan I, 2024 antara lain:

Crime Rate (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)

Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Hidup

Prevalensi Stunting

Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi oleh Pihak Luar Pemda DIY
(Regional, Nasional, Internasional)

Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang Belum Maju
(Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)

Penurunan Emisi GRK

Perwujudan Pola Ruang

10. Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan,
Kadipaten, dan Tanah Desa

v W e

N o

0 ©

I1.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/Sub Kegiatan
RKPD DIY sampai dengan Triwulan II, 2024

Kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah Daerah DIY yang didukung
dengan APBD sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
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Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilaporkan bahwa
berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun pada Laporan Rekapitulasi Realisasi
Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 s/d Bulan Juni, Pemerintah
Daerah DIY memiliki 331 program dan 2.367 sub kegiatan dengan kinerja fisik
sebesar 51,36% dari target sebesar 51,85% sehingga didapatkan deviasi fisik
sebesar 0,49%. Adapun realisasi keuangan dari pagu Rp5.994.735.421.681,00
(Sengguh) terealisasi Rp2.329.921.646.748,00 atau sebesar 38,87% dari target
sebesar 49,87% sehingga terdapat deviasi keuangan pada triwulan II 2024, yaitu
sebesar Rp659.736.263.219,00 atau sebesar 11%. Adapun pada aspek kualitas
kinerja kegiatan instansi yang diukur dengan nilai self-assessment Penilaian
Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI) memiliki rerata skor seluruh OPD sebesar 83,95
atau dalam kategori Baik.
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Tabel II-7

Rekapitulasi Capaian Kinerja s.d Triwulan II 2024

Jumlah Targets/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No SKPD Pagu Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Program DPA
(RP) (%) (%) (RP) (%) (%)

1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3 43 83.259.735.139 34.816.515.386 41,82 46,37 32.213.377.079 38,69 46,36

2 ESEII}I,I;IKKESATUAN BANGSA DAN 7 39 31.047.435.788 16.733.647.120 53,9 53,91 15.097.147.708 48,63 53,91
BADAN PENANGGULANGAN

3 BENCANA DAERAH 4 28 16.778.800.541 9.428.283.255 56,19 56,39 7.596.240.260 45,27 56,39
BADAN PENDIDIKAN DAN

4 PELATIHAN 3 28 19.233.300.776 10.357.743.016 53,85 56,22 8.214.644.838 42,71 55,43

5 E‘XEA;;EENGELOLA KEUANGAN 4 60 1.532.456.817.131 857.530.835.512 55,96 58,15 638.134.750.331 41,64 58,15

6 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 3 24 11.885.210.031 5.930.101.813 49,89 49,9 4.518.807.400 38,02 49,82
BADAN PERENCANAAN

7 PEMBANGUNAN DAERAH 3 37 23.758.669.668 13.576.962.453 57,15 59,91 8.352.118.980 35,15 59,91
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN

8 HUTAN YOGYAKARTA 2 19 4.896.739.010 1.967.063.242 40,17 45,75 1.904.084.946 38,88 56,54
BALAI KESELAMATAN DAN

9 KESEHATAN KERJA 3 19 1.623.319.600 805.286.922 49,61 52,19 662.833.051 40,83 52,19
BALAI LABORATORIUM

10 KESEHATAN DAN KALIBRASI 2 10 9.046.687.072 4.183.167.549 46,24 52,11 3.560.364.195 39,36 52,11
BALAI LATIHAN KERJA DAN

11 PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS 4 21 27.742.459.050 13.184.646.480 47,53 50,71 13.055.035.708 47,06 50,78

12 EQIIEQIHI(JATIHAN PENDIDIKAN 2 16 4.864.084.150 2.251.067.106 46,28 46,39 1.957.404.328 40,24 46,39

13 | BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN 3 19 2.187.923.714 921.859.214 42,13 42,13 774.103.163 35,38 42,13

14 | BALAI PELATIHAN KESEHATAN 2 12 5.766.247.700 2.788.473.344 48,36 48,37 2.696.656.274 46,77 48,37
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Jumlah Target s/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No SKPD Pagu Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Program DPA
(RP) (%) (%) (RP) (%) (%)

15 BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA 2 25 4.029.810.000 1.938.104.000 48,09 52,26 1.899.482.560 47,14 52,26
WERDHA

16 | BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 4 24 57.857.250.000 47.535.779.800 82,16 81,72 47.052.793.802 81,33 81,7
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH

17 KABUPATEN BANTUL 2 21 41.524.458.426 17.171.324.148 41,35 58,74 12.595.022.012 30,33 58,71
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH

18 KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2 22 24.446.441.600 10.170.860.147 41,6 42,12 9.305.837.971 38,07 42,12
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH

19 KABUPATEN KULON PROGO 2 23 17.640.378.580 8.044.590.394 45,6 46,09 6.123.296.689 34,71 44,24
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH

20 KABUPATEN SLEMAN 2 23 27.295.924.100 11.445.975.245 41,93 42,83 10.523.720.601 38,55 42,83
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH

21 KOTA YOGYAKARTA 2 22 27.071.315.348 9.428.556.688 34,83 35,42 8.704.870.732 32,16 35,42
BALAI PENELITIAN,

22 | PENGEMBANGAN DAN STATISTIK 3 22 723.194.650 312.324.697 43,19 45,74 280.130.568 38,74 45,74
DAERAH
BALAI PENGELOLAAN

23 | INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN 2 16 12.713.380.035 4.505.378.554 35,44 35,46 2.439.595.000 19,19 35,46
AIR MINUM PERKOTAAN
BALAI PENGELOLAAN TERMINAL

24 DAN PERPARKIRAN 2 18 4.825.000.400 1.999.875.602 41,45 61,12 1.934.453.821 40,09 61,12
BALAI PENGEMBANGAN JASA

25 KONSTRUKSI 2 19 2.567.474.980 1.354.656.480 52,76 54,11 852.741.345 33,21 51,04
BALAI PENGEMBANGAN
PERBENIHAN DAN PENGAWASAN

26 MUTU BENIH TANAMAN 3 21 8.185.014.871 1.817.457.232 22,2 22,32 1.645.801.574 20,11 22,32
PERTANIAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

[1-31




Jumlah Target s/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No SKPD Pagu Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Program DPA
(RP) (%) (%) (RP) (%) (%)

BALAI PENGEMBANGAN

27 | PERBIBITAN TERNAK DAN 3 15 4.744.871.900 2.073.785.520 43,71 44,19 1.942.437.170 40,94 44,19
DIAGNOSTIK KEHEWANAN
BALAI PENGEMBANGAN

28 TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA 2 24 7.792.650.200 3.502.841.700 4495 59,56 2.371.418.479 30,43 59,56
BALAI PENGEMBANGAN

29 TEKNOLOGI TEPAT GUNA 2 16 1.882.987.108 874.383.804 46,44 52,37 768.688.966 40,82 52,37
BALAI PENYELENGGARA JAMINAN

30 KESEHATAN SOSIAL 2 14 55.238.767.976 22.227.611.824 40,24 48,02 17.417.477.113 31,53 48,02
BALAI PERLINDUNGAN DAN

31 REHABILITASI SOSIAL REMAJA 2 20 1.754.290.000 843.874.940 48,1 48,12 823.455.701 46,94 48,12
BALAI PERLINDUNGAN DAN

32 REHABILITASI SOSIAL WANITA 2 26 1.609.359.600 831.733.000 51,68 51,68 819.420.404 50,92 51,68
BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA

33 KARYA DAN LARAS 2 34 5.111.341.650 2.451.508.892 47,96 50,13 2.416.399.176 47,28 50,13
BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN

34 PENGASUHAN ANAK 2 27 2.418.567.250 1.213.974.100 50,19 52,36 1.150.835.968 47,58 52,36
BALAI REHABILITASI TERPADU

35 PENYANDANG DISABILITAS 2 26 3.308.707.850 1.622.558.550 49,04 50 1.593.229.028 48,15 50
BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI

36 PENDIDIKAN 2 15 7.497.955.000 3.030.841.500 40,42 40,96 3.015.862.098 40,22 40,96
BIRO ADMINISTRASI

37 | PEREKONOMIAN DAN SUMBER 3 26 1.562.580.100 887.561.100 56,8 56,84 859.875.694 55,03 56,84
DAYA ALAM

38 | BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL 3 26 25.976.004.800 4.346.861.500 16,73 16,9 3.809.880.059 14,67 16,9

39 | BIRO BINA PEMBERDAYAAN 3 20 4.539.446.950 2.666.372.050 58,74 58,74 2.423.839.114 53,4 58,74
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Jumlah Target s/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No SKPD Pagu Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Program DPA
(RP) (%) (%) (RP) (%) (%)
MASYARAKAT
40 | BIRO HUKUM 4 32 4.900.003.630 2.583.121.968 52,72 62,74 2.018.820.870 41,2 62,74
41 | BIRO ORGANISASI 3 24 2.406.856.000 987.826.700 41,04 48,87 748.709.712 31,11 48,87
BIRO PENGEMBANGAN
42 | INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN 5 26 2.224.118.750 877.013.025 39,43 45,66 749.168.719 33,68 45,66
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
43 | BIRO TATA PEMERINTAHAN 10 36 4.383.389.250 2.442.105.800 55,71 56,32 2.088.410.298 47,64 56,32
BIRO UMUM, HUBUNGAN
44 MASYARAKAT DAN PROTOKOL 3 33 21.163.972.038 10.012.648.093 47,31 45,04 8.946.770.116 42,27 44,78
45 | DINAS KEBUDAYAAN 2 36 385.360.516.592 200.494.345.815 52,03 52,08 173.050.872.126 44,91 51,8
46 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 8 45 43.224.775.636 21.391.216.383 49,49 49,93 17.057.677.124 39,46 49,93
47 | DINAS KESEHATAN 6 54 42.363.420.065 22.313.936.421 52,67 53,48 17.808.592.177 42,04 53,48
DINAS KOMUNIKASI DAN
48 INFORMATIKA 5 27 33.576.524.572 17.859.725.264 53,19 55,56 16.187.461.144 48,21 55,56
49 ?AIQB?E’NIE%P;RASI DAN USAHA KECIL 10 41 225.831.761.057 91.015.543.316 40,3 43,08 36.635.533.784 16,22 32,61
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
50 KEHUTANAN 13 56 76.663.787.321 36.118.446.790 47,11 48,89 28.485.201.224 37,16 48,81
51 | DINAS PARIWISATA 7 50 55.896.601.345 14.939.428.177 26,73 29,61 12.079.572.079 21,61 29,61
DINAS PEKERJAAN UMUM,
52 | PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER 16 73 394.217.541.331 126.010.576.144 31,96 35,81 112.108.808.243 28,44 35,44
DAYA MINERAL
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
53 ANAK DAN PENGENDALIAN 11 66 18.322.893.107 10.150.182.729 55,4 55,8 8.091.469.994 44,16 55,78
PENDUDUK
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Jumlah Target s/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No SKPD Pagu Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Program DPA
(RP) (%) (%) (RP) (%) (%)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
54 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 7 38 13.313.939.031 7.200.187.423 54,08 62,03 5.818.065.630 43,7 61,61
55 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN 6 100 1.484.838.496.048 743.663.993.157 50,08 50,16 588.844.495.234 39,66 50,05
OLAH RAGA
56 | DINAS PERHUBUNGAN 3 48 141.525.278.691 69.324.145.280 48,98 54 53.190.278.148 37,58 54
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
57 PERDAGANGAN 12 44 58.603.558.739 24.705.032.239 42,16 47,58 14.760.249.553 25,19 47,6
58 BX\]IS‘;ZZERPUSTAKAAN DAN ARSIP 5 45 32.488.532.279 16.926.250.996 52,1 49,62 13.912.215.489 42,82 49,62
59 ELI\X?\ISGPERTANAHAN DANTATA 6 36 23.783.976.575 14.373.206.491 60,43 63,4 12.628.187.171 53,1 63,4
DINAS PERTANIAN DAN
60 KETAHANAN PANGAN 12 51 91.154.505.728 42.990.196.537 47,16 47,21 30.504.919.288 33,47 47,21
61 | DINAS SOSIAL 9 73 86.622.608.025 47.480.565.897 54,81 55,03 40.434.493.014 46,68 55,03
DINAS TENAGA KERJA DAN
62 TRANSMIGRASI 8 50 48.539.466.094 24.714.337.827 50,92 49,47 18.495.315.349 38,1 49,46
63 | INSPEKTORAT 3 39 25.018.884.945 14.282.608.275 57,09 63,1 11.923.509.814 47,66 63,1
KANTOR PELAYANAN PAJAK
64 | DAERAH DIY DI KABUPATEN 2 19 4.269.617.850 2.201.205.475 51,56 51,96 1.988.730.176 46,58 51,96
BANTUL
KANTOR PELAYANAN PAJAK
65 | DAERAH DIY DI KABUPATEN 2 20 2.302.645.700 1.271.775.450 55,23 55,74 1.231.654.957 53,49 55,74
GUNUNG KIDUL
KANTOR PELAYANAN PAJAK
66 | DAERAH DIY DI KABUPATEN 2 20 2.447.406.550 1.298.049.703 53,04 53,81 1.181.959.255 48,29 53,81
KULONPROGO
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Jumlah Target s/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No SKPD Pagu Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Program DPA
(RP) (%) (%) (RP) (%) (%)

KANTOR PELAYANAN PAJAK

67 | DAERAH DIY DI KABUPATEN 2 20 4.288.132.700 2.029.856.525 47,34 47,49 1.917.216.738 44,71 47,49
SLEMAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK

68 DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA 2 20 2.249.370.800 1.098.558.902 48,84 50,95 1.021.823.406 45,43 50,95

69 | MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO 3 10 12.124.951.400 4.902.728.557 40,44 40,44 4.694.215.734 38,72 40,44

70 | PANIRADYA KAISTIMEWAN 2 32 29.833.923.760 12.903.031.578 43,25 42,75 9.146.653.765 30,66 41,86

71 | PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 2 20 3.806.194.700 1.437.953.000 37,78 41,13 1.356.515.239 35,64 41,12

72 | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA 3 30 89.531.433.776 50.106.520.398 55,97 61,42 37.067.690.892 41,4 61,11

73 | RUMAH SAKIT PARU RESPIRA 2 7 67.939.644.585 47.797.395.660 70,35 71,42 42.167.444.740 62,07 71,35

74 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4 26 31.038.350.679 17.308.489.746 55,76 58,11 14.320.631.970 46,14 58,11
SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN

75 NEGERI 1 CANGKRINGAN 2 2 2.236.607.000 750.541.100 33,56 33,57 727.959.211 32,55 33,57
SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN

76 NEGERI 1 KALASAN 2 2 2.456.750.000 940.873.600 38,3 38,37 909.249.303 37,01 38,37
SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN

77 NEGERI 1 SAPTOSARI 2 2 2.342.962.000 1.034.953.227 44,17 44,19 774.569.023 33,06 44,19
SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN

78 NEGERI 2 DEPOK 2 2 5.221.300.000 1.198.207.043 22,95 23,5 1.072.322.318 20,54 23,5
SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN

79 NEGERI 2 PENGASIH 2 2 4.010.317.300 2.327.394.284 58,04 58,04 1.713.936.537 42,74 58,04
SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN

80 NEGERI 2 WONOSARI 2 2 3.603.254.000 946.429.204 26,27 26,27 789.804.395 21,92 25,79
SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN

81 NEGERI 2 YOGYAKARTA 2 2 4.927.824.000 1.317.182.908 26,73 26,73 1.241.665.362 25,2 26,73
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Jumlah Target s/d Bulan Realisasi s/d Bulan
No SKPD Pagu Keuangan Fisik Keuangan Fisik
Program DPA
(RP) (%) (%) (RP) (%) (%)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
82 NEGERI 1 SEWON 2 2 5.126.300.000 2.731.727.222 53,29 53,33 2.242.489.500 43,74 51,43
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
83 NEGERI 3 WONOSARI 2 2 2.513.585.115 1.309.716.392 52,11 52,1 978.177.810 38,92 51,84
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
84 NEGERI 5 YOGYAKARTA 2 2 2.823.150.000 921.109.087 32,63 33,2 868.021.216 30,75 32,03
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
85 NEGERI 6 YOGYAKARTA 2 2 3.789.275.000 2.116.247.641 55,85 56,17 2.110.109.409 55,69 56,17
86 | SEKRETARIAT DAERAH 1 10 72.023.920.254 44.873.421.197 62,3 64,59 34.139.612.561 47,4 64,59
87 | SEKRETARIAT DPRD 2 59 175.399.073.119 81.556.066.610 46,5 55,41 54.500.626.493 31,07 55,19
88 | TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA 3 9 15.139.421.800 5.647.390.832 37,3 37,17 3.681.636.532 24,32 37,17
Jumlah 331 2367 5.994.735.421.681 2.989.657.909.967 49,87 51,85 2.329.921.646.748 38,87 51,36
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I1.4.1 Catatan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sampai dengan triwulan II, 2024
yang telah dirilis melalui Rapor Kinerja Pemda DIY Triwulan II, 2024 dapat
disampaikan catatan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Terkait capaian indikator sasaran dan program pemda, catatan dan
rekomendasi yang diberikan, sebagai berikut:

a. Disiplin pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dilakukan untuk
menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Pemda DIY. Berdasarkan
RPJMD DIY 2022-2027, terdapat 7 kinerja sasaran dengan 13 indikator.
Sampai dengan triwulan II 2024, capaian realisasi indikator kinerja
sasaran masih menggunakan realisasi capaian tahun 2023 serta
perhitungan capaian realisasi bersifat sementara karena rilis realisasi di
akhir tahun. Berdasarkan capaian realisasi periode tersebut, indikator
sasaran yang perlu mendapat perhatian atas ketercapaian di akhir tahun,
antara lain: angka kemiskinan, angka pertumbuhan ekonomi, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

b. Mengacu pada RPJMD DIY 2022-2027, terdapat 14 program pemda
dengan 24 indikator kinerja. Berdasarkan capaian realisasi sampai
dengan triwulan II 2024, indikator program pemda yang perlu perhatian
karena realisasinya masih dibawah target, antara lain: (1). Indeks Gini,
(2). Rasio Kewirausahaan, (3). Harapan Lama Sekolah, (4). Persentase
Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi
Memenuhi Kompetensi Minimum, (5). Persentase Penyediaan
Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi, (6). Rata-Rata
Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang Belum Maju, (7).
Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah
Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa, serta (8). Indeks Ketahanan
Daerah.

2. Terkait pelaksanaan program/kegiatan dan lintas sektor sampai dengan

triwulan II, catatan dan rekomendasi yang disampaikan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Lintas Sektor dan Kebijakan
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami kendala
penggunaan SIPD dalam penatausahaan dan akuntansi pengelolaan
keuangan, dan deviasi keuangan yang disebabkan refocusing APBD.
Aspek input keuangan tersebut dapat menyebabkan sasaran/program
tidak dapat tercapai. Untuk itu, OPD perlu meningkatkan koordinasi lintas
sektor antar OPD untuk mendukung capaian target kinerja dan sasaran
strategis serta kebijakan strategis dengan sumber daya yang efisien dari
masing-masing OPD.

b. Program Pengentasan Kemiskinan
Data by name by address penerima manfaat yang terindikasi kategori
miskin/rentan perlu disesuaikan dengan DTKS. Untuk itu perlu
diperhatikan akselerasi pemanfaatan data Regsosek dan penyusunan
strategi yang matang untuk program pengentasan kemiskinan.

c. Indeks Demokrasi Indonesia
Skor capaian Indeks Demokrasi Indonesia menurun. Oleh karena itu perlu
koordinasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait untuk memotret
masalah dan tindak lanjutnya.

d. Keamanan Teknologi Informasi
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Banyak ancaman pada keamanan informasi di Pemda DIY dan perlunya
peningkatan/optimalisasi sarpras pengamanan yang memadai.
Peningkatan sosialisasi terkait keamanan data dan optimalisasi
pengelolaan aset TIK kepada seluruh ASN agar tidak melakukan aktivitas
yang dapat membahayakan jaringan dan sistem informasi Pemerintah
Daerah.

e. Pengelolaan Sampah dan Lingkungan
Desentralisasi persampahan di DIY memberi dampak/eksternalitas bagi
unit layanan publik seperti Balai Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial yang
menyebabkan tidak terkelolanya/terangkutnya sampah dengan baik. Hal
tersebut perlu diantisipasi dan ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan
dinas kabupaten/kota yang membidangi pengelolaan sampah serta
mengupayakan pengurangan, pemilahan dan daur ulang sampah sesuai
jenisnya.

f. Inovasi dan Pengembangan
Beberapa OPD belum menyampaikan inovasi pelayanan pada
kegiatan/subkegiatan = yang diampunya. Hal tersebut perlu
ditindaklanjuti dan dilengkapi untuk mendukung pelayanan publik serta
mendukung upaya pemerintah pusat/Pemda DIY untuk mengapresiasi
inovasi melalui kompetisi inovasi pelayanan publik seperti IGA maupun
KIPP.

g. Retribusi dan Pendapatan Daerah
Belum optimalnya retribusi layanan publik karena pengunjung belum
memenuhi target pendapatan tahunan, misalnya retribusi penyediaan
tempat Kkhusus parkir. Oleh Kkarena itu perlunya penyebarluasan
informasi layanan dan penyesuaian tarif retribusi sesuai layanan.

h. Infrastruktur dan Kinerja Pembangunan/Rehabilitasi Jalan
Realisasi indikator kemantapan jalan terkendala keterbatasan anggaran
dan perubahan prioritas karena desakan/keluhan masyarakat. Hal
tersebut menyebabkan desain penanganan berubah untuk menyelesaikan
demonstrasi masyarakat yang viral di media sosial. Untuk itu,
prioritaskan desain penanganan berdasarkan urgensi teknis, bukan hanya
desakan masyarakat melalui media sosial.

i. Infrastruktur Publik dan Kenyamanan Pengunjung
Perlunya perhatian terhadap kenyamanan pengunjung dengan menjaga
kualitas sarana prasarana dan melakukan seleksi terhadap substansi yang
ditampilkan kepada publik, misalnya pada unit pelayanan publik seperti
Taman Budaya Yogyakarta, Museum Sonobudoyo, Balai Layanan
Perpustakaan, dan sebagainya.

j-  Pengelolaan SMK BLUD
Perlunya evaluasi tata kelola SMK Negeri BLUD agar dapat berfungsi
optimal. Untuk itu perlu adanya peningkatan koordinasi dan pembinaan
manajemen tata kelola BLUD oleh Balai Dikmen Kabupaten/Kota dan
Dinas Dikpora. Selain itu, SMK BLUD harus membuat business plan yang
matang dan melakukan evaluasi kompetensi siswa secara berkala.

k. Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tanaman pangan (ubi kayu, kedelai, padi) mengalami kemunduran panen
dapat berdampak pada ketersediaan pangan dan inflasi. Oleh karena itu
perlu memperhatikan pokok arahan terkait pengendalian inflasi dari
Presiden Joko Widodo dengan strategi meningkatkan produksi dan
efisiensi rantai pasok pangan. Arahan itu antara lain dengan penguatan
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produksi pangan melalui pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk
mengantisipasi dampak perubahan iklim, menguatkan data rantai pasok
serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga. Berkenaan
dengan hal tersebut, koordinasi-kerjasama intensif antara Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPUP ESDM, serta Balai Besar Wilayah
Sungai Serayu-Opak untuk bantuan pompanisasi dan irigasi perpompaan.
. Ketenagakerjaan, Industri, dan Pariwisata

Penduduk bekerja di DIY mencapai sebanyak 2,13 juta orang, atau 96,76
persen dari total angkatan kerja di D.I. Yogyakarta. Lapangan pekerjaan
yang mengalami peningkatan persentase penyerapan tenaga Kkerja
terutama pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,14 persen poin),
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (1,80
persen poin), serta Industri Pengolahan (1,49 persen poin). Sementara
lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada
Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (1,89 persen poin);
Perdagangan Besar dan Eceran (1,53 persen poin); dan Jasa lainnya (0,93
persen poin). Penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor dominan
seperti penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan, dan jasa
perlu menjadi perhatian berkaitan dengan kondisi industri yang dapat
menyerap tenaga kerja dan konteks terjadinya peningkatan nilai
investasi, pelaku ekonomi kreatif tersertifikasi yang telah memenuhi
target. Pada sektor pariwisata, terdapat kondisi rerata lama tinggal
wisatawan di hotel non bintang yang lebih rendah daripada hotel bintang.
Oleh karena itu, perlu adanya update data tenaga kerja berdasarkan
Sakernas untuk digunakan dalam pertimbangan kebijakan, perlunya
peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM agar sesuai dengan standar
pasar, peningkatan rerata lama tinggal wisatawan yang diimbangi dengan
total belanja per kapita wisatawan, serta optimalisasi pembinaan pelaku
ekonomi kreatif.

II.5 Catatan Kinerja Output Sub Kegiatan

Kinerja output sub kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2024 dapat disajikan dalam
table berikut ini.
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Tabel II-8  Kinerja Output Sub Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2024

OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target | Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Satuan 1.05.0 Sosialisasi 175.361.100 60,72 60,72 0 104.506.100 59,59 103.032.600 58,75 0,84 Jumlah Laporan Hasil | Rasionalisasi
Polisi 2.1.02. | Penegakan Pelaksanaan Sosialisasi | sebesar  997.500
Pamong 0001 Peraturan Penegakan Peraturan | dari Mamin Rapat
Praja Daerah dan Daerah dan Peraturan | dan Penambahan
Peraturan Gubernur (DPA SIPD) : | Pagu dari DBH-
Gubernur 3 Laporan dari 15 | CHT sebesar
Laporan 24.362.800.
1.05.0 Penanganan atas | 301.929.600 41,03 41,03 0 120.596.200 39,94 119.150.200 39,46 0,48 Jumlah Laporan Hasil | Rasionalisasi
2.1.02. | Pelanggaran Pelaksanaan sebesar  600.000
0003 Peraturan Penanganan atas | dari Mamin Rapat
Daerah dan Pelanggaran Peraturan | dan Penambahan
Peraturan Daerah dan Peraturan | Pagu dari DBH-
Gubernur Gubernur Sesuai SOP | CHT sebesar
(DPA  SIPD) : 64 | Rp.42.537.700.
Laporan dari 94
Laporan
I1-40

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Badan 1.05.0 Penanganan 100.000.000 40,84 40,84 0,00 40.839.100 40,84 40.837.700 40,84 0,00 Jumlah Dokumen | Proses
Penanggul | 3.1.04. | Pasca Bencana Pengkajian Kebutuhan | persertifikatan 44
angan 0007 Provinsi Pascabencana (JITU | tanah HUNTAP di
Bencana PASNA) dan Rencana | Pagerjurang dan
Daerah Rehabilitasi dan | Batur  Kalurahan
Rekonstruksi Kepuharjo tahun
Pascabencana  (R3P) | 2023 yang masih
yang disusun berlanjut
Dokumen dari 2 | prosesnya di BPN
Dokumen Sleman tahun
2024.
Dinas 2.16.0 Pengelolaan 853.394.000 44,81 44,81 0,00 367.090.000 43,02 334.627.222 39,21 3,81 Jumlah Dokumen Hasil | Efisiensi  sebesar
Komunika | 2.1.01. | Media Pelaksanaan Rp.24.200.000 dari
si dan | 0005 Komunikasi Pengelolaan Media | 1.Sewa Kendaraan
Informatik Publik Komunikasi Publik : 1 | Bermotor
a dokumen dari 1 | Penumpang
dokumen sebesar 13.500.000
2. Sewa gedung
sebesar 5.200.000
3. Perjalanan
Dinas Biasa
sebesar Rp.
5.500.000
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
2.22.0 Pembangunan 19.920.800.00 49,86 49,86 0,00 9.304.788.300 46,71 9.004.923.89 | 45,20 1,51 Jumlah Ekosistem | Efisiensi sebesar
8.5.06. | Ekosistem 0 7 Kultural DIY Berbasis | Rp.701.517.600
0002 Kultural DIY Digital yang Dibangun: | dari: 1. Sisa sewa
Berbasis Digital 1 objek kendaraan;
2. Sisa tenaga ahli;
3. Sisa kontrak
pengadaan
barang/jasa
Biro Tata | 2.10.1 Penatausahaan 214.140.000 5,70 5,70 0,00 12.095.900 5,65 11.959.200 5,58 0,07 Jumlah Dokumen | Re desain: efisiensi
Pemerinta | 1.5.01. | Tanah Penatausahaan Tanah | jasa konsultansi Rp
han 0001 Kasultanan dan Kasultanan Dan Tanah | 35.568.750
Tanah Kadipaten Kadipaten Dalam
Rangka Pengembangan
Kebudayaan,
Kepentingan Sosial,
Dan Kesejahteraan
Masyarakat (DPA SIPD)
1 Dokumen dari 2
Dokumen
2.13.0 Pembinaan 50.000.000 41,58 41,58 0,00 20.296.150 40,59 17.337.350 34,67 5,92 Jumlah Dokumen Hasil | Efesiensi honor
4.1.01. | Manajemen Pembinaan Manajemen | narasumber dalam
0002 Pemerintahan Pemerintahan Desa | pelaksanaan raker
Desa (DPA SIPD) : Dokumen | pembinaan
dari 1 Dokumen perencanaan
pembangunan
desa;
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Efesiensi paket
meeting dalam
kota pelaksanaan
raker pembinaan
manajemen;
Efisiensi ATK,
Kertas, dan Cover.
4.01.0 Fasilitasi 287.350.000 37,90 37,90 0,00 108.543.500 37,77 97.008.504 33,76 4,01 Jumlah Dokumen Hasil | Efisiensi  sebesar
3.1.01. | Pelaksanaan Koordinasi 47.000.000 yaitu
0002 Pemerintahan Pelaksanaan pada belanja : sewa
Umum Pemerintahan Umum | tempat 22.000.000;
(DPA  SIPD) : 2 | mamin rapat
Dokumen dari 5 | 2.250.000;
Dokumen perjalanan  dinas
11.000.000; honor
narasumber
2.750.000; sewa
mobil 9.000.000
4.01.1 Pembinaan 1.200.000.000 | 28,40 28,40 0,00 329.990.400 27,50 225.330.050 | 18,78 8,72 Jumlah Dokumen | Tambah Kkoefisien
0.5.01. | Penerapan Penerapan pemeliharaan
0010 Keistimewaan di Keistimewaan di | Sinkal.
Kapanewon/Kem Kapanewon/Kemantre
antren dan n dan
Kalurahan/Kelur Kalurahan/Kelurahan
ahan yang Dibina (DPA
SIPD) : 1 Dokumen dari
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
6 Dokumen
Biro 2.10.1 Penanganan 350.000.000 63,00 63,00 0,00 205.564.700 58,73 39.390.700 11,25 47,48 Jumlah Berita Acara | Selisih realisasi
Hukum 1.5.02. | Keberatan dan Penyelesaian keuangan Kkarena
0002 Sengketa Penanganan Keberatan | ada perubahan dais
Pertanahan dan Sengketa | tahap I, perubahan
Tanah Pertanahanan  Tanah | dais tahap [ ini
Kasultanan, Kasultanan, Tanah | dilakukan untuk 1
Tanah Kadipaten Kadipaten dan Tanah | tahun dari bulan
dan Tanah Desa Desa (DPA SIPD) : 0.5 | Januari s.d.
Berita Acara dari 1 | Desember 2024.
Berita Acara Adapun perubahan
dais I dilakukan
penguranan
Belanja pada [ # ]
Fasilitasi
penyelesaian
keberatan dan
sengketa Tanah
Kasultanan, Tanah
Kadipaten dan
Tanah Desa melalui
proses litigasi
sebesar
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
216.719.400
4.01.0 Pendokumentasi 1.104.567.900 56,00 56,00 0,00 411.378.100 37,24 351.068.100 31,78 5,46 Jumlah Produk Hukum | Terdapat
5.1.01. | an Produk yang  Didokumentasi | rasionalisasi
0003 Hukum dan dan Dikelola Informasi | belanja sebesar Rp
Naskah Hukum Hukumnya (DPA SIPD) | 345.600.000,- yang
Lainnya : 241 Dokumen dari 53 | terdiri dari:
Dokumen Sewa gedung dan
perjadin sosialisasi
Rp336.000.000 dan
Penyesuaian
belanja Perjalanan
Dinas Biasa
Rp9.600.000.
[1-45

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
4.01.1 Pengawasan 275.000.000 63,00 63,00 0,00 139.985.000 50,90 124.142.372 45,14 5,76 Jumlah Dokumen | Pengurangan
0.5.01. | Rancangan Rancangan Produk | anggaran Penataan
0007 Produk Hukum Hukum dan Produk | belanja  earmark
dan Produk Hukum sebesar
Hukum Kabupaten/Kota Rp40.747.000,-
Kabupaten/Kota Tindak Lanjut
Tindak  Lanjut Pelaksanaan
Pelaksanaan Kewenangan
Kewenangan Keistimewaan yang
Keistimewaan Diawasi (DPA SIPD) :
13 Dokumen dari 20
Dokumen
4.01.1 Penyusunan 383.378.000 53,00 53,00 0,00 176.545.500 46,05 106.013.450 27,65 18,40 Jumlah Dokumen | Perjalanan Dinas
0.5.01. | Rancangan Rancangan Produk | Kunjungan Kerja ke
0009 Produk Hukum Hukum Daerah Tindak | Aceh tidak dapat
Daerah  Tindak Lanjut Pelaksanaan | dilaksanakan
Lanjut Keistimewaan yang | karena  terdapat
Pelaksanaan Disusun (DPA SIPD) : 6 | mitra yang alokasi
Keistimewaan Dokumen dari 15 | anggarannya tidak
Dokumen tersedia, sehingga
masuk dalam
penataan di dalam
Redesain Tahap 1
Tahun 2024
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Biro 4.01.0 Pembinaan 63.365.000 54,80 54,80 0,00 26.650.000 42,06 22.517.501 35,54 6,52 Jumlah Dokumen Hasil | Pengurangan
Organisasi | 2.1.02. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | jumlah hari
0001 Reformasi (DPA SIPD) : Dokumen | pelaksanaan
Birokrasi dari 2 Dokumen bimtek (bimtek
pemetaan embrio
WBK/WBBM, rapat
kerja RB Tematik
dan Bimtek
Pengusulan
WBK/WBBM
4.01.0 Fasilitasi 125.684.000 93,59 93,59 0,00 76.442.000 60,82 64.464.700 51,29 9,53 Jumlah Dokumen Hasll | Kegiatan Kompetisi
2.1.02. | Peningkatan Fasilitasi Peningkatan | Inovasi Pelayanan
0005 Pelayanan Publik Pelayanan Publik (DPA | Publik tingkat
SIPD) : Dokumen dari 3 | nasional Tahun
Dokumen 2024  ditiadakan
oleh Kemenpan,
diganti  kegiatan
pemantauan
sehingga jasa
konsultasi
pendampingan
penyusunan
proposal tidak
diperlukan
4.01.1 Perumusan 480.822.000 74,15 74,15 0,00 257.063.000 53,46 196.214.229 40,81 12,65 Jumlah Dokumen | Efisiensi
0.5.01. | Kebijakan Perumusan Kebijakan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
0001 Kelembagaan Kelembagaan Perjalanan Dinas
Perangkat Perangkat Daerah (DPA
Daerah SIPD) : Dokumen dari 6
Dokumen
4.01.1 Perumusan 300.000.000 51,39 51,39 0,00 155.573.600 51,86 122.511.151 40,84 11,02 Jumlah Dokumen Hasil | Efisiensi
0.5.01. | Kebijakan Perumusan Kebijakan | Perjalanan Dinas
0006 Analisis Jabatan Analisis Jabatan dan
dan Pengembangan Kinerja
Pengembangan Jabatan (DPA SIPD) :
Kinerja Jabatan Dokumen dari 3
Dokumen
4.01.1 Perencanaan dan | 193.000.000 19,36 19,36 0,00 37.373.000 19,36 28.343.900 14,69 4,67 Jumlah Dokumen | Efisiensi sisa
0.5.01. | Pengendalian Perencanaan dan | pelaksanaan
0008 Urusan Pengendalian  Urusan | kegiatan
Kelembagaan Kelembagaan (DPA
SIPD) : Dokumen dari 5
Dokumen
4.01.1 Implementasi 774.000.000 23,80 23,80 0,00 143.190.700 18,50 126.850.666 | 16,39 2,11 Jumlah Dokumen Hasil | UU  Nomor 20
0.5.02. | Budaya Implementasi Budaya | Tahun 2023
0001 Pemerintahan Pemerintahan DIY | tentang ASN telah
DIY (DPA SIPD) : Dokumen | mengamanatkan
dari 3 Dokumen core value ASN
BerAKHLAK,
sehingga
membutuhkan
11-48

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
penyesuaian
konsep SATRIYA
Biro 2.22.0 Pengadaan 290.230.000 100,00 | 80,97 19,03 290.230.000 100,00 | 233.519.000 80,46 19,54 Jumlah Sarana dan | Fasilitasi Sarpras
Umum, 8.5.06. | Sarana dan Prasarana Budaya | sesuai dengan
Humas, 0001 Prasarana (DPA SIPD) : 1 unit dari | redesain dais I
dan Budaya 5 unit
Protokol
2.22.0 Publikasi ~ Seni | 709.770.000 66,00 66,00 0,00 436.271.000 61,47 407.568.850 | 57,42 4,05 Jumlah Dokumen | Publikasi seni
8.5.09. | dan Budaya Publikasi Seni dan | budaya terlaksana
0007 Daerah Budaya Daerah (DPA | sesuai
SIPD) : 5 dokumen dari | kebutuhan/materi
5 dokumen publikasi, sesuai
gengan  redesain
dais I
4.01.0 Penyelenggaraan | 640.151.000 46,93 46,93 0,00 294.380.000 45,99 286.563.037 44,76 1,23 Jumlah Laporan | Koordinasi dan
1.1.06. | Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat | konsultasi
0009 dan  Konsultasi Koordinasi dan | disesuaikan
SKPD Konsultasi SKPD (DPA | kebutuhan
SIPD) : 12 laporan dari
24 laporan
4.01.0 Pengadaan 93.800.000 100,00 | 100,00 0,00 93.800.000 100,00 | 90.700.000 96,70 3,30 Jumlah Unit Peralatan | Terdapat sisa
1.1.07. | Peralatan dan dan Mesin Lainnya | pengadaan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
0006 Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA | peralatan dan
SIPD) : 7 unit dari 7 | mesin
unit
4.01.0 Pemeliharaan/Re | 1.000.000.000 47,57 47,57 0,00 475.650.000 47,57 462.835.250 46,28 1,29 Jumlah Gedung Kantor | Pemeliharaan/Reh
1.1.09. | habilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya | abilitasi Gedung
0009 Kantor dan yang Kantor dan
Bangunan Dipelihara/Direhabilita | Bangunan Lainnya
Lainnya si (DPA SIPD) : 5 unit | menyesuaikan
dari 7 unit kebutuhan/kondisi
4.01.0 Pengelolaan 1.158.112.000 68,85 68,85 0,00 759.484.000 65,58 676.259.055 58,39 7,19 Jumlah Laporan | Publikasi
1.1.13. | Dokumentasi Pengelolaan diperlukan dalam
0003 Pimpinan Dokumentasi Pimpinan | rangka mendukung
(DPA SIPD) : 5 laporan | pemberitaan/
dari 6 laporan publikasi
kebijakan-
kebijakan strategis
Pemda
4.01.0 Fasilitasi dan | 2.868.651.300 32,90 32,90 0,00 930.647.800 32,44 817.236.960 | 28,49 3,95 Jumlah Laporan Hasil | Dokumen
1.1.14. | Koordinasi Fasilitasi dan | Kelengkapan
0001 Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Acara
Acara Pelaksanaan Acara | Lainnya masih
(DPA SIPD) : 5 laporan | belum lengkap
dari 20 laporan menjelang hari
pelaksanaan
dikarenakan  SK/
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Dasar Hukum
pelaksanaan
kegiatan masih
dalam proses
persetujuan;
Terbatasnya alat
yang dimiliki
bagian protokol
untuk menyiapkan
perlengkapan
upacara/acara
lainnya.
4.01.0 Fasilitasi 1.527.865.000 51,24 51,24 0,00 782.892.000 51,24 687.216.000 44,98 6,26 Jumlah Laporan Hasil | Menyesuaikan
1.1.14. | Kunjungan Tamu Fasilitasi ~ Kunjungan | jumlah kunjungan
0002 Kepala  Daerah Tamu Kepala Daerah | tamu
dan Wakil Kepala dan  Wakil Kepala
Daerah Daerah (DPA SIPD) : 6
laporan dari 12 laporan
4.01.0 Pengelolaan 819.251.600 47,00 47,00 0,00 368.756.600 45,01 230.643.000 28,15 16,86 Jumlah Laporan | Penyiapan
1.1.14. | Hubungan Pengelolaan Hubungan | administrasi
0003 Keprotokolan Keprotokolan (DPA | kurang optimal
SIPD) : 6 laporan dari | karena agenda
12 laporan yang tidak dapat
diprediksi.
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Paniradya 4.01.1 Koordinasi 725.250.000 35,25 35,25 0,00 252.045.500 34,75 181.220.871 24,99 9,76 Jumlah Program dan | Pelaksanaan
Kaistimew | 0.5.03. | Penyusunan Kegiatan Keistimewaan | Koordinasi melalui
an 0001 Rencana Urusan Kelembagaan | Perjadin akan
Program dan dan Tata Cara yang | diatur angkasnya
Kegiatan Disusun : 2 dokumen
Keistimewaan dari 7 dokumen
Urusan
Kelembagaan
dan Tata Cara
4.01.1 Koordinasi 784.334.000 29,39 29,39 0,00 228.601.400 29,15 213.748.900 27,25 1,90 Jumlah Dokumen Hasil | Terdapat efisiensi
0.5.04. | Penyusunan Koordinasi Penyusunan | perjalanan dinas,
0001 Rencana Rencana Program dan | selisih harga
Program dan Kegiatan Keistimewaan | belanja.
Kegiatan Urusan Kebudayaan : 2
Keistimewaan Dokumen dari 5
Urusan Dokumen
Kebudayaan
4.01.1 Monitoring dan | 832.790.000 76,75 73,00 3,75 630.896.000 75,76 213.972.363 25,69 50,07 Jumlah Laporan Hasil | Pekerjaan Jasa
0.5.05. | Evaluasi Monitoring dan | Konsultasi
0004 Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan | pembuatan 3D
Dana Dana Keistimewaan | Kawasan SRS
Keistimewaan Urusan Tata Ruang : 3 | Kotagede dengan
Urusan Tata Laporan dari 8 Laporan | Metode LiDAR
Ruang akan dilakukan
penataan angkas di
perubahan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
pertama DAIS.
4.01.1 Monitoring dan | 1.858.000.000 35,00 33,50 1,50 642.527.000 34,58 496.822.300 | 26,74 7,84 Jumlah Laporan Hasil | Film keistimewaan
0.5.06. | Evaluasi Monitoring dan | ada  pergerseran
0002 Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan | angkas di
Dana se-DIY : 12 Laporan | perubahan I yang
Keistimewaan dari 23 Laporan semula
se-DIY direncanakan pada
bulan Juni bergeser
menjadi Oktober .
4.01.1 Penyusunan 965.000.000 43,80 43,80 0,00 347.435.000 36,00 330.676.000 34,27 1,73 Jumlah Rekomendasi | Koordinasi dan
0.5.08. | Rekomendasi Urusan Keistimewaan | komunikasi yang
0001 Urusan yang Diterbitkan : 1 | terjalin dengan
Keistimewaan rekomendasi dari 3 | baik antara
rekomendasi Parampara Praja,
Paniradya, dan
stake holder terkait
4.01.1 Pembinaan 8.875.915.000 47,50 45,20 2,30 3.225.131.000 36,34 1.859.806.75 | 20,95 15,39 Jumlah Dokumen Hasil | Beberapa aktivitas
0.5.09. | Kelembagaan 0 Pembinaan digeser untuk
0001 Pelaksana Kelembagaan mendukung
Keistimewaan Pelaksana kegiatan  Fordasi
Keistimewaan 1 | yang akan
Dokumen dari 4 | dilaksanakan pada
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Dokumen bulan Agustus
Sekretaria 4.02.0 Pengadaan 46.000.000.00 32,30 32,30 0,00 93.185.200 0,20 15.456.172 0,03 0,17 Jumlah Unit Gedung | Terdapat
t DPRD 1.1.07. | Gedung Kantor | 0 Kantor atau Bangunan | pergeseran
0009 atau  Bangunan Lainnya yang | pentahapan fisik
Lainnya Disediakan : 1 unit dari | dan anggaran dari
1 unit rencana awal
4.02.0 Penyediaan 978.114.500 68,50 68,50 0,00 653.589.500 66,82 352.000.000 | 35,99 30,83 Jumlah Paket Pakaian | Rasionalisasi
1.1.15. | Pakaian  Dinas Dinas dan Atribut yang | anggaran,
0002 dan Atribut Disediakan : 275 Paket | perubahan atribut
DPRD dari 385 Paket berbahan emas
menjadi lapis emas
dan dhuwung
(keris)
4.02.0 Penyusunan dan | 1.684.493.700 49,84 49,84 0,00 839.574.700 49,84 608.941.000 36,15 13,69 Jumlah Dokumen Hasil | Rasionalisasi
2.1.01. | Pembahasan Penyusunan dan | anggaran pada
0001 Program Pembahasan Program | rapat-rapat dan
Pembentukan Pembentukan perjalanan dinas
Peraturan Peraturan Daerah : 11
Daerah Dokumen dari 9
Dokumen
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
4.02.0 Pembahasan 4.970.802.600 58,89 58,89 0,00 2.880.488.400 57,95 2.997.388.15 | 60,30 -2,35 Jumlah Dokumen Hasil | Kerjasama yang
2.1.01. | Rancangan Perda 2 Pembahasan baik dengan
0002 Rancd,7ngan Perda Pimpinan DPRD,
Dokumen dari 7 | Pimpinan AKD dan
Dokumen Pimpinan Fraksi
Badan 4.01.1 Implementasi 348.700.000 54,00 54,00 0,00 170.959.000 49,03 169.810.276 48,70 0,33 Jumlah Dokumen Hasil | Selisih harga
Kepegawai | 0.5.02. | Budaya Implementasi Budaya | antara mBizz
an Daerah | 0001 Pemerintahan Pemerintahan DIY | dengan DPA pada
DIY (DPA SIPD) : Dokumen | belanja
dari 2 Dokumen Kertas/Cover;
Adanya sisa
pengadaan
komputer dan
laptop
4.01.1 Penyelenggaraan | 730.000.000 25,40 25,40 0,00 178.541.500 24,46 168.670.648 | 23,11 1,35 Jumlah PNS yang Ikut | Rasionalisasi
0.5.02. Diklat Diklat  Keistimewaan | belanja;
0003 Keistimewaan (DPA SIPD) : 120 Orang | Deviasi keuangan
dari 630 Orang dari belanja
makanan dan
minuman, belanja
honorarium, serta
belanja sewa hotel.
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
5.03.0 Pengadaan 62.815.000.00 41,60 41,60 0,00 22.775.096.170 | 36,26 22.768.657.1 | 36,25 0,01 Jumlah Unit Gedung | Berdasarkan hasil
1.1.07. | Gedung Kantor | 0 70 Kantor atau Bangunan | perhitungan ulang
0009 atau  Bangunan Lainnya yang | yang dilakukan
Lainnya disediakan (DPA SIPD) | oleh tim perencana
: Unit dari 1 Unit bersama  dengan
MK dan
Kontraktor,
terdapat
penyesuaian RAB
berdasarkan
kebutuhan di
lapangan yang
mengakibatkan
perlunya

penyesuaian
besaran anggaran
pembangunan
gedung sesuai
batas
sebagaimana di
atur dalam perpres
16 thn 2018 yang
diubah dengan
perpres 12 tahun
2021.

toleransi
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Badan
Pendidika
n dan
Pelatihan

4.01.1
0.5.02.
0003

Penyelenggaraan
Diklat
Keistimewaan

785.000.000

47,75

28,50

19,25

367.843.000

46,86

149.124.352

19,00

27,86

Jumlah PNS yang Ikut
Diklat  Keistimewaan
(DPA SIPD) : 30 Orang
dari 120 Orang

Beberapa  Honor
pengajar/
widyaiswara tidak
terbayarkan
maksimal  karena
regulasi wajib
mengajar 32 jp;
Perubahan
kebijakan  karena
adanya evaluasi/
masukkan  pakar
dan parampara
praja untuk
menyesuaikan
kurikulum dan
substansi  materi
yang ada dalam
diklat internalisasi
keistimewaan,
termasuk
didalamnya
metode
pembelajaran yang
tadinya full luring
menjadi  blended
learning. Sehingga,
diajukan usul
perubahan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
perencanaan
anggaran.  Untuk
pelaksanaan Diklat
Internalisasi
Keistimewaan bagi
Eselon 11 di
triwulan II belum
dapat dilaksanakan
karena menunggu
pengesahan  Dais
Perubahan Tahap I.
5.04.0 Penyelenggaraan | 73.858.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah ASN yang | Terdapat
2.1.01. | Pengembangan Mengikuti perubahan regulasi
0003 Kompetensi Pengembangan terkait tahapan
Teknis  Umum, Kompetensi (DPA | proses
Inti, dan Pilihan SIPD) : 0 Orang dari 30 | pelaksanaan
bagi Jabatan Orang (materi SCM yang
Administrasi semula di hari
Penyelenggara pertama bergeser
Urusan di hari terakhir)
Pemerintahan
Konkuren,
Perangkat
Daerah
[1-58

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Penunjang, dan
Urusan
Pemerintahan
Umum
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
5.04.0 Penyelenggaraan | 3.516.964.400 48,43 48,43 0,00 1.170.031.100 33,27 951.957.343 27,07 6,20 Jumlah ASN yang | Efisiensi belanja
2.1.02. | Pengembangan Mengikuti melalui Mbiz
0007 Kompetensi bagi Pengembangan Market karena
Pimpinan Kompetensi bagi | harga pasar lebih
Daerah, Jabatan Pimpinan Daerah, | rendah  daripada
Pimpinan Tinggi, Jabatan Pimpinan | DPA;
Jabatan Tinggi, Jabatan | Diberlakukannya
Fungsional, Fungsional, JP wajib bagi setiap
Kepemimpinan, Kepemimpinan, dan | Widyaiswara

dan Prajabatan

Prajabatan (DPA SIPD)
: 154 Orang dari 1200
Orang

sebanyak 32 JP per
bulan, sehingga
mengurangi
realisasi
honorarium yang
dianggarkan;
Ceramah
narasumber  dari
LAN RI yang
seharusnya
dilaksanakan
secara Kklasikal
tetapi dilaksanakan
dengan daring,
sehingga
mengurangi
realisasi anggaran
SPPD;

Realisasi SPPD
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
narasumber  dari
luar  (hotel dan
uang taksi) ada
yang tidak
terealisasi karena
narasumber hadir
dan pulang di hari
yang sama;
Sisa  tiket studi
lapangan PKA
Angkatan L
Badan 5.02.0 Koordinasi dan | 82.683.750 35,00 35,00 0,00 21.783.750 26,35 17.578.707 21,26 5,09 Jumlah Peraturan | Pergeseran tahap 2
Pengelola 2.1.01. | Penyusunan Daerah tentang APBD | menunggu BA
Keuangan 0007 Peraturan dan Peraturan Kepala | Pembahasan Dais
dan Aset Daerah tentang Daerah tentang
APBD dan Penjabaran APBD : 0
Peraturan Kepala Dokumen dari 2
Daerah tentang Dokumen
Penjabaran
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
APBD
5.02.0 Koordinasi dan | 69.410.000 46,50 46,50 0,00 9.505.000 13,69 9.505.000 13,69 0,00 Jumlah Laporan | Semangat dari OPD
2.1.03. | Penyusunan Realisasi Penerimaan | dalam mendata
0007 Laporan dan Pengeluaran Kas | secara manual dan
Realisasi Daerah, Laporan | koordinasi  yang
Penerimaan dan AliranK as, dan | baik dengan
Pengeluaran Kas Pelaksanaan pengkompilasi  di
Daerah, Laporan Pemungutan/Pemoton BPKA, sangat
Aliran Kas, dan gan dan Penyetoran | menentukan
Pelaksanaan Perhitungan Fihak | tercapainya angka
Pemungutan/Pe Ketiga : 0 Laporan dari | yang disepakati
motongan  dan 2 Laporan dalam rekonsiliasi
Penyetoran
Perhitungan
Fihak Ketiga PFK
5.02.0 Analisis Investasi | 2.835.355.556 25,96 25,96 0,00 623.540.000 21,99 612.804.020 21,61 0,38 Jumlah Laporan Hasil | Realisasi
2.1.05. | Pemerintah Analisis Investasi | menyesuaikan
0002 Daerah Pemerintah Daerah : 0 | dengan tata kala
Laporan dari 6 Laporan | Pertanggungjawab
an APBD Tahun
Anggaran 2023
sesuai dengan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku dan
menyesuaikan
mekanisme di
masing-masing
kabupaten/kota.
5.02.0 Analisis 572.068.456.6 | 83,30 83,30 0,00 461.726.769.62 | 80,71 380.313.546. | 66,48 14,23 Jumlah Laporan Hasil | Realisasi fisik
2.1.05. | Perencanaan dan | 50 0 888 Analisis Perencanaan | berkas pengajuan
0008 Penyaluran dan Penyaluran | BKK sesuai target
Bantuan Bantuan Keuangan : 0 | akan tetapi
Keuangan Laporan dari 5 Laporan | realisasi keuangan
menyesuaikan
ketersediaan dana
dari pusat;
Pencairan

terkendala dengan
belum
disertakannya
APBKal sebagai
salah satu syarat
pencairan. Hal ini
disebabkan APBKal
belum ditetapkan.
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
5.02.0 Pengelolaan 848.882.026.9 | 43,00 43,00 0,00 353.171.254.09 | 41,60 229.026.602. | 26,98 14,62 umlah Laporan Hasil | Adanya
2.1.05. | Dana Bagi Hasil | 68 9 503 Pengelolaan Dana Bagi | pencabutan
0010 Provinsi Hasil Provinsi : 0 | kebijakan terkait
Laporan dari 1 Laporan | PerGub nomer 89/
Tahun 2016
tentang Dana Bagi
Hasil, sehingga
pencairan dana
bagi hasil
mengalami
kemunduran dari
yang di rencanakan
Badan 5.07.0 Kegiatan 71.323.000 100,00 | 100,00 0,00 71.323.000 100,00 | 46.633.000 65,38 34,62
Penghubu | 2.1.01. | Fasilitasi
ng Daerah | 0004 Pameran Produk
Unggulan dan
Pelestarian Seni
Budaya
DINAS 1.03.1 Pemanfaatan 20100000000 4 4 0 30492000 0,15 30492000 0,15 0 1. Jumlah Dokumen | Berdasarkan hasil
KOPERASI | 3.5.02. | Ruang Satuan Pemanfaatan Ruang | desk dengan
0008 Ruang Strategis Satuan Ruang Strategis | kementerian, untuk
Merapi (DPA SIPD) : 0 | sub kegiatan
dokumen dari 1 | pemanfaatan ruang
dokumen satuan ruang
2. Pembangunan | strategis  merapi
Sarana Prasarana
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Pariwisata di
Lumbungrejo, Tempel,
Sleman : 0 paket dari 1
paket

dihapus

2.22.0
8.5.06.
0001

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Budaya

2.265.570.000

15,65

15,65

330.449.600

14,59

303.578.920

13,4

1,19

1. Jumlah Sarana dan
Prasarana Budaya
(DPA SIPD) : 0 unit dari
1 unit; 2. Pengelolaan
Gedung Hos
Cokroaminoto : 6 bulan
dari 12 bulan; 3. Rehab
Gedung Hos
Cokroaminoto : 0 paket
dari 1 paket;4. review
DED : 1 dokumen dari 1
dokumen

Efisiesnsi tagihan
listrik berasal dari
tagihan PLN

sebesar
25.620.630,00

Rp.
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
2.17.0 Peningkatan 574.740.000 45,59 24,29 21,3 247.698.000 43,1 125.116.000 21,77 21,33 1. Jumlah Unit Usaha | Perubahan format
6.1.01. | Produktivitas, yang Produktif, Bernilai | pelaksanaan
0002 Nilai Tambabh, Tambabh, Memiliki | podcast sehingga
Akses Pasar, Akses Pasar, Akses | ada penyesuaian
Akses Pembiayaan, pelaksanaan
Pembiayaan, Penguatan podcast yang
Penguatan Kelembagaan, menyebabkan
Kelembagaan, PenataanManajemen, mundurnya
Penataan Standarisasi, dan | pembayaran
Manajemen, Restrukturisasi Usaha | dengan nominal Rp
Standarisasi, dan (DPA SIPD) : Unit | 119.200.000
Restrukturisasi Usaha dari 3 Unit
Usaha Usaha
2.17.0 Menumbuhkemb | 2.147.000.000 | 43,08 41,07 2,01 823.685.700 38,36 767.362.450 | 35,74 2,62 1. Jumlah Unit Usaha | Beberapa agenda
7.1.01. angkan UMKM yang Produktif, Bernilai | mundur karena
0001 untuk  Menjadi Tambah, Memiliki | penentuan tanggal
Usaha yang Akses Pasar, Akses | dan  narasumber
Tangguh dan Pembiayaan, pelaksanaan
Mandiri Sehingga Penguatan kegiatan Pameran
dapat Kelembagaan, Produk Unggulan
Meningkatkan PenataanManajemen, Daerah
Penciptaan Standarisasi, dan
Lapangan Kerja, Restrukturisasi Usaha
Pemerataan (DPA SIPD) : 0 Unit
Pendapatan, Usaha dari 5 Unit
Pertumbuhan Usaha
Ekonomi, dan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Pengentasan
Kemiskinan
2.17.0 Peningkatan 4.686.726.000 36,9 33,52 3,38 1.635.712.500 34,9 1.472.873.95 | 31,43 3,47 Jumlah SDM  yang | Keterlambatan
7.1.01. | Pemahaman dan 0 Memahami transfer data BNBA
0002 Pengetahuan Pengetahuan UKM dan | P3KE calon peserta
UMKM serta Kewirausahaan (DPA | ketrampilan teknis

Kapasitas dan
Kompetensi SDM
UMKM dan
Kewirausahaan

SIPD) : 2105 Orang dari

3304 Orang

dari pusat
mengakkibatkan
proses seleksi
peserta mengalami
kemunduran
sehingga Kkegiatan
pelatihan
mengalami
penundaan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
2.17.0 Produksi dan | 3.066.690.000 13,96 9,51 4,45 397.295.500 12,96 251.049.500 | 8,19 4,77 1. Jumlah Unit Usaha | 1. Pelatihan
8.1.01. | Pengolahan, UMKM yang | Ecofriendly baru
0001 Pemasaran, Mendapatkan Fasilitas | terlaksana 4
Sumber Daya Produksi dan | angkatan
Manusia, serta Pengolahan, 2. Biaya sertifikasi
Desain dan Pemasaran, Sumber | MD pada kegiatan
Teknologi Daya Manusia, | fasilitasi CPPOB
SertaDesain dan | dan  Pendaftaran
Teknologi (DPA SIPD) : | MD tahap 1 belum
180 Unit Usaha dari 25 | bisa terealisasi
Unit Usaha semua, karena
proses audit masih
berjalan dan belum
selesai, maka
pembayaran juga
akan dilakukan
bertahap sesuai
dengan selesainya
proses audit
2.17.0 Fasilitasi 437.490.000 4 4 0 0 0 0 0 0 1. Jumlah Usaha Kecil | Kesulitan
8.1.01. | Inkubator Usaha yang Terfasilitasi : Unit | penjadwalan
0006 Kecil Usaha dari 30 Unit | pelaksanaan
Usaha kegiatan  dengan
narasumber
I1-68

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

2.22.0
8.5.06.
0001

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Budaya

143.929.261.6

Doku
yang diff

44,47

imen ini
erbitkar

ditandata
) oleh Bald

14,37

ngani sed
i Sertikas

59.062.200.010
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ara elektroni

5/ Elektronik

41,04

meng
BSrE) A

11.089.439.8
10

gunakan se
Badan Sibe

7,7

(tifikat 4
dan S4

1. Jumlah Sarana dan
Prasarana
(DPA SIPD) : 0 Unit dari

Budaya

Proses penetapan
pemenang lelang 2
paket  pekerjaan
(Konstruksi
Perluasan  Teras
Malioboro 1 (Site
Beskalan) dan
Pembangunan
Kawasan PKL
Ketandan
(Ketandan Utama)
yg seharusnya di
bulan April
tertunda  karena
ada sanggah
banding terhadap
proses penetapan
pemenang lelang.
Dampaknya
pembayaran uang
muka di bulan
April mundur di
bulan Juni,
pembayaran
termin I yg
seharusnya di
bulan Juni belum
dapat dilaksanakan
(Rp
43.905.247.449)Pe
ngawasan
Pembangunan
Konstruksi
Perluasan  Teras
Malioboro 1 Rp
303.463.716
termin IPengadaan
lift terkendala
karena ada




OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
2.22.0 Pengembangan 20.694.854.60 54,75 51,22 3,53 11.217.154.682 | 54,2 9.524.956.08 | 46,03 8,17 1. Jumlah Industri
8.5.08. | Industri Kreatif 0 1 Kreatif yang
0003 Dikembangkan  (DPA
SIPD) : 910 Unit dari
3450 Unit
2.22.0 Pengembangan 21.323.606.00 32,44 24,89 7,55 6.607.032.500 30,98 4.348.037.56 | 20,39 10,59 1. Jumlah Laporan | Pelaksanaan
8.5.09. | Kewirausahaan 0 0 Pengembangan pemberian bantuan
0017 Desa Kewirausahaan Desa | untuk Keluarga
(DPA SIPD) : 0 Laporan | Resiko Stunting
dari 19 Laporan mengalami
kemunduran,
seharusnya
dilaksanakan dari
awal Mei 2024
namun baru dapat
dilaksanakan akhir
Mei 2024 sehingga
memberikan efek
domino. Rp
1.626.880.000
belum dapat
direalisasikan  di
Juni.
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
DINAS 2.18.0 Bimbingan 1.160.711.000 62,35 62,35 712.078.000 61,35 632.171.802 54,46 6,89 1. Jumlah Pelaku Usaha | -anggaran DAK yg
PENANAM | 5.1.01. | Teknis kepada yang Mengikuti | ditransfer ke RKUD
AN 0006 Pelaku Usaha Bimbingan Teknis/ | tidak sampe
MODAL Sosialisasi 50%padahal
DAN Implementasi angkas 50%; -
PERIJINAN Perizinan Berusaha | pencairan DAK dari
TERPADU Berbasis Risiko dan | pusar mundur
SATU Pengawasan Perizinan | berakibat
PINTU Berusaha Berbasis | pelaksanaan
Risiko : 350 Pelaku | kegiatan mundur
Usaha dari 449 Pelaku
Usaha
2.22.0 Misi Kebudayaan | 1.000.000.000 57 52 446.301.700 44,63 272.253.232 27,23 17,4 1. Jumlah Laporan | Proses
8.5.09. | ke Dalam dan Pelaksanaan Misi | penandatanganan
0003 Luar Negeri Kebudayaan ke Dalam | MOU dengan
dalam rangka negeri dalam rangka | victoria belum
Diplomasi Diplomasi Budaya selesai  sehingga
Budaya Laporan dari 1 Laporan | perjalanan  dinas
pendampingan
bapak Gubernur ke
victoria diundur ke
bulan September,
belum ada
kepastian tanggal
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Biro 4.01.0 Fasilitasi 732.420.500 51,65 51,65 378.304.600 51,65 376.168.100 51,36 0,29 1. Jumlah Dokumen | Terdapat efisiensi
Administr 6.1.01. | Pengelolaan Hasil Pengelolaan | sebesar Rp
asi 0001 Kebijakan Kebijakan Ekonomi | 2.136.500,-
Perekono Ekonomi Makro Makro (DPA SIPD) : 0.7
mian & dokumen dari 4
SDA dokumen
Dinas 1.03.1 Pemanfaatan 429.000.000 6,1 6,1 16.917.000 3,94 16.768.975 3,91 0,03 1. Jumlah Dokumen | Terdapat efisiensi
Kelautan 3.5.02. | Ruang Satuan Pemanfaatan Ruang | belanja senilai
dan 0002 Ruang Strategis Satuan Ruang Strategis | Rp148.025,00,
Perikanan Pantai Selatan Pantai Selatan (DPA | yang merupakan
DIY SIPD) : Dokumen dari 5 | sisa pembayaran
Dokumen konsultan
perencana
Rp35.200,00 serta
sisa  pembayaran
ATK dan Kkertas
cover serta belanja
makan/minum
rapat melalui
Aplikasi MBiz
senilai
Rp112.825,00..
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
2.22.0 Pengadaan 1.424.700.000 25,45 25,45 340.700.000 23,91 240.218.540 16,86 7,05 1. Jumlah Sarana dan | Terdapat efisiensi
8.5.06. | Sarana dan Prasarana Budaya | senilai
0001 Prasarana (DPASIPD) : 1 Unitdari | Rp100.481.460,00,
Budaya 3 Unit | yang merupakan
2. Alat Broodstok dan | sisa lelang pada
Domestikasi kontrak pekerjaan
Pengkayaan Ikan Lokal | Pembangunan
: 5 Komoditas dari 5 | Lanjutan Gedung
Komoditas Syahbandar  PPP
3. Pembangunan dan | Sadeng, senilai
Rehabilitasi  Fasilitasi | Rp98.947.960,00,
Pelabuhan Perikanan | sisa kontrak pada
Pantai Sadeng : 0 | pekerjaan jasa
Kawasan dari 1 | konsultansi
Kawasan pengawasan
4. Alat Pengkayaan | Rp141.000,00,
Sumberdaya Ikan | serta senilai
Lokal/Restocking Rp1.674.500,00
(Papan merupakan sisa
Larangan/Informasi) MBiz atas
0 Jenis dari 1 Jenis pembayaran
belanja makan
minum rapat dan
sisa pengadaan
peralatan
broodstock.
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
2.22.0 Pengembangan 4.868.203.200 44 .45 4445 2.014.436.000 41,38 1.635.044.09 | 33,59 7,79 1. Jumlah Objek Budaya | Efisiensi pada
8.5.08. | Budaya Bahari 8 Bahari yang | beberapa kegiatan
0005 Dikembangkan (DPA | senilai total
SIPD) : 0 Objek dari 4 | Rp263.241.400,00
Objek
3.25.0 Pengelolaan 1.543.316.000 28,3 28,3 395.564.000 25,63 32.653.260 2,12 23,51 1. Luasan Kawasan | Terdapat efisiensi
2.1.01. | Kawasan Konservasi di Wilayah | senilai
0002 Konservasi di Pesisir dan Pulau-Pulau | Rp4.829.740,00,
Wilayah Pesisir Kecil yang Terkelola | yang merupakan
dan Pulau-Pulau (DPA SIPD) : 0 Hektar | sisa pengadaan
Kecil dari 5670.87 Hektar ATK melalui
Berdasarkan Aplikasi Mbiz dan
Penetapan dari sisa biaya
Pemerintah perjalanan
Pusat Narasumber.
Nilai efisiensi
Rp333.390.740
merepresentasikan
Belanja DAK senilai
Rp333.300.000,00,
yang merupakan
belanja  personal
komputer dan
pembayaran
pertama  kontrak
pembangunan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
gedung  kawasan
konservasi di
Samas. Proses
pencairan  masih
dalam tahap
verifikasi di KPPN.
Selain itu, terdapat
sisa belanja senilai
Rp90.740,00, yang
merupakan selisih
harga belanja
makan dan minum
rapat dengan Mbiz.
_ Penerbitan 358.600.000 60,11 60,11 213.658.000 59,58 201.595.700 56,22 3,36 1. Jumlah Rekomendasi | Terdapat efisiensi
Rekomendasi Perizinan Usaha | belanja senilai
Izin Usaha Perikanan Tangkap | Rp400.000,00,
Perikanan yang Diterbitkan (DPA | yang merupakan
Tangkap untuk SIPD) : 0 Rekomendasi | sisa pembelian
Kapal Perikanan dari 5 Rekomendasi ATK melalui
Berukuran di Aplikasi Mbiz dan
Atas 10 GT sisa pengadaan
sampai dengan kaos kegiatan.
30 GT
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
3.25.0 Pelaksanaan 3.480.000.000 46,25 46,25 1.602.588.000 46,05 1.580.242.48 | 45,41 0,64 1. Jumlah Unit Usaha | Efisiensi senilai
6.1.02. | Bimbingan, 7 yang Diberikan | Rp22.345.513,00
0002 Fasilitasi, Pembinaan, Fasilitasi, | merupakan sisa
Pemantauan, dan Pemantauan, dan | pengadaan bahan
Evaluasi Evaluasi Terhadap | percontohan
Terhadap Mutu Mutu dan Keamanan | kampanye
dan Keamanan Hasil Perikanan, dan | gemarikan
Hasil Perikanan Daya  Saing  serta | Rp4.462.500,00.
dalam rangka Pemberdayaan Usaha | Sisa pengadaan
Menghasilkan dalam Rangka | Leaflet dan Buku
Produk yang Menghasilkan Produk | Saku
Aman untuk yang Aman dan | Rp11.184.516,00,
Dikonsumsi atau Bermutu untuk | sisa pengadaan
Digunakan, dan Dikonsumsi atau | Kaos
Berdaya Saing Digunakan, dan | Rp1.500.000,00
Berdaya Saing (DPA | (240 jt-238,5 jt),

SIPD) : 20 Unit Usaha
dari 50 Unit Usaha

serta belanja ATK
Rp2.287.492,00
dan dan Bahan
Komputer
Rp661.005,00.
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
3.25.0 Penyediaan 5.734.750.000 58,94 58,94 0 2.309.406.500 40,27 1.482.553.27 | 25,85 14,42 1. Jumlah Prasarana | - belanja bahan-
4.1.06. | Prasarana 8 Pembudidayaan Ikan di | bahan kimia Rp.
0001 Pembudidayaan Air Payau dan Air | 67.322 (sisa mati)
Ikan di Air Payau Tawar yang | - belanja bahan-
dan Air Tawar Penggunaan  Sumber | bahan/bibit
yang Penggunaan Dayanya Lebih Efisien | ternak/bibit ikan
Sumber Dayanya apabila Dilakukan oleh | Rp. 11.626.000
Lebih Efisien Daerah Provinsi | (belum terealisasi
apabila dan/atau Manfaat atau | karena perubahan
Dilakukan oleh Dampak Negatifnya | termin kontrak
Daerah Provinsi Lintas Daerah | pada benih nila
dan/atau Kabupaten/Kota (DPA | salin yg awalnya 1
Manfaat atau SIPD) : 7 Unit dari 7 | termin di bulan
Dampak Unit april menjadi 3
Negatifnya Lintas termin di bulan
Daerah april, juli, dan
Kabupaten/Kota oktober
- belanja obat-
obatan Rp.
16.895.000 (sisa
mati perbedaan
harga)
- belanja natura
dan pakan Rp.
53.241.400 (sisa
mati )
- belanja makan
minum rapat Rp.
1.200.000 (Rapat
DAK rencana
masuk di pencairan
tahap 2)
- belanja jasa
11-77 tenaga penanganan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
DINAS 3.27.0 Perbanyakan 418.068.633 77,5 77,5 321.952.000 77,01 277.008.400 66,26 10,75 1. Jumlah benih | Efisiensi Keuangan
PERTANIA | 2.1.02. | Benih bersertifikat Rp 39.440.000
N DAN | 0007 Bersertifikat hortikultura Berbentuk
KETAHAN Hortikultura Batang yang
AN Berbentuk diperbanyak (DPA
PANGAN Batang SIPD) : 7362 Batang
dari 33500 Batang
3.27.0 Pengembangan 3.648.300.000 39,4 39,4 1.421.349.500 38,96 1.345.246.40 | 36,87 2,09 1. Jumlah pelaksanaan | Efisiensi
2.1.04. | dan Pelaksanaan 5 Sistem Manajemen | penggunaan
0004 Sistem Produksi Benih/Bibit | anggaran  senilai
Manajemen Ternak dan Tanaman | 12.562.845
Produksi Pakan Ternak, Bahan
Benih/Bibit Pakan, serta Pakan
Ternak dan Kewenangan Provinsi
Tanaman Pakan (DPA SIPD) : 0 Laporan
Ternak, Bahan dari 3 Laporan
Pakan, serta
Pakan
Kewenangan
Provinsi
3.27.0 Pengujian 495.002.000 73,8 73,8 364.179.000 73,57 329.273.725 | 66,52 7,05 1. Jumlah Pengujian | Sisa mati
4.1.03. | Laboratorium Laboratorium pengadaan
0003 Kesehatan Kesehatan Hewan dan | 28.592.065
Hewan dan Kesehatan Masyarakat
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Kesehatan Veteriner (DPA SIPD) :
Masyarakat 0 Dokumen dari 3
Veteriner Dokumen
DINAS
TENAGA
KERJA
DAN
TRANSMI
GRASI
2.22.0 Pembangunan 3.680.048.000 54,52 54,52 1.961.125.600 53,29 1.722.236.32 | 46,8 6,49 1. Jumlah Dokumen | aktifitas kegiatan
8.5.09. | Ketahanan Sosial 5 Pembangunan norma kerja
0021 Budaya Ketahanan Sosial | dilakukan redesain
Budaya (DPA SIPD) : 2 | sehingga anggaran
Dokumen dari 7 | belum terealisasi
Dokumen
DINAS 3.26.0 Standarisasi 2000187000 58,25 58,25 1125187000 56,25 966687000 48,33 7,92 1. Jumlah Orang yang | Efisiensi dari
PARIWISA | 5.1.02. | Usaha dan Disertifikasi selisih SHBJ
TA 0003 Sertifikasi Kompetensi di Bidang | dengan SPJ
Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif (DPA | pelatihan dan
Ekonomi Kreatif SIPD) : 218 orang dari | sertifikasi
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OoPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
400 orang
DINAS 2.22.0 Pengadaan 4.805.000.000 57,73 57,73 1.061.926.400 22,1 1.010.609.55 | 21,03 1,07 1. Jumlah Sarana dan | Efisiensi sisa
PERINDUS | 8.5.06. | Sarana dan 0 Prasarana Budaya pengadaan Rp
TRIAN 0001 Prasarana Unit dari 3 Unit; 2. | 51.316.850
DAN Budaya Revitalisasi Griya Batik
PERDAGA : Unit dari 1 Unit; 3.
NGAN Layanan Kemasan
Unit dari 1 Unit; 4.
Rehabilitasi Gedung
Produksi Kemasan
Unit dari 1 Unit
3.31.0 Koordinasi, 23.643.280.80 36,49 36,49 7.702.970.100 32,58 954.099.662 | 4,04 28,54 1. Jumlah Dokumen | DAK Fisik belum
2.1.01. Sinkronisasi, dan | 0 Hasil Koordinasi, | dilaksanakan
0005 Pelaksanaan Sinkronisasi, dan | karena ada arahan
Pemberdayaan Pelaksanaan dari Kemenperind
Industri dan Pemberdayaan Industri | untuk melakukan
Peran Serta dan Peran Serta | revisi DPA; dan ada
Masyarakat Masyarakat : 0 | efisiensi pada
Dokumen dari 1 | beberapa belanja
Dokumen
4.01.1 Implementasi 500.000.000 93,88 93,88 461.511.300 92,3 452.735.888 90,55 1,75 1. Jumlah Dokumen | Efisiensi dari sisa
0.5.02. | Budaya Hasil Implementasi | pengadaan Rp
I1-80

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




OoPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
0001 Pemerintahan Budaya Pemerintahan | 8.775.412
DIY DIY : 0 Dokumen dari 1
Dokumen; 2. Inovasi
Pelayanan Publik
Sikeling : 16 Kali dari
36 Kali
BAPPEDA 5.01.0 Koordinasi 89.909.300 51,5 46,5 44.028.000 48,97 31.906.780 35,49 13,48 1. Jumlah Telaahan | rasionalisasi bahan
2.1.01. | Penelaahan Dokumen Perencanaan | cetak
0002 Dokumen Pembangunan Daerah | 13.520.000 di TW
Perencanaan (DPA  SIPD) : 0 | IV
Pembangunan dokumen dari 2
Daerah  dengan dokumen, 2. Dokumen
Dokumen Sinkronisasi
Kebijakan Perencanaan Tahun
Lainnya 2025 yang  berisi
mengenai Program
Prioritas/tematik,
lintas sektoral, lintas
kewilayahan dan pusat
daerah : 0 dokumen
dari 1 dokumen, 3.
Dokumen Sinkronisasi
Perencanaan Tahun
2026  yang  berisi
mengenai Program
Prioritas/tematik,
lintas sektoral, lintas
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
kewilayahan dan pusat
daerah 0 dokumen
dari 1 dokumen
5.01.0 Koordinasi 1.222.799.700 62 62 536.155.700 43,85 243.239.484 19,89 23,96 1. Jumlah Dokumen | rasionalisasi bahan
2.1.01. | Penyusunan dan Perencanaan cetak
0006 Penetapan Pembangunan Daerah | Rp 19.400.000 di
Dokumen Provinsi yang | TW 111
Perencanaan Ditetapkan Perjadin  Narsum
Pembangunan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Musrenbang bulan
Daerah Provinsi (DPA  SIPD) 0 | Rp 50.895.000
dokumen dari 4 | Belanja Hotel
dokumen, 2. RKPD : 0 | Rp 85.050.000
dokumen dari 1 | (April)
dokumen, 3. RPJPD : 0 | Honor Tim Rp
dokumen dari 1 | 44.400.000
dokumen, 4. RKPD | Perjadin dalam
Perubahan : 0 | daerah TW III dan
dokumen dari 1|1V Rp 1.600.000
dokumen Efisiensi
Narasumber Rp
600.000 TW I
bahan cetak Rp
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target | Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
10.670.000di TW I
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan

Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
5.01.0 Monitoring, 1.331.387.135 58,04 58,04 0 557.116.600 41,84 517.325.801 38,86 2,98 1. Jumlah Laporan Hasil | Rasionalisasi
2.1.03. | Evaluasi dan Evaluasi Kinerja | mamin Rapat Total
0003 Penyusunan Pembangunan Daerah | hidangan rapat
Laporan Berkala (DPA SIPD) : 8 Laporan | timbal balik
Pelaksanaan dari 25 Laporan, 2. | sebelum nya
Pembangunan Evaluasi SAKIP Pemda | 75.600.000
Daerah DIY : 0 kegiatan dari 1 | menjadi

kegiatan3.  Dokumen | 54.000.000 yang
LKPJ DIY Tahun 2023 : | dialihkan pada
1 dokumen dari 1 | hidangan rapat
dokumen4. Laporan | monev sebesar
evaluasi Hasil RKPD | 16.200.000 dan
DIY Semester II/ 2023 | sisa nya di
dan Semester 1/2024 : | rasionalisasi

0 dokumen dari 2 | sebesar
dokumenb5. Laporan | 5.400.000Narsum/
evaluasi hasil Dokumen | pembahas/pencera

Perencanaan Jangka | mah setingkat
Menengah Daerah DIY : | kepala daerah
0 dokumen dari 1 | Tidak Hadir
dokumen6. Laporan | (1.400.000 bln
evaluasi Kebijakan | mei)Narasumber/p

Perencanaan Tahunan : | embahas/pencera
0 dokumen dari 1 | mahsetingkat
dokumen?7. Laporan | pejabat eselon II
evaluasi pelaksanaan | Ekspose Evaluasi
pembangunan daerah | Dokumen

TW 1V/ Tahun 2023 | Perencanaan tidak
dan TW I-1II 2024 : 2 | dibayarkan karena
dokumen dari 4 | berasal dari ASN
dokumen8.  Updating | (1.000.000 bln juli)
Sengguh Tahun 2024 : | kegiatan sudah
0 kegiatan dari 1 | dilaksanakan)Hono
11-84 kegiatan9. Penyerahan | r tim
DIPA APBN Tahun | 8.200.000Narsum
2024 : 0 dokumen dari | 1.700.000Makan

e . . . L1 dokumen10. | mi t
Dokumen ini| ditandatapgani sedara elektronik menggunakan settifikat eélektronik osHmen, | maum rapa
A Dokumen  Perjanjian | 300.000
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
5.01.0 Fasilitasi/Evalua 33.109.100 30,08 30,08 3.506.400 10,59 3.355.800 10,14 0,45 1. Jumlah Dokumen | Rasionalisasi TA
2.1.03. | si Dokumen Perencanaan ™ 4 (hasil
0004 Perencanaan Pembangunan pergeseran)
Pembangunan Kabupaten/Kota yang
Daerah difasilitasi/Evaluasi
Kabupaten/Kota (DPA  SIPD) : 0
Dokumen dari 3
Dokumen, 2. Laporan
evaluasi hasil RKPD
Kabupaten Kota
Semester Il Tahun
2023 dan SM I Tahun
2024 : 0 Dokumen dari
2 Dokumen
3. Laporan Evaluasi
Hasil Dokumen
Perencanaan Jangka
Menengah Daerah
Kabupaten/Kota 2023 :
0 Dokumen dari 1
Dokumen
5.01.0 Koordinasi 100.000.000 54 54 53.680.000 53,68 50.288.800 50,29 3,39 1. Jumlah Dokumen | Rasionalisasi
3.1.01. | Penyusunan Perencanaan bahan komputer,
0001 Dokumen Pembangunan Daerah | perjadin di TW 4
Perencanaan Bidang Pemerintahan
Pembangunan yang Dikoordinir
Daerah  Bidang Penyusunannya
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan
(RPJPD, RPJMD RKPD) (DPA SIPD) : 0
dan RKPD) dokumen dari 2
dokumen
5.01.0 Koordinasi 362.895.500 54,5 54,5 171.332.500 47,21 168.178.000 46,34 0,87 1. Jumlah Dokumen | Pengurangan
3.1.01. | Penyusunan Perencanaan rasionalisasi tw IV
0005 Dokumen Pembangunan Daerah | pada :
Perencanaan Bidang Pembangunan | 1. Rekening Kertas
Pembangunan Manusia yang | dan Cover =
Daerah  Bidang Dikoordinir 1.107.000 (TW 4)
Pembangunan Penyusunannya 2. Rekening Bahan
Manusia (RPJPD, (RPJPD, RPJMD dan | Cetak = 632.500
RPJMD dan RKPD) (DPA SIPD) : 0 | (fc= 374.500,
RKPD) dokumen dari 5 | cetak= 258.000) tw
dokumen, 2. Bahan | 4
Perencanaan 3. Rekening Bahan
Pembangunan Bidang | Komputer =
Pembangunan Manusia | 5.400.000 tw 4
Sebagai Bahan
Masukan Penyusunan
RKPD Tahun 2025 dan
2026, serta Perubahan
RKPD Tahun 2024 : 0
dokumen dari 1
dokumen
3. Dokumen monev
Bidang Pembangunan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Manusia tahun 2024
dan 2023 : 0 dokumen
dari 1 dokumen
4. Dokumen Monev
TPB/SDGs : 0 dokumen
dari 1 dokumen
5. Dokumen CSR/TSLP
0 dokumen dari 1
dokumen
6. Dokumen
Penanggulangan
Kemiskinan
dokumen dari 1
dokumen
5.01.0 Koordinasi 99.998.000 53 53 47.765.000 47,77 44.936.300 44,94 2,83 1. Jumlah Dokumen | Rasionalisasi pada
3.1.02. | Penyusunan Perencanaan (Makan Minum
0001 Dokumen Pembangunan Daerah | Rapat dan
Perencanaan Bidang Perekonomian | Perjadin)
Pembangunan yang Dikoordinir | DI TW 3 dan TW 4
Daerah  Bidang Penyusunannya
Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan
(RPJPD, RPJMD RKPD) (DPA SIPD) : 0
dan RKPD) dokumen dari 3
dokumen, 2. Dokumen
Bahan penyusunan
dokumen monitoring
dan evaluasi
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

pelaksanaan program
OPD mitra Bidang
Perekonomian tahun
2023 dan tahun 2024 :
0 dokumen dari 1
dokumen

3. Dokumen Bahan
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Perekonomian Sebagai
Bahan Masukan
Penyusunan RKPD
Tahun 2025 dan 2026,
serta Perubahan RKPD
Tahun 2024 : O
dokumen dari 1
dokumen

4. Dokumen Monev
RAD Pangan dan Gizi
DIY Tahun 2023 : 0
dokumen dari 1
dokumen
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

5.01.0
3.1.03.
0001

Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah  Bidang
Infrastruktur
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)

100.000.000

69

69

41.308.700

41,31

39.005.419

39,01

2,3

1. Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur
yang Dikoordinir
Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD) (DPA SIPD)
dokumen dari 3
dokumen, 2. Dokumen
Bahan Perencanaan
Pembangunan Bidang
Infrastruktur  Sebagai
Bahan Masukan
Penyusunan RKPD
Tahun 2025 dan 2026,
serta Perubahan RKPD
Tahun 2024 : dokumen
dari 1 dokumen3.
Dokumen Monitoring
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur
tahun 2023 dan tahun
2024 : dokumen dari 1
dokumen4. Monitoring

Rasionalisasi pada
(Makan Minum
Rapat dan
Perjadin)
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target | Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
dan Evaluasi PPRK :
dokumen dari 1
dokumen
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)

BPPSD 2.20.0 Koordinasi dan | 248.141.200 42,15 42,15 100.350.400 40,44 94.487.237 38,08 2,36 1. Jumlah Dokumen | Rasionalisasi
2.1.01. | Sinkronisasi Koordinasi dan | perjadin,
0001 Pengumpulan, Sinkronisasi penggandaan,

Pengolahan, Pengumpulan,Pengolah | mamin rapat tw 3
Analisis dan an, Analisis dan | dan4
Diseminasi Data Diseminasi Data
Statistik Sektoral Statistik Sektoral (DPA
SIPD) : 0 dokumen dari
8 dokumen, 2.
Dokumen Analisis
Makro Ekonomi DIY : 0
dokumen dari 1
dokumen
3. Dokumen
Penyediaan Data
Statistik Sektoral
Perencanaan dan
Pengendalian : 1
dokumen dari 1
dokumen
4. Dokumen
Penyediaan Data
Geospasial
Perencanaan dan
Pengendalian : 0
dokumen dari 1
dokumen
5. Dokumen Update
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Aplikasi Jogja Dataku :
0 dokumen dari 1
dokumen
6. Dokumen
Pengumpulan dan
Penyajian Data Statistik
0 dokumen dari 1
dokumen
7. Dokumen
Pengumpulan dan
Penyajian Data
Geospasial : 0 dokumen
dari 1 dokumen
8. Dokumen Fasilitasi
Satu Data Indonesia : 0
dokumen dari 1
dokumen
9. Dokumen
Penyusunan Profil
Daerah : 0 dokumen
dari 1 dokumen

5.05.0
2.1.02.
0001

Penelitian  dan
Pengembangan
Bidang  Aspek-
Aspek Sosial

42.909.100

42

42

13.750.900

32,05

13.114.205

30,56

1,49

1. Jumlah Dokumen
Hasil Peneliti an dan
Pengembangan Bidang
Aspek-Aspek Sosial
(DPA SIPD) : dokumen
dari 1 dokumen

Pengurangan harga
satuan buku dari
Rp 498.000,-
menjadi Rp
169.000,- tw 4
Pengurangan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
perjadin dalam
daerah  sebanyak
Rp 1.200.000 (12
op) tw 4
2. Dokumen Hasil
Peneliti an dan
Pengembangan Bidang
Aspek-Aspek Sosial
dokumen dari 1
dokumen
5.05.0 Penelitian, 104.095.000 39,5 39,5 34.590.200 33,23 32.447.893 31,17 2,06 1. Jumlah Dokumen | Pengurangan
2.1.04. | Pengembangan, Hasil Penelitian, | perjadin dalam
0001 dan Pengembangan, dan | daerah sebanyak
Perekayasaan di Perekayasaandi Bidang | Rp 1.200.000 (12
Bidang Teknologi Teknologi dan Inovasi | op) tw 4
dan Inovasi (DPA SIPD) : dokumen | '- Pengurangan
dari 5 dokumen, 2. | perjadin dalam
Fasilitasi Pengukuran | daerah sebanyak
IPKD dan IGA 3.600.000 (36 op):
dokumen dari 1 | ipkd&iga (Juli,
dokumen oktober), monev
3. Inventarisasi Hasil | (agustus)
Penelitian : dokumen | - penggandaan sub
dari 1 dokumen | output
4. Monitoring dan | rekomendasi hasil
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Evaluasi Kelitbangan :
dokumen dari 1
dokumen

5. Rekomendasi Hasil
Penelitian : dokumen
dari 1 dokumen
6. Publikasi Prosiding
IImiah : dokumen dari

1 dokumen

penelitian  71.050

(juli)

- penggandaan sub
output monev
116.550 (oktober)

INSWIL

4.01.0
7.1.01.
0002

Pelaksanaan
Pengadaan
Barang dan Jasa

238.332.500

49,55

49,55

94.237.000

39,54

93.750.072

39,34

0,2

1. Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan
Jasa (DPA SIPD) : 0
Laporan dari 2
Laporan, 2. Publikasi
Regulasi Pengadaan
Barang/ Jasa : O
Laporan dari 1 Laporan
3. Terlaksananya
Tender/ Seleksi : 0
Laporan dari 1 Laporan
4. Terlaksananya Bela
Pengadaan dan Katalog
Lokal : 0 Laporan dari 1
Laporan

Rasionalisasi
Podcast, Viceo
Teaser & Publikasi
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi

(%)

Deviasi

4.01.0
8.1.01.
0003

Pengendalian
Administrasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Wilayah

118.253.600

41

41

31.515.000

26,65

31.515.000

26,65

1. Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian
Administrasi
Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah
(DPA SIPD) : Laporan
dari 2 Laporan, 2.
Laporan Monev
Implementasi
Kebijakan Pembiayaan
Pembangunan Non
Pemerintah : Laporan
dari 1 Laporan
3. Laporan Monev
penugasan BUMD dan
TJSLP/CSR Laporan
dari 1 Laporan
4. Laporan Monev
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Bidang
Infrastruktur di DIY Th
2024 : Laporan dari 1
Laporan

5. Laporan Monitoring
dan Evaluasi Kebijakan
Bidang Pertanahan dan
Tata Ruang : Laporan
dari 1 Laporan

Rasionalisasi
Podcast
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Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

6. Laporan Monitoring
dan Evaluasi
Pemanfaatan Pola
Ruang  Berkelanjutan
Tahun 2024 : Laporan
dari 1 Laporan
7. Publikasi Kebijakan
Infrastruktur Daerah :
Kegiatan dari 1
Kegiatan
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Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

4.01.0
8.1.02.
0003

Fasilitasi
Perumusan
Kebijakan Teknis
Pembangunan
Daerah

181.746.250

39,5

39,5

35.543.750

19,56

35.505.750

19,54

0,02

1. Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi
Perumusan Kebijakan
Teknis Pembangunan
Daerah (DPA SIPD) :
Dokumen dari 3
Dokumen, 2. Dokumen
rumusan bahan
kebijakan pembiayaan
pembangunan non
pemerintah : Dokumen
dari 1 Dokumen3.
Dokumen Rumusan
Kebijakan
Pembangunan
Berkelanjutan :
Dokumen dari 1
Kajian
Kebijakan Pemanfaatan
Jasa Lingkungan pada
Kawasan Bentang Alam
Karst di DIY : Dokumen
dari 1 Dokumen5.
Publikasi Kebijakan
Pembangunan
Berkelanjutan :
Kegiatan dari 1
Kegiatan6.  Publikasi

Dokumen4.

Rasionalisasi
Podcast
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
kebijakan pembiayaan
pembangunan non
pemerintah : Kegiatan
dari 1 Kegiatan
PTR 1.03.1 Pelaksanaan 30.590.000 49,5 49,5 14.549.400 47,56 13.649.400 44,62 2,94 1. Jumlah dokumen
2.1.03. | Sinkronisasi sinkronisasi  program
0007 Program pemanfaatan ruang
Pemanfaatan (DPA  SIPD) : 2
Ruang Dokumen dari 2
Dokumen, 2. Rumusan
bahan kebijakan
penataan ruang daerah
melalui FPRD DIY : 2
Dokumen dari 2
Dokumen
11-98
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

1.03.1
3.5.01.
0003

Penyusunan
Rencana Induk
Satuan Ruang
Strategis
Kasultanan dan

Kadipaten

600.000.000

34,53

34,53

203.906.950

33,98

201.191.200

33,53

0,45

1. Jumlah Dokumen
Penyusunan Rencana
Induk Satuan Ruang
Strategis  Kasultanan
dan Kadipaten (DPA
SIPD) : 5 dokumen dari
5 dokumen, 2. Materi
Teknis Rencana Induk
SRS Sumbu Filosofi : 1
dokumen dari 1
dokumen

3. Harmonisasi Materi
Teknis dan Rapergub
Rencana Induk SRS
Sumbu Filosofi,
Karaton, Pura
Pakualaman, dan
Kotabaru : 1 dokumen
dari 1
4. Penetapan Rapergub
Rencana Induk SRS
Filosofi,
Karaton, Pura
Pakualaman, dan
Kotabaru : 1 dokumen
dari 1

5. Review

dokumen

Sumbu

dokumen
Materi
Teknis Rencana Induk
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

SRS Perbukitan
Menoreh : 1 dokumen
dari 1 dokumen
6. Penetapan Rapergub
Rencana Induk SRS
Perbukitan Menoreh : 1
dokumen dari 1
dokumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

1.03.1
3.5.01.
0005

Perencanaan
Program/Kegiata
n Urusan Tata
Ruang

1.245.390.000

45,41

45,41

537.487.250

43,16

496.443.646

39,86

3,3

1. Jumlah Dokumen
Perencanaan
Program/Kegiatan
Urusan Tata Ruang
(DPA  SIPD) : 13
Dokumen dari 13
Dokumen, 2.
Pendampingan
percepatan penetapan
RDTR Kabupaten : 4
Dokumen dari 4
Dokumen

3. Bahan Berita Acara
Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan Urusan
Keistimewaan Tata
Ruang Tahap [, II, dan
III : 3 Dokumen dari 3
Dokumen

4. Evaluasi Kinerja
Urusan
Keistimewaan Tata
Ruang
dari 1 Dokumen
5. Bahan Berita Acara
Penilaian ~ Perubahan
Pertama dan Kedua TA

Pelaksanaan

1 Dokumen
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Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

2024,
Kelayakan Usulan TA
2025, dan Penilaian
Kelayakan Usulan TA
2026  Urusan Tata
Ruang
dari 4
6. Perencanaan BKK
Kalurahan Kawasan
Terpadu TA 2025 : 5
Kalurahan dari 5
Kalurahan

7. Monev BKK
Kalurahan Kawasan
Terpadu TA 2024 : 7
Kalurahan dari 7
Kalurahan

Penilaian

4 Dokumen
Dokumen

1.03.1
3.5.01.
0006

Penyebarluasan
Informasi
Rencana Tata
Ruang

955.000.000

72,5

72,5

603.756.750

63,22

556.904.250

58,31

4,91

1. Jumlah Laporan
Penyebarluasan

Informasi Rencana Tata
Ruang (DPA SIPD) : 3
Laporan dari 3
Laporan,2. Kajian
identifikasi citra
kawasan SRS : 5 SRS
dari 5 SRS
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Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

3. Lomba desain visual
signage : 1 Kali dari 1
Kali

4. Penyebarluasan
informasi dokumen
perencanaan penataan
ruang : 10 Konten dari
10 Konten
5. Sosialisasi Dokumen
Perencanaan Tata
Ruang : 32 Kali dari 40
Kali

6. Penyebarluasan
informasi pemanfaatan
ruang : 1 Paket dari 1
Paket

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

I1-103

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

1.03.1
3.5.03.
0001

Pengawasan
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

1.054.431.000

36,75

36,75

362.605.000

34,39

351.935.997

33,38

1,01

1. Jumlah Dokumen
Pengawasan
Penyelenggaraan
Penataan Ruang (DPA
SIPD) : 0 Dokumen dari
9 Dokumen, 2.
Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan
Kesesuaian  Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
0.8 Dokumen dari 1
Dokumen

3. Dokumen
Identifikasi
Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
pada Satuan Ruang
Strategis : 0.8 Dokumen
dari 1 Dokumen
4. Penilaian
Perwujudan SPW 18
SRS : 0.7 Dokumen dari
1 Dokumen
5. Dokumen Penilaian
Perwujudan Rencana
Tata Ruang Wilayah :
0.8 Dokumen dari 1
Dokumen
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Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

6. Dokumen
Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang :
0.25 Dok dari 1 Dok
7. Dokumen Audit Tata
Ruang : 0 Dokumen
dari 1 Dokumen
8. Fasilitasi Penertiban
Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang : 0
Dokumen dari 1
Dokumen

9. Dokumen Penilaian
Kinerja
Penyelenggaraan
Penataan Ruang di DIY
dan Pemenuhan
Standar Bidang
Penataan Ruang : 0
Dokumen dari 2
Dokumen
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
2.10.0 Pemberitahuan, 10.312.700 59,79 59,79 5.797.700 56,22 5.797.700 56,22 0 1. Jumlah Dokumen
3.1.01. Pendataan Awal Pemberitahuan,
0001 Lokasi, Pendataan Awal Lokasi,
Konsultasi Publik Konsultasi Publik
Rencana Rencana Pembangunan
Pembangunan dan Penetapan Lokasi
dan  Penetapan Pengadaan Tanah
Lokasi untuk Kepentingan
Pengadaan Umum (DPA SIPD) : 1
Tanah untuk Dokumen dari 1
Kepentingan Dokumen, 2. Jumlah
Umum Dokumen
Pemberitahuan,
Pendataan Awal Lokasi,
Konsultasi Publik
Rencana Pembangunan
dan Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan
Umum 1 Dokumen
dari 1 Dokumen
2.10.0 Koordinasi 21.031.500 54,5 54,5 10.950.500 52,07 10.850.500 51,59 0,48 1. Jumlah Dokumen
6.1.01. | Penetapan Koordinasi Penetapan
0002 Redistribusi Redistribusi Tanah
Tanah Objek Objek Reforma Agraria
Reforma Agraria Lintas Daerah
Lintas Daerah Kabupaten/Kota : 1
[1-106
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Kabupaten/Kota

Dokumen dari 1
Dokumen

2.10.1
1.5.01.
0001

Penatausahaan
Tanah
Kasultanan dan
Tanah Kadipaten

1.139.946.000

32,2

32,2

179.664.500

15,76

163.088.871

14,31

1,45

1. Jumlah Dokumen
Penatausahaan Tanah
Kasultanan dan Tanah
Kadipaten dalam
rangka Pengembangan
Kebudayaan,
Kepentingan Sosial,
dan Kesejahteraan
Masyarakat (DPA SIPD)
3 Dokumen dari 7
Dokumen, 2. Dokumen
Evaluasi Pendaftaran
Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten : 1
Dokumen dari 4
Dokumen
3. Berita
Verifikasi : 97 Bidang
dari 1876  Bidang
4. Dokumen
Identifikasi Keputusan
Kepala Daerah DIY
tentang Pemberian Hak
Atas Tanah : 100

Acara
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Keputusan dari 500
Keputusan

5. Rekomendasi
Pendaftaran
Pencatatan Perubahan
Sertipikat Tanah Desa :
200  Sertipikat dari
1516 Sertipikat
6. Penyerahan
Sertifikat Tanah
Kasultanan dan Tanah
Kadipaten : 0 Paket
dari 1 Paket
7. Penelusuran data
pertanahan : 0
Dokumen dari 1
Dokumen

8. Inventarisasi
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah : 0
Kalurahan dari 4
Kalurahan

2.10.1
1.5.01.
0002

Pemeliharaan
Dokumen
Pertanahan

700.000.000

8,5

8,5

21.126.000

3,02

16.926.878

2,42

0,6

1. Jumlah Dokumen
Pemeliharaan

Dokumen Pertanahan
(DPA SIPD) : 1
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OoPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Dokumen dari 1
Dokumen, 2. Dokumen
Administrasi
Pertanahan yang
Terawat dan
Terpelihara : 1
Dokumen dari 1
Dokumen
2.10.1 Pengawasan 122.591.000 45,4 45,4 46.651.900 38,05 46.545.500 37,97 0,08 1. Jumlah Dokumen
1.5.01. | Tanah Pengawasan Tanah
0004 Kasultanan, Kasultanan, Tanah
Tanah Kadipaten, Kadipaten, dan Tanah
dan Tanah Desa Desa (DPA SIPD) : 2
Dokumen dari 2
Dokumen, 2. Supervisi
dan Pra Audit Hasil
Monitoring dan
Evaluasi terhadap
Pemanfaatan Tanah
Kasultanan, Tanah
Kadipaten dan Tanah
Kalurahan di DIY : 1
Dokumen dari 1
Dokumen
3. Tindak Lanjut Atas
Rekomendasi
Peningkatan
II-109
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Kesesuaian
Pemanfaatan Tanah : 1
Dokumen dari 1
Dokumen

2.10.1
1.5.01.
0005

Perencanaan
Program/Kegiata
n Urusan
Pertanahan

200.000.000

27,41

27,41

38.556.900

19,28

36.390.008

18,2

1,08

1. Jumlah Dokumen
Rencana
Program/Kegiatan
Urusan Pertanahan
(DPA SIPD) : 4
Dokumen dari 4
Dokumen, 2. Bahan
Berita Acara Penilaian
Perubahan Pertama
dan Kedua TA 2024,
Penilaian Kelayakan
Usulan TA 2025, dan
Penilaian Kelayakan
Usulan TA 2026 Urusan
Pertanahan : 4
Dokumen dari 4
Dokumen
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Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

2.10.1
1.5.01.
0007

Pengembangan
dan Pemanfaatan
Sistem Informasi
Pertanahan

4.922.155.000

94,84

94,84

4.664.375.800

94,76

4.545.183.00
5

92,34

2,42

1. Jumlah Dokumen
Kegiatan

Pengembangan dan
Pemanfataan Sistem
Informasi Pertanahan
(DPA  SIPD) : 1
Dokumen dari 3
Dokumen, 2. Data
Spasial Tanah
Kasultanan dan Tanah
Kadipaten yang telah
bersertifikat 2500
Sertipikat dari 2500
Sertipikat

3. Pengelolaan Pusat
Informasi Data
Terpusat
Command Center : 1

Pertanahan

Sistem dari 1 Sistem
4. Penyediaan license
ESRI : 1 Licensi/Tahun
dari 1 Licensi/Tahun

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

[1-111

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

2.10.1
1.5.02.
0001

Penyiapan Bahan
Pertimbangan
Teknis Izin
Penggunaan
Tanah
Kasultanan dan
Kadipaten

1.278.998.000

45,52

45,52

536.994.600

41,99

515.512.696

40,31

1,68

1. Jumlah Dokumen
Pertimbangan Teknis
Ijin Penggunaan Tanah
Kasultanan dan
Kadipaten (DPA SIPD) :
3 Dokumen dari 3
Dokumen, 2.
Rekomendasi  Kepala
DPTR tentang
Pemanfaatan Tanah
Kasultanan dan Tanah
Kadipaten : 100 persen
dari 100 persen
3. a. Penyebarluasan
Informasi Pemanfaatan
Tanah Kasultanan,
Tanah Kadipaten, dan
Tanah Desa (1.
Publikasi surat Kkabar,
2. Film/Video Pendek,
3. Leaflet) : 3 paket dari
3 paket
4. Fasilitasi Pembinaan
Tertib Administrasi
Pertanahan pada BKK
Kalurahan : 10
Kalurahan dari 10
Kalurahan
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OoPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
5. Sosialisasi
Pemanfaatan Tanah
Kasultanan, Tanah
kadipaten dan Tanah
Kalurahan : 24 lokasi
dari 60 lokasi
6. Rekomendasi Izin
Pemanfaatan Tanah
Kalurahan : 100 persen
dari 100 persen
7. Publikasi Urusan
Keistimewaan

Pertanahan : 1 Paket

dari 1 Paket
PUPESDM 1.03.0 Evaluasi dan | 40.000.000 57,35 57,35 21.482.400 53,71 21.433.283 53,58 0,13 1. Jumlah Dokumen
2.1.01. | Rekomendasi Evaluasi dan
0087 Teknis Rekomendasi  Teknis

(Rekomtek) (Rekomtek)
Pemanfaatan Pemanfaatan Sumber
Sumber Daya Air Daya Air Wilayah
Wilayah  Sungai Sungai Kewenangan
Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) :
Provinsi dokumen dari 1
dokumen, 2.

II-113
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Rekomendasi  Teknis
(Rekomtek)

Pemanfaatan SDA DIY :
Dokumen dari 1

Dokumen

1.03.0
2.1.01.
0090

Pembinaan dan
Pemberdayaan
Kelembagaan
Pengelolaan
Sumber Daya Air
Kewenangan
Provinsi

250.000.000

49,1

49,1

109.189.650

43,68

109.056.378

43,62

0,06

1. Jumlah
Pengelolaan

Lembaga
Sumber
Daya Air Kewenangan
Provinsi yang Dibina
dan Diberdayakan
(DPA SIPD) : Lembaga
dari 2 Lembaga, 2.
Rekomendasi
Kebijakan Pengelolaan
Sumber Daya Air di DIY
Melalui Dewan SDA DIY

Lembaga dari 1
Lembaga3.
Rekomendasi
Kebijakan Pengelolaan
Irigasi di DIY Melalui
Komisi Irigasi
Lembaga dari 1
Lembaga
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
1.03.0 Pengelolaan 1.500.000.000 74,62 74,62 1.033.920.200 68,93 1.012.203.37 | 67,48 1,45 1. Jumlah Dokumen
2.1.01. | Hidrologi dan 7 Pengelolaan Hidrologi
0103 Kualitas Air dan Kualitas Air
Wilayah  Sungai Wilayah Sungai
Kewenangan Kewenangan Provinsi
Provinsi (DPA SIPD) : Dokumen
dari 2 Dokumen, 2.
Operasi dan
Pemeliharaan Pos
Hidrologi Dokumen
dari 1 Dokumen
3. Pengumpulan dan
Pengelolaan Data
SISDA : Dokumen dari
1 Dokumen
1.03.0 Operasi dan | 3.354.500.000 41,17 41,17 1.234.357.400 36,8 1.197.812.38 | 35,71 1,09 1. Jumlah Embung dan
2.1.01. | Pemeliharaan 4 Penampung Air
0105 Embung dan Lainnya yang
Penampung Air Dioperasikan dan

Lainnya

Dipelihara (DPA SIPD) :
25 unit dari 25 unit, 2.
Pemeliharaan Rutin
Embung/Telaga : 13
unit dari 25 unit
3. Pengamanan &
Pengendalian

Embung/Telaga : 12
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OoPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
unit dari 25 unit
4. Pemeliharaan
Berkala
Embung/Telaga : 0 unit
dari 3 unit
1.03.0 Pembangunan 645.000.000 35,2 0 35,2 26.336.000 4,08 0 0 4,08 1. Jumlah Sumur Air
2.1.01. | Sumur Air Tanah Tanah untuk Air Baku
0116 untuk Air Baku yang Dibangun (DPA
SIPD) : 0 Titik dari 1
Titik, 2. Pembangunan
Sumur Bor Air Tanah
Dalam dan  Sumur
Resapan Pada Daerah
Sulit Air Di Kabupaten
Bantul : 0 Titik dari 1
Titik
1.03.0 Penyusunan 500.000.000 50 42,81 7,19 127.410.000 25,48 5.369.993 1,07 24,41 1. Jumlah Dokumen
2.1.01. | Rencana Teknis Rencana Teknis dan
0119 dan Dokumen Dokumen Lingkungan
Lingkungan Hidup untuk
Hidup untuk Konstruksi Air Tanah
Konstruksi  Air dan Air Baku yang
Tanah dan Air Disusun (DPA SIPD) :
Baku Dokumen dari 4
Dokumen, 2.
II-116
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Penyusunan Rencana
Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Air
Tanah dan Air Baku :
Dokumen dari 4

Dokumen

1.03.0
2.1.02.
0008

Peningkatan
Jaringan Irigasi
Permukaan

800.000.000

2,56

2,56

4.957.200

0,62

4.847.497

0,61

0,01

1. Panjang Jaringan
Irigasi Permukaan yang
Ditingkatkan : 0.13 KM
dari 0.24 KM, 2.
Peningkatan Jaringan
Irigasi Kalurahan
Sogan, Wates, Kulon
Progo : 0.033 KM dari
0.066 KM
3. Peningkatan Jaringan
Irigasi Kalurahan
Wijimulyo, Nanggulan,
Kulon Progo : 0.03 KM
dari 0.066 KM
4. Peningkatan Jaringan
Irigasi Kalurahan
Wijirejo, Pandak,
Bantul : 0.032 KM dari
0.066 KM
5. Peningkatan Jaringan
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Irigasi Kalurahan
Gadingsari, Sanden,
Bantul : 0.035 KM dari
0.066 KM

1.03.0
2.1.02.
0014

Rehabilitasi
Jaringan Irigasi
Permukaan

6.820.147.000

21,87

21,87

1.488.621.400

21,83

1.346.789.32
0

19,75

2,08

1. Panjang Jaringan
Irigasi Permukaan yang
Direhabilitasi 0.864
KM dari 2.16 KM, 2.
Rehabilitasi  Jaringan
Irigasi D.I. Sapon (DAK)
: 0.464 KM dari 1.16
KM

3. Rehabilitasi Jaringan
Irigasi D.I. Pendowo
(DAK) : 0.4 KM dari 1
KM

4. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
kegiatan DAK Bidang
Irigasi Wilayah DIY : 0
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Laporan dari 1 Laporan
5. Updating Database
ePAKSI : 0 Laporan dari
1 Laporan
1.03.0 Operasi dan | 9.345.500.000 | 47,25 47,25 4.414.281.500 47,23 4.239.651.13 | 45,37 1,86 1. Panjang Jaringan
2.1.02. | Pemeliharaan 8 Irigasi Permukaan yang
0021 Jaringan Irigasi Dioperasikan dan
Permukaan Dipelihara : 317.88 KM

dari 511.77 KM, 2.
Operasi Jaringan Irigasi
Daerah Irigasi
Kewenangan DIY :
279.77 KM dari 511.77
KM

3. Pemeliharaan Rutin
Jaringan Irigasi Daerah

Irigasi Kewenangan
DIY : 287.72 KM dari
511.77 KM

4.  Pengamanan &
Pengendalian Jaringan
Irigasi Daerah Irigasi
Kewenangan DIY

386.16 KM dari 511.77

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

11-119

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)

KM

1.03.0 Operasi dan | 1.524.000.000 | 45,8 45,8 697.811.800 45,79 692.084.616 | 45,41 0,38 1. Jumlah Bendung

2.1.02. | Pemeliharaan Irigasi yang Beroperasi

0022 Bendung Irigasi dan Dipelihara : 21
Bendung dari 41
Bendung, 2. Operasi
Bendung Irigasi
Kewenangan DIY : 19
Bendung dari 41
Bendung
3. Pemeliharaan Rutin
Bendung Irigasi
Kewenangan DIY : 24
Bendung dari 41
Bendung

1.03.0 Pengelolaan dan | 80.000.000 60,26 60,26 48.196.000 60,25 46.315.194 57,89 2,36 1.  Jumlah  Daerah

2.1.02. | Pengawasan Irigasi yang terkelola

0037 Alokasi Air di dan terawasi alokasi
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Daerah Irigasi Airnya : 24 D.I dari 41
D.I, 2. Pengelolaan dan
Pengawasan  Alokasi
Air Irigasi di Daerah
Irigasi Kewenangan
DIY:24 D.Idari 41 D.I
1.03.0 Operasi dan | 5.341.600.000 30 30 1.335.400.000 25 1.335.400.00 | 25 0 1. Jumlah  Sistem
3.1.01. | Pemeliharaan 0 Penyediaan Air Minum
0019 Sistem (SPAM) yang
Penyediaan Air dioperasikan dan
Minum (SPAM) dipelihara : unit dari 1
unit, 2. Subsidi Operasi
SPAM Lintas
Kabupaten/Kota
Paket dari 1 Paket
1.03.0 Optimalisasi 30.000.000 50,25 50,25 10.213.200 34,04 10.176.428 33,92 0,12 1. Jumlah  Sistem | Sisa Penunjang
3.1.01. | Sistem Penyediaan Air Minum | Optimalisasi SPAM
0020 Penyediaan Air (SPAM) Lintas | lintas Kab/kota
Minum (SPAM) Kabupaten/Kota yang
Lintas dioptimalisasi : unit
Kabupaten/Kota dari 1 unit, 2. Subsidi
Optimalisasi Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Lintas
Kabupaten/Kota
Paket dari 1 Paket, 2.
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Subsidi ~ Optimalisasi
Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Lintas
Kabupaten/Kota
Paket dari 1 Paket
1.03.0 Pembangunan 11.107.000.00 37,05 37,11 -0,06 3.343.927.860 30,11 2.463.825.76 | 22,18 7,93 1. Kapasitas | 1. Sisa Lelang
4.1.01. | TPA/TPST/SPA 0 2 TPA/TPST/SPA  yang | pengawasan
0013 dibangun ton/hari | pekerjaan
dari 150 ton/hari, 2. | Pembangunan
Pensertifikatan TPA | Pagar TPA
Piyungan dan TPA | Piyungan 2. Sisa
Transisi : Paket dari 1 | penunjang
Paket3. Pekerjaan | pekerjaan
Pembangunan  Pagar | Pensertifikatan3.
Pengaman di TPA | Sisa penunjang
Piyungan : Paket dari 1 | pekerjaan
Paket pembanghunan
pagar TPA
Piyungan
1.03.0 Operasi dan | 250.000.000 58,34 58,34 0 144.136.700 57,65 143.034.444 | 57,21 0,44 1.  Jumlah  Sistem
6.1.01. | Pemeliharaan Drainase Perkotaan
0010 Sistem Drainase yang Beroperasi dan
Perkotaan Terpelihara (DPA SIPD)
2 Sistem Drainase
Perkotaan  dari 2
Sistem Drainase
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Perkotaan, 2.
Pemeliharaan Saluran
Drainase di MM UGM
dan di Desa
Ngestiharjo, Kasihan,
Bantul : 2 Sistem
Drainase Perkotaan
dari 2 Sistem Drainase
Perkotaan
1.03.0 Pembinaan dan | 250.000.000 53,07 50,42 2,65 110.845.500 44,34 81.291.085 32,52 11,82 1. Jumlah | Efisiensi :
8.1.01. | Pengawasan Kabupaten/Kota yang | 1. Seminar kit : Rp.
0018 Pembangunan mendapatkan 13.000.000
Bangunan Pembinaan dan | 2. Makan Minum :
Gedung Negara Pengawasan Rp.4.260.000
kepada Pembangunan 3. Narasumber : Rp.
Pemerintah Bangunan Gedung | 1.800.000
Kabupaten/Kota Negara : 5
Kabupaten/Kota dari 5
Kabupaten/Kota, 2.
Penyusunan
rekomendasi teknis
biaya  pembangunan
bangunan gedung
negara : 0 dokumen
dari 1 dokumen
3. Pendampingan
pelaksanaan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
penyelenggaraan
bangunan gedung
negara : 0 Dokumen
dari 1 Dokumen
4. Penyebarluasan
informasi peraturan
bangunan gedung : 0
Paket dari 1 Paket
1.03.1 Pemeliharaan 4.461.813.905 46,58 46,58 1.814.923.771 40,68 1.695.174.54 | 37,99 2,69 1. Jumlah Jembatan | Sisalelang
0.1.01. | RutinJembatan 1 yang Dipelihara Secara
0026 Rutin (DPA SIPD) : 119

Jembatan dari 255
Jembatan, 2.
Pemeliharaan Rutin
Jembatan di Kabupaten
Bantul : 28 Jembatan
dari 60 Jembatan
3. Pemeliharaan Rutin
Jembatan di Kabupaten

Kulon Progo : 36
Jembatan  dari 77
Jembatan

4. Pemeliharaan Rutin
Jembatan di Kabupaten
Gunungkidul : 28
Jembatan  dari 59
Jembatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

11-124

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

5. Pemeliharaan Rutin
Jembatan di Kabupaten
Sleman : 28 Jembatan
dari 59  Jembatan
6. Pemeliharaan
Berkala Jembatan
Karangsemut dan
Jembatan Pesing : 0
Jembatan dari 2
Jembatan
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OoPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
1.03.1 Rehabilitasi Jalan | 46.939.399.00 30,15 30,15 12.731.589.500 | 27,12 11.829.641.2 | 25,2 1,92 1. Panjang Jalan yang | Penambahan
0.1.01. 0 35 Direhabilitasi (DPA | Penanganan
0030 SIPD) : 0 km dari 7.075 | Yogyakarta

km, 2. Peningkatan
Jalan Ruas Imogiri-
Dodogan : 0 km dari
1.275 km
3. Peningkatan Jalan
Ruas Sentolo-Brosot : 0
km dari 115 km
4. Rehabilitasi Jalan

Ruas Yogyakarta-
Kaliurang : 0 km dari
1.65 km
5. Rehabilitasi Jalan
Ruas Demakijo-
Kebonagung 1 : 0 km
dari 1.5 km

6. Rehabilitasi Jalan
Ruas Klangon-Tempel :
0 km dari 1.5 km
7. Dokumen
Lingkungan
Rehabilitasi Jalan Ruas
Yogyakarta-Kaliurang :
0 dokumen dari 1
dokumen

8. Dokumen

Pakem (1,1 KM)
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Lingkungan
Peningkatan Jalan Ruas
Sentolo-Brosot : 0
dokumen dari 1
dokumen
9. Dokumen
Lingkungan
Peningkatan Jalan Ruas
Tegalsari-Klepu : 0
dokumen dari 1
dokumen
1.03.1 Rekonstruksi 2.000.000.000 1 1 0 0 0 1. Panjang Jalan yang
0.1.01. | Jalan Direkonstruksi ~ (DPA
0031 SIPD) : 0 km dari 0.35

km, 2. Rekonstruksi
Jalan Ruas Wonosari-
Karangmojo : 0 km dari
0.35 km
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OoPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
1.03.1 Pemeliharaan 26.985.035.00 54,35 54,35 12.842.436.000 | 47,59 11.632.980.1 | 43,11 4,48 1. Panjang Jalan yang | Sisa Lelang
0.1.01. | Rutin Jalan 0 41 Dipelihara Secara Rutin
0033 (DPA SIPD) : 350.973

Km dari 674.58 Km, 2.
Pemeliharaan Rutin
Jalan di Kabupaten
Bantul : 80.062 Km dari
152.68 Km
3. Pemeliharaan Rutin
Jalan di Kabupaten
Kulon Progo : 77.796
Km dari 154.44 Km
4. Pemeliharaan Rutin
Jalan di Kabupaten
Gunungkidul : 125.073
Km dari 2449 Km
5. Pemeliharaan Rutin
Jalan di Kabupaten
Sleman : 68.043 Km
dari 122.55 Km
6. Operasional
Underpass Kulur : 0
Tahun dari 1 Tahun
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
1.03.1 Penyusunan 250.000.000 8,6 8,6 11.205.000 4,48 10.518.747 4,21 0,27 1. Jumlah Dokumen | Pengurangan DED
0.1.01. Rencana, Rencana, Kebijakan, | Yogyakarta -
0041 Kebijakan, Strategi dan Teknis | Pulowatu,
Strategi dan Pengembangan Penambahan DED
Teknis Jaringan Jalan serta | Tegalsari - Klepu
Pengembangan Perencanaan  Teknis
Jaringan  Jalan Penyelenggaraan Jalan
serta dan Jembatan yang
Perencanaan Disusun (DPA SIPD) :
Teknis 21 dokumen dari 57
Penyelenggaraan dokumen, 2.
Jalan dan Rekomendasi  Teknis
Jembatan Pemanfaatan  Bagian-
Bagian Jalan : 21
dokumen  dari 56
dokumen
3. DED Peningkatan
Jalan Ruas Yogyakarta-
Pulowatu : 0 dokumen
dari 1 dokumen
1.03.1 Survey  Kondisi | 800.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1. Panjang | Penambahan Leger
0.1.01. | Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan  yang | Denggung -
0043 Disurvey  Kondisinya | Wonorejo (2,5 km)
(DPA SIPD) : 0 Km dari
674.58 Km, 2. Survei
Kondisi Jalan Tahun
2024 : 0 Km dari
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Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

674.58 Km
3. Survei Kondisi
Jembatan Tahun 2024 :
0 Jembatan dari 255
Jembatan

1.03.1
3.5.02.
0001

Pemanfaatan
Ruang
Ruang Strategis
Sumbu Filosofis

Satuan

2.000.000.000

29,67

29,67

442.940.000

22,15

393.342.920

19,67

2,48

1. Jumlah Dokumen
Pemanfaatan Ruang
Satuan Ruang Strategis
Filosofis
Pemanfaatan Ruang
Satuan Ruang Strategis
Sumbu : dokumen dari
3 dokumen, 2.
Pengelolaan dan
Pemeliharaan  Toilet
Titik Nol : Tahun dari 1
Tahun3. Penyusunan
Materi Teknis Konten
di  Jogja Planning
Gallery : dokumen dari
1 dokumen4. Kajian
Rumah Susun dengan
Konsep Gaya
Tradisional Jawa
Dokumen dari 1
Dokumen

Sumbu
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
1.03.1 Pemanfaatan 2.615.000.000 11,4 7,56 3,84 98.398.000 3,76 35.342.502 1,35 2,41 1. Jumlah Dokumen | Penyesuaian BNBA
3.5.02. | Ruang Satuan Pemanfatan Ruang | Dais pada
0002 Ruang Strategis Satuan Ruang Strategis | Perubahan 1,
Pantai Selatan Pantai Selatan (DPA | belanja barang
SIPD) : 0 Dokumen dari | jasa dan belanja
4 Dokumen, 2. Proses | modal menjadi
Pensertifikatan Tanah | belanja hibah
JJLS : 0 Ls dari 1 Ls | dengan jumlah
3. Dokumen | pagu tetap (Rp.
Perencanaan 650.000.000,00)
Pengadaan Tanah
Segmen Legundi - | Penunjang DDPT
Gesing : 0 Dokumen | Legundi-Gesing
dari 1 Dokumen | dan Dokling
4. Dokumen | Legundi-Gesing
Lingkungan Segmen | akan dihapuskan
Legundi - Gesing : 0 | dalam BA
Dokumen dari 1 | Perubahan 1
Dokumen Danais,Usulan baru
5. Konstruksi | yang akan
Pengeboran Eksplorasi | dicantumkan
Air Tanah Dan | dalam BA
Pembuatan Sumur | Perubahan Danais
Resapan Konservasi Di | Tahap 1 (Paket
Kalurahan Giritirto, | Rehabilitasi Ruas
Purwosari, Kab. | Jalan Srandakan-
Gunungkidul (Dais) : 0 | Poncosari-
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target | Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
titik dari 1 titik Pandansimo)
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
1.03.1 Pemanfaatan 77.143.668.00 | 33,48 32,48 20.951.386.400 | 27,16 19.770.123.8 | 25,63 1,53 1. Jumlah Dokumen | - Sisa  Lelang
3.5.02. | Ruang Satuan | 0 52 Pemanfatan Ruang | Penyusunan SED
0003 Ruang Strategis Satuan Ruang Strategis | Geologi
Karst Gunung Karst Gunung Sewu | Lingkungan Air
Sewu (DPA  SIPD) : 0 | Tanah Di
Dokumen dari 5 | Kalurahan
Dokumen, 2. | Hargomulyo,
Pembangunan Jalan | Gedangsari,
Pengganti Ruas | Gunungkidul (Dais)
Hargomulyo - Rp  152.650
Watugajah : 0 Km dari | - Penyesuaian
2.5 Km | BNBA Dais (1
3. Pensertifikatan Jalan | lokasi) pada
Pengganti Ruas | Perubahan 1,
Hargomulyo - | dengan jumlah
Watugajah : 0 Bidang | pagu tetap (Rp.
dari 110 Bidang | 650.000.000,00)

4. Pembangunan
Bangunan  Pelengkap
Ruas Jalan Tawang -
Ngalang Segmen 2 dan
3: 0 Paket dari 1 Paket
5. Konstruksi
Pengeboran Eksplorasi
Air Tanah dan
Pembuatan Sumur
Resapan Konservasi di
Kab. Gunungkidul

Usulan baru yang
akan dicantumkan
dalam BA
Perubahan Danais
Tahap 1 (Paket
Pembangunan
Jembatan
Banyusoco)
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

(Penerima Hibah a.n.
LPMK GIRITIRTO
(GIRITIRTO,
PURWOSARI,
GUNUNGKIDUL) 1 unit
sumur bor dan 10 unit
sumur resapan, LPMK
REJOSARI  (REJOSARI,
SEMIN,
GUNUNGKIDUL) 3 unit
sumur bor dan 30 unit
sumur resapan, LPMK
HARGOMULYO
(HARGOMULYO,
GEDANGSAR],
GUNUNGKIDUL) 2 unit
sumur bor dan 20 unit
sumur resapan) : 0 titik
dari 6 titik
6. Konstruksi
Pengeboran Eksplorasi
Air Tanah dan
Pembuatan Sumur
Resapan Konservasi di
Kab. Bantul (Penerima
Hibah an. LPMK
MUNTUK  (MUNTUK,
DLINGO, BANTUL) 1
unit sumur bor dan 10
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
unit sumur resapan) : 0
titik dari 1 titik
1.03.1 Pemanfaatan 1.250.000.000 46,3 38,6 7,7 376.294.000 30,1 2.809.684 0,22 29,88 1. Jumlah Dokumen
3.5.02. | Ruang Satuan Pemanfaatan Ruang
0004 Ruang Strategis Satuan Ruang Strategis
Perbukitan Perbukitan =~ Menoreh
Menoreh (DPA SIPD) : dokumen
dari 1 dokumen, 2.
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Penyusunan SED
Geologi Lingkungan Air
Tanah Di Kawasan SRS
Perbukitan Menoreh :
dokumen dari 1
dokumen
1.03.1 Pemanfaatan 20.002.360.10 28,2 28,2 3.926.220.050 19,63 3.539.395.06 | 17,69 1,94 1. Jumlah Dokumen
3.5.02. | Ruang Satuan | 0 9 Pemanfatan Ruang
0006 Ruang Strategis Satuan Ruang Strategis
Kawasan Candi Kawasan Candi
Prambanan- Prambanan-Candi  ljo
Candi ljo (DPA  SIPD) : 0
Dokumen dari 1
Dokumen, 2.
Pembangunan Jalan
Ruas Prambanan-
Gayamharjo Segmen B6
: 0 Km dari 0.4 Km
Pendataan dan | 38.000.000 8 8 1.275.000 3,36 1.274.325 3,35 0,01 1. Jumlah Dokumen
Verifikasi Calon Data Bakal Calon
Penerima Rumah Penerima Rumah bagi
bagi Korban Korban Bencana
Bencana Provinsi Provinsi yang
1.04.0 Terverifikasi
2.1.01. dokumen dari 1
0010 dokumen
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OoPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
1. Jumlah Dokumen
Identifikasi Data Rumah di Lokasi
1.04.0 Perumahan di Rawan Bencana
2.1.01. | Lokasi Rawan Provinsi : dokumen
0011 Bencana Provinsi | 75.000.000 6 6 400 0,53 399,998 0,53 0 dari 1 dokumen
1. Jumlah Rumah bagi
Korban Bencana
Provinsi yang
1.04.0 Pembangunan Terbangun :  unit
2.1.03. | Rumah bagi rumah dari 3 unit
0004 Korban Bencana 350.000.000 11 11 5.242.500 1,5 5.197.923 1,49 0,01 rumah
1. Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi
1.04.0 Penyelenggaraan Penyelenggaraan
3.1.01. Kawasan Kawasan Permukiman :
0017 Permukiman 100.000.000 47 47 40.460.000 40,46 37.374.908 37,37 3,09 Laporan dari 1 Laporan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
1. Konstruksi
Peningkatan  Kualitas
(PK) RTLH di Kab.
Gunungkidul : 0 unit
rumah dari 77 unit
rumah, 2. Konstruksi
Peningkatan  Kualitas
(PK) RTLH di Kab.
Kulon Progo : 0 unit
rumah dari 104 unit
rumah3. Konstruksi
Peningkatan  Kualitas
(PK) RTLH di Kab.
Sleman : 0 unit rumah
dari 133 unit rumah4.
Konstruksi
Peningkatan  Kualitas
Perbaikan (PK) RTLH di Kab.
Rumah Tidak Ban.tul : 0 u.mt rumah
Layak Huni dari 217 unit rumah5.
Konstruksi
dalam Kawasan ; .
Permukiman Peningkatan  Kualitas
v L 1 (g i o
(Sepull.lh) Ha. rumah dari 133 unit
1.04.0 sampai dengan di )
3.1.02. | Bawah 15 (Lima | 17.430.000.00 4.014.506.72 rumah6.  Konstruksi
0003 | Belas) Ha 0 2593 | 2593 4317.522.500 | 24,77 |0 23,03 | 1,74 Pembangunan — Baru
(PB) RLH di Kab.
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Gunungkidul : 21 unit
rumah dari 30 unit
rumah?7. Konstruksi
Pembangunan Baru
(PB) RLH di Kab. Kulon
Progo : 17 unit rumah
dari 24 unit rumah8.
Konstruksi
Pembangunan Baru
(PB) RLH di Kab.
Sleman : 3 unit rumah
dari 7 unit rumah9.
Konstruksi
Pembangunan Baru
(PB) RLH di Kab.
Bantul : 11 unit rumah
dari 19 unit rumah10.
Konstruksi
Pembangunan Baru
(PB) RLH di Kota
Yogyakarta : 3 unit
rumah dari 3 unit
rumah

1.04.0
5.1.01.
0001

Perencanaan
Penyediaan PSU
Permukiman

200.000.000

182

0,09

0,09

1. Jumlah Dokumen
Perencanaan
Penyediaan PSU
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OoPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Permukiman (DPA
SIPD) : Dokumen dari 1
Dokumen, 2.
Perencanaan
Penyediaan PSU
Permukiman :
Dokumen dari 1
Dokumen
1. Jumlah Lokasi
Permukiman yang
Disediakan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas
Umum yang Menunjang
Fungsi Permukiman
(DPA SIPD) : 90 Lokasi
dari 549 Lokasi, 2.
Bantuan PSU Kota
Penyediaan Yogyaka!rta :.14 lokasi
3 Lokasi dari 14 Lokasi
Prasarana,
3. Bantuan PSU Kab.
Sarana, dan Kulon P . 54 lokasi
Utilitas Umum di ulon Frogo ! (_) ast
. 12 Lokasi dari 54
Permukiman .
Lokasi
untuk
1.04.0 Menunjang 4. Bantuan PSU Kab.
5.1.01. | Fungsi 78.481.200.00 20.383.405.5 fa]f(‘“ﬂ :(120_5218]5‘3?]:(2‘%
0002 | Permukiman 0 30,17 | 30 0,17 22.854.764.000 | 29,12 | 30 2597 | 3,15 okast dart okast
5. Bantuan PSU Kab.
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Gunungkidul : 111
lokasi : 22 Lokasi dari
111 Lokasi
6. Bantuan PSU Kab.
Sleman : 152 lokasi : 26
Lokasi dari 152 Lokasi
7. Bantuan PSU DIY : 7
lokasi : 0 Lokasi dari 7
Lokasi

8. Bantuan PSU Sistem
Distribusi Air Bersih : 6
lokasi : 3 Lokasi dari 6
Lokasi

2.22.0
8.5.06.
0001

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Budaya

9.312.500.000

12,04

12,04

418.175.000

4,49

417.402.738

4,48

0,01

1. Monitoring dan
Evaluasi BKK
Arsitektur Khas
Yogyakarta : dokumen
dari 1 dokumen, 2.
Penanganan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Pengurangan
Kemiskinan :

untuk

Kalurahan dari 2
Kalurahan
3. Verifikasi

Pembangunan Baru

berdasarkan
redesain DAIS |
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target | Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Rumah Layak Huni
Arsitektur Khas
Yogyakarta 1
dokumen dari 1
dokumen
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

2.22.0
8.5.08.
0001

Pengembangan
Lumbung
Mataraman

11.410.000.00

0

Doku
yang diff

18,52

imen ini
erbitkar

17,92

ditandata
) oleh Bald

0,6

ngani sed
i Sertikas

1.924.492.600

11-143

ara elektroni
5/ Elektronik

16,87

meng
BSrE) A

1.298.652.67
4

gunakan se
Badan Sibe

11,38

(tifikat 4
dan S4

5,49

lektronik
andi Nega

1. Jumlah Laporan Hasil
Pengembangan
Lumbung Mataraman :
0 laporan dari 2
laporan

a

pengurangan
-Earmark (Danais,
DBHCHT, DID,
DAK)
Rp.41.639.000
-Pengawasan
Teknik
Peningkatan
Saluran Irigasi
Kalurahan
Kebonagung,
Imogiri, Bantul (1
lokasi
irigasi
tersier)
Rp.4.856.000,00
-Pengawasan
Teknik
Peningkatan
Saluran
Wilayah
Gunungkidul Barat
LPMK Bunder (1
lokasi saluran
irigasi tersier)
Rp.5.784.000,00
-Pengawasan
Teknik
Peningkatan
Saluran
Wilayah
Gunungkidul Barat
LPMK  Siraman(1
lokasi saluran
irigasi tersier)
Rp.5.784.000,00
LPMK
Tirtomartani,
Tirtomartani,

saluran

Irigasi

Irigasi




OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
3.29.0 Pengumpulan 250.000.000 19 19 1.275.000 0,51 1.264.845 0,51 0 1. Penyusunan Review | sisalelang
2.1.01. | dan Pengolahan Neraca Air Tanah CAT
0001 Data Zona Yogyakarta - Sleman :
Konservasi  Air dokumen dari 1
Tanah pada dokumen
Cekungan Air
Tanah
3.29.0 Pengendalian 50.000.000 51,2 51,2 23.357.000 46,71 22.920.970 45,84 0,87 1. Pembinaan Kepada | "Efisiensi Mamin
2.1.01. | dan Pengawasan Pelaku  Pengusahaan | rapat Efisiensi
0003 Pemanfaatan Air Tanah : laporan | SPPD"
Zona Konservasi dari 1 laporan, 2.
Air Tanah pada Monitoring dan
Cekungan Air Evaluasi Fluktuasi
Tanah Muka Air Tanah
laporan dari 1
laporan3. Pengendalian
Pemanfaatan Zona
Konservasi Air Tanah :
laporan dari 1 laporan
3.29.0 Pengumpulan 132.188.600 399 39,9 52.458.000 39,68 52.431.158 39,66 0,02 1. Jumlah Dokumen | Pengurangan
2.1.03. | dan Pengolahan Data dan Informasi | belanja perjalanan
0001 Data dan Nilai Perolehan Air | dinas biasa dan
Informasi  Nilai Tanah dalam Daerah | perjalanan dinas
Perolehan  Air Provinsi yang | tetap
Tanah Terkumpul (DPA SIPD)
Dokumen dari 1
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Dokumen, 2.
Pengumpulan dan
Pengolahan Data
Volume Air Tanah
untuk  Penghitungan
Nilai Perolehan Air
Tanah : Dokumen dari
1 Dokumen
3.29.0 Penghitungan, 20.000.000 11 11 1.850.000 9,25 1.846.263 9,23 0,02 1. Penetapan Nilai
2.1.03. | Perumusan dan Perolehan Air Tanah :
0002 Penetapan Nilai laporan dari 1 laporan
Perolehan Air
Tanah
3.29.0 Pengendalian 152.571.400 42,2 42,2 64.025.000 41,96 63.769.761 41,8 0,16 1. Jumlah Laporan Hasil | Pengurangan
2.1.03. | dan Pengawasan Pengendalian dan | belanja mamin
0003 Pemanfaatan Air Pengawasan rapat, perjalanan
Tanah Implementasi Nilai | dinas biasa, dan
Perolehan Air Tanah | sisa pembayaran
dalam Daerah Provinsi | tenaga ahli
(DPA SIPD) : Laporan | Pengelolaan
dari 1 Laporan, 2. | Aplikasi SIPATA
Pengawasan
Pemanfaatan Air Tanah
Laporan dari 1
Laporan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
3.29.0 Pengendalian 175.453.000 32,8 32,8 57.266.500 32,64 53.278.091 30,37 2,27 1. Jumlah Laporan Hasil | Pengurangan sisa
3.1.01. | dan Pengawasan Pengendalian kontrak
0003 Pemanfaatan Pemanfaatan Wilayah | Identifikasi ~ PETI
Wilayah Izin Izin Usaha | Bantul dan Kulon
Usaha Pertambangan Mineral | Progo
Pertambangan Bukan Logam, Mineral
Mineral  Bukan Bukan Logam Jenis
Logam dan Tertentu dan Batuan
Batuan dalam 1 dalam 1 (Satu) Daerah
(satu) Daerah Provinsi atau Wilayah
Provinsi dan Laut sampai dengan 12
Wilayah Laut Mil (DPA SIPD)
sampai dengan Laporan dari 1
12 Mil Laporan, 2.
Pengawasan dan
Pengendalian
Pemanfaatan Wilayah
Izin Usaha
Pertambangan di DIY :
Laporan dari 1 Laporan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
3.29.0 Penyusunan 376.422.600 21,2 21,2 10.718.600 2,85 10.695.573 2,84 0,01 1. Rekomendasi | Efisiensi Mamin
3.1.03. | Rekomendasi Teknis/Persetujuan rapat
0003 Perizinan dan Izin Usaha | Efisiensi SPPD
Informasi  Izin Pertambangan : 0 | Sisalelang
Usaha laporan dari 1 laporan,
Pertambangan 2. Penyusunan Naskah
Mineral  Bukan Akademik Rancangan
Logam dan Perubahan Perda
Batuan dalam tentang  Pengelolaan
rangka usaha Pertambangan
Penanaman Mineral Logam, Mineral
Modal Dalam Bukan Logam, Mineral
Negeri pada bukan logam jenis
Wilayah Izin tertentu, dan Batuan : 0
Usaha dokumen dari 1
Pertambangan dokumen
Daerah yang 3. Penyusunan Review
Berada dalam 1 Blue Print
(satu) Daerah Pengembangan dan
Provinsi pemberdayaan
termasuk Masyarakat Sekitar
Wilayah Laut Tambang di DIY : 0
sampai dengan dokumen dari 1
12 Mil Laut dokumen
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)

3.29.0 Pengendalian 253.140.000 37,5 37,5 90.247.500 35,65 90.231.082 35,64 0,01 1. Jumlah Laporan Hasil

3.1.03. | dan Pengawasan Pembinaan

0004 Pelaksanaan Pelaksanaan Perizinan
Perizinan Usaha Usaha Pertambangan
Pertambangan Mineral Bukan Logam
Mineral  Bukan dalam Rangka
Logam dan Penanaman Modal
Batuan dalam Dalam Negeri pada
rangka Wilayah Izin Usaha
Penanaman Pertambangan Daerah
Modal Dalam yang Berada dalam 1
Negeri pada (Satu) Daerah Provinsi
Wilayah Izin Termasuk Wilayah
Usaha Laut sampai dengan 12
Pertambangan Mil Laut (DPA SIPD) :
Daerah yang Laporan dari 1
Berada dalam 1 Laporan, 2.
(satu) Daerah Pengawasan dan
Provinsi Pengendalian Usaha
termasuk Pertambangan sesuai
Wilayah Laut Kaidah Pertambangan
sampai dengan yang Baik : Laporan
12 Mil Laut dari 1 Laporan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
3.29.0 Penyusunan dan | 114.390.000 13,4 13,4 13.625.000 11,91 13.578.648 11,87 0,04 1. Pembinaan | Efisiensi Mamin
3.1.04. | Perumusan Pelaksanaan Usaha | rapat
0003 Rekomendasi Pertambangan Mineral | Rasionalisasi
Perizinan dan Logam, Mineral Bukan | Pekerjaan Jasa
Informasi Izin Logam, Mineral bukan | Konsultansi
Pertambangan logam jenis tertentu,
Rakyat untuk dan Batuan : 0 laporan
Komoditas dari 1 laporan, 2.
Mineral Logam, Penyusunan Penetapan
Batubara, Harga Patokan
Mineral = Bukan Penjualan Mineral
Logam, dan Bukan Logam dan
Batuan dalam Batuan : 0 dokumen
Wilayah dari 1 dokumen
Pertambangan
Rakyat
3.29.0 Pengendalian 30.000.000 51,99 51,99 15.292.000 50,97 15.288.290 50,96 0,01 1. Jumlah Laporan Hasil | Pengurangan
3.1.07. | dan Pengawasan Pengendalian dan | belanja mamin
0003 Pelaksanaan Pengawasan rapat dan
Harga  Patokan Pelaksanaan Harga | perjalanan dinas
Mineral Bukan Patokan Mineral Bukan | biasa
Logam dan Logam (DPA SIPD)
Batuan Laporan dari 1
Laporan, 2.
Pengawasan dan
Pengendalian
Pelaksanaan Harga
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Patokan Mineral Bukan
Logam dan Batuan
Laporan dari 1 Laporan
3.29.0 Pembinaan dan | 140.000.000 77,77 77,77 108.701.891 77,64 108.681.469 77,63 0,01 1. Jumlah laporan | Pengurangan sisa
5.1.07. | pengawasan pelaksanaan pembelian barang
0002 aneka EBT pembinaan dan | pemeliharaan rutin
(kapasitas pengawasan aneka EBT | PLTMH, PLTS, dan
terpasang, (kapasitas terpasang, | PLTH
investasi) di investasi) di daerah
daerah (DPA SIPD) : Laporan
dari 1 Laporan, 2.
Pengawasan dan
Pengendalian  Energi
Baru Terbarukan
Laporan dari 1 Laporan
3.29.0 Pelaksanaan 241.390.700 37,6 37,6 75.088.700 31,11 74.810.019 30,99 0,12 1. Jumlah hasil kegiatan | Rasionalisasi
5.1.07. | kegiatan pemanfaatan aneka | pengadaan  ATK,
0007 pemanfaatan EBT : unit dari 1 unit, 2. | rapat dan
aneka EBT Pembinaan, Evaluasi | perjalanan dinas,
dan Rekomendasi | sisalelang
Pelaksanaan
Konservasi Energi dan
Energi Baru
Terbarukan : laporan
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

dari 1 laporan
3. Pemeliharaan
Pembangkit Listrik
Energi Baru
Terbarukan : paket dari
1 paket

3.29.0
6.1.02.
0001

Penetapan
Prosedur dan
Persyaratan Izin
Operasi yang
Fasilitas
Instalasinya
dalam Daerah
Provinsi

260.000.000

35,98

35,8

31.353.000

12,06

31.176.785

11,99

0,07

1. Jumlah Prosedur dan
Persyaratan Izin
Operasi yang Fasilitas
Instalasinya dalam
Daerah Provinsi yang
Ditetapkan : 0
dokumen dari 3
dokumen, 2.
Rekomendasi  teknis
ljin Ketenagalistrikan
di 4 Kabupaten dan 1
Kota : 0 laporan dari 1
laporan3. Pembinaan
Pelaksanaan Perijinan
Ketenagalistrikan di 4
Kabupaten dan 1 Kota :
0 laporan dari 1
laporan4. Penyusunan
Materi Teknis Rencana
Umum
Ketenagalistrikan

Rasionalisasi
pengadaan  ATK,
rapat dan
perjalanan dinas,
sisa lelang
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Daerah  DIY
dokumen dari 1
dokumen
3.29.0 Pengendalian 92.190.000 34,8 34,8 31.243.150 33,89 31.223.483 33,87 0,02 1. Jumlah Laporan Hasil | Pengurangan
6.1.02. | dan Pengawasan Pengendalian dan | belanja perjalanan
0003 Pelaksanaan Pengawasan dinas biasa
Perizinan Pelaksanaan Perizinan
Operasi yang Operasi yang Fasilitas
Fasilitas Instalasinya dalam
Instalasinya Daerah Provinsi (DPA
dalam Daerah SIPD) : Laporan dari 1
Provinsi Laporan, 2.
Pengawasan dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Penyediaan Tenaga
Listrik untuk
Kepentingan Sendiri :
Laporan dari 1 Laporan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
3.29.0 Pembangunan 510.900.000 45 40,1 4,9 55.140.000 10,79 848,334 0,17 10,62 1. Jumlah Sarana yang | Rasionalisasi
6.1.06. | Sarana Terbangun dalam | bantuan
0006 Penyediaan Penyediaan Tenaga | pemasangan
Tenaga  Listrik Listrik Belum | instalasi dan
Belum Berkembang, Daerah | sambungan listrik
Berkembang, Terpencil dan | rumah tangga, sisa
Daerah Terpencil Perdesaan : 0 unit dari | lelang, rasionalisasi
dan Perdesaan 143 unit, 2. | pendukung dan
Penyusunan Kajian | pengawasan
Updating Data Rumah | pemasangan SR
Tangga Miskin Belum | listrik
Berlistrik : 0 dokumen
dari 1 dokumen
3. Pengadaan Instalasi
dan Sambungan Listrik
Rumah Tangga : 0 unit
dari 143 unit
BIRO 2.22.0 Peningkatan 96.896.000 90,22 90,22 0 87.418.000 90,22 85.697.500 88,44 1,78 1. Jumlah Laporan | Penambahan 4
BERMAS 8.5.09. | Kapasitas SDM Peningkatan Kapasitas | aktivitas:
0020 dan SDM dan Kelembagaan | 1. Ekspose
Kelembagaan Desa : Laporan dari 1 | Pemutakhiran IDM
Desa Laporan dan Sosialisasi
2. Fasilitasi Reformasi | Indeks Desa
Pemberdayaan 2. Sosialisasi
Masyarakat Kalurahan : | RPMKal kepada
Kabupaten dari 4 | Tenaga
Pendamping
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Kabupaten Profesional
3. Bimtek SINKAL
untuk 392
Kalurahan
4. Pembinaan
POK]JA RPMKal DIY
4.01.0 Koordinasi dan | 3.451.668.050 62,52 62,52 2.158.005.150 62,52 2.005.269.15 | 58,1 4,42 1. Jumlah Dokumen | -Penyesuaian
4.1.03. | Sinkronisasi 0 Hasil Koordinasi dan | BNBA  penerima
0002 Kebijakan Sinkronisasi Kebijakan | Hibah LPMK pada

Kesejahteraan
Rakyat  Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk  dan
Keluarga
Berencana,
Administrasi
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa,

Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana,
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi dan
Tenaga Kerja
Dokumen dari 15
Dokumen

Lokasi TMMD di 2
Lokasi

-Penambahan

lokasi Hibah LPMK
pada Lokasi TMMD
Tahap 4 sebanyak
5 Lokasi
(Data dukung Surat
Kodam &
Kemendagri)

5 Lokasi @Rp.
75.000.000,-

-Penambahan
Aktivitas  berupa
Rakor TMMD
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Transmigrasi Tahap 4 dengan
dan Tenaga Kerja anggaran Rp.
5.640.000,-
DPAD 2.22.0 Pengelolaan 2.794.062.650 34,18 34,18 917.838.700 32,85 799.377.181 | 28,61 4,24 1. Jumlah Arsip Bernilai | Penyesuaian
8.5.02. | Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan | pelaksanaan
0002 Sejarah Kadipaten (DPA SIPD) : | kegiatan (Danais).
Kasultanan dan 0 dokumen dari 34300
Kadipaten dokumen
2.22.0 Pengelolaan 1.704.108.600 29,47 29,47 502.215.975 29,47 502.212.675 29,47 0 1. Jumlah Koleksi dan | Penyesuaian
8.5.02. | Koleksi dan Pengembangan Literasi | pelaksanaan
0003 Pengembangan Budaya (DPA SIPD) : | kegiatan (Danais).
Literasi Budaya 4999 unit dari 112000
unit
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
DINKES 1.02.0 Pengelolaan 980.515.350 22,54 22,54 191.829.850 19,56 176.069.650 | 17,96 1,6 1. Jumlah Dokumen | Merubah
2.1.02. | Pelayanan Hasil Pengelolaan | pengembangan
0003 Kesehatan  Ibu Pelayanan Kesehatan | simundu menjadi
dan Anak Ibu dan Anak (DPA | kegiatan imunisasi.
SIPD) / Anggaran DAK | Rasionalisasi tahap
Nonfisik 62,44%, PAD | 1 AMP dan Audit
17,73 % DAN DBHCHT | KIPI:
19,83% : Dokumen dari | - -
6 Dokumen 5.1.02.01.01.0052 :
4080000
- 5.1.02.02.01.0003
8000000
- 5.1.02.04.01.0001
3400000
- 5.1.02.04.01.0003
:5.400.000
[1-156

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

1.02.0
2.1.02.
0006

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan  Gizi
Masyarakat

238.928.500

11,62

11,62

27.378.000

11,46

25.123.000

10,51

0,95

1. Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Gizi Masyarakat (DPA
SIPD) : Dokumen dari 3
Dokumen

1.Aktivitas DAK NF
Evaluasi lintas
sektor berubah
dari fullboard ke
fullday dengan
penambahan
jumlah peserta.
2.Rasionalisasi
tahap 1 Penguatan
program gizi:
- 5.1.02.01.01.0024
130.000
- 5.1.02.01.01.0025
160.000
- 5.1.02.01.01.0026
: 45.500
- 5.1.02.01.01.0052
2.040.000
- 5.1.02.02.01.0003
9.200.000
- 5.1.02.04.01.0001
3.200.000
3. tambahan
DBHCHT
Percepatan
Penanggulangan
Stunting  dengan
penguatan

untuk
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Pelayanan
Kesehatan = Anak
Terintegrasi
(PKAT) di Kab.
Gunungkidul,
Bantul, dan Kulon
Progo
BAPELJAM | 1.02.0 Pengelolaan 54.305.352.57 | 47,93 47,93 21.793.916.000 | 40,13 16.996.481.6 | 31,3 8,83 1. Jumlah Dokumen | Rasionalisasi
KESOS 2.1.02. | Jaminan 6 90 Hasil Pengelolaan | mengurangi
0016 Kesehatan Jaminan Kesehatan | - Belanja kontribusi
Masyarakat Masyarakat (DPA SIPD) | iur PBI JK

: 2.9 Dokumen dari 6
Dokumen

5.1.02.02.02.0002
= Rp.1.662.310.000
- Belanja
pembayaran klaim
penganyya/buffer
5.1.02.02.02.0009
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

=Rp.5.190.280.962

BAPELKES

1.02.0
1.1.10.
0001

Pelayanan  dan
Penunjang
Pelayanan BLUD

4.053.200.000

46,08

46,08

1.867.382.000

46,07

1.833.434.03
7

45,23

0,84

1. Jumlah BLUD yang
Menyediakan
Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan :
1 Unit Kerja dari 1 Unit
Kerja

Usulan Target
Pendapatan BLUD
bertambah sebesar
1.900.000.000
(Pendapatan
Perubahan menjadi

5.853.200.000)pen
ggunaan SiLPA
pada anggaran
Belanja BLUD
Murni sebesar
100.000.000Renca
na Pengambilan
SiLPA di
Perubahan
sebesar:
946.500.000Penye
rtaan SiLPA 2023
diambil
Perubahan

setelah
pada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

[1-159

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
2024
2.549.335.528
GRHASIA 1.02.0 Peningkatan 20.599.900.00 58,13 58,13 0 11.007.878.279 | 53,44 10.200.727.1 | 49,52 3,92 1. Jumlah BLUD yang | Penggunaan SILPA
1.1.10. | Pelayanan BLUD 0 37 Menyediakan Rumah Sakit Tahun
0001 Pelayanan dan | 2023 untuk
Penunjang Pelayanan : | perbaikan
1 Unit Kerja dari 1 Unit | pelayanan
Kerja
1.03.1 Pemanfaatan 13.352.649.00 | 46,69 44,61 2,08 5.287.919.800 39,6 2.197.004.26 | 16,45 23,15 1. Jumlah Dokumen | Berkurang karena
3.5.02. | Ruang Satuan | 0 0 Pemanfaatan Ruang | penyesuaian harga
0008 Ruang Strategis Satuan Ruang Strategis | kontrak

Merapi

1 Dokumen dari 1

Dokumen

berdasarkan hasil
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
2. Terlaksananya | lelang
Pembangunan Gedung
IGD Baru : 1 Paket dari
1 Paket
1.03.1 Pengadaan 5.984.045.000 52,08 52,08 2.976.079.000 49,73 2.552.513.38 | 42,66 7,07 1. Jumlah Dokumen | 1. Penyesuaian
3.5.04. | Sarana dan 0 Kegiatan = Pengadaan | harga berdasarkan
0001 Prasarana Sarana dan Prasarana | harga pengadaan e-
Pendukung Pendukung katalog
Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiataan | 2. Penambahan
Kegiatan Keistimewaan Urusan | untuk pengadaan
Keistimewaan Tata Ruang : O | ambulance pasien
Urusan Tata Dokumen dari 1 | umum
Ruang Dokumen 3. Perubahan TUK
RESPIRA 1.02.0 Pelayanan dan | 15.662.837.00 | 49,11 49,11 7.164.294.016 45,74 6.023.985.30 | 38,46 7,28 1. Jumlah BLUD yang | Penambahan
1.1.10. | Penunjang 0 5 Menyediakan belanja obat, alkes
0001 Pelayanan BLUD Pelayanan dan | dan pencantuman

Penunjang Pelayanan :
0 Unit Kerja dari 1 Unit
Kerja

SILPA sisa tahun
2023 yang tidak
dipergunakan (Rp
9.268.250.211,11)
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
1.02.0 Pengembangan 26.248.000.00 100 99,83 0,17 26.248.000.000 | 100 24.980.437.0 | 95,17 4,83 1. Jumlah Rumah sakit | rasionalisasi senilai
2.1.01. | Rumah Sakit 0 00 yang ditingkatkan | Rp 960.000.000
0026 sarana, prasarana, alat | dari Uang Ganti
kesehatan dan SDM | Rugi dan Rp
agar sesuai standar | 70.000.000 dari
jenis pelayanan rumah | gugatan PN
sakit berdasarkan kelas
rumah  sakit yang
memenuhi rasio
tempat tidur terhadap
jumlah penduduk
minimal 1:1000
dan/atau dalam rangka
peningkatan kapasitas
pelayanan rumah sakit
: 1 unit dari 1 unit
DINAS 1.06.0 Peningkatan 126654150 86,71 86,71 0 109826900 86,71 89226900 70,45 16,26 Jumlah Lembaga | Anggaran  Hibah
SOSIAL 2.1.02. | Kemampuan Kesejahteraan  Sosial | Komite Disabilitas
0004 Potensi Sumber yang Meningkat | Rp20.000.000,-
Kesejahteraan Kapasitasnya bergeser ke
Sosial Kewenangan Provinsi Program
Kelembagaan Rehabilitasi Sosial,
Masyarakat Sub Kegiatan
Kewenangan Koordinasi dan
Provinsi Sinkronisasi
Pelaksanaan
Bidang Rehabilitasi
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Sosial Dasar
Penyandang
Disabilitas
TerlAntar
1.06.0 Koordinasi dan | 3065000 100 100 3065000 100 2952822 96,34 3,66 Jumlah Dokumen Hasil | Pengalihan dari
4.1.01. | Sinkronisasi Koordinasi dan | hibah komite
0012 Pelaksanaan Fasilitasi Rehabilitasi | disabilitas ke
Bidang Sosial Dasar | operasional
Rehabilitasi Penyandang Disabilitas | FP3HPD
Sosial Dasar TerlAntar
Penyandang
Disabilitas
TerlAntar
1.06.0 Pemberian 500000 40 40 200000 40 200000 40 0 Jumlah Orang yang | Rasionalisasi 1
4.1.02. | Pelayanan Mendapatkan Pengurangan
0010 Penelusuran Pelayanan Penelusuran | belanja perjalanan
Keluarga Keluarga Kewenangan | dinas dalam daerah
Provinsi dalam rangka
penelusuran,
koordinasi,
monitoring,
pendampingan
terkait dengan
kegiatan
penelusuran
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

dalam
(perlu
mengurangi target
TUK dari 5 orang
menjadi 3 orang
yang ditelusuri)

keluarga
daerah

1.06.0
4.1.05.
0004

Penyediaan
Perbekalan
Kesehatan di
dalam Panti

404426400

49,61

49,61

200641400

49,61

199778892

49,4

0,21

Jumlah Orang yang

Mendapatkan

Pemenuhan Kebutuhan
Perbekalan Kesehatan

di dalam
Kewenangan Provinsi

Panti

Rasionalisasi 1
Penundaan Belanja
Modal Alat
Kesehatan
1) Alat
minor

2) InfraRed untuk
Fisioterapi

3) 2 unit Easy
Touch GCU (3 in 1)
4) 2 unit Easy
Touch GCHb (3 in
1

5) Regulator
Oksigen

bedah
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

1.06.0
4.1.05.
0010

Pemulangan ke
Daerah Asal

85468500

48,81

48,81

41719500

48,81

31799500

37,21

Jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
di Luar HIV/AIDS
Kewenangan Provinsi
yang Dipulangkan ke
Daerah Asal

Efisiensi
Komponen :- Sewa
Mobil  Spesifikasi
Avansa sebanyak
10 hari, - Makan
Minum Lapangan
sebanyak 100 Kkali,
dan - Uang Harian
Perjalanan  Dinas
Spesifikasi  Jawa
Tengah sebanyak 5
OH.Penambahan
kegiatan
pemulangan PPKS
Gepeng Psikotik
tahun 2024 berupa
komponen  uang
harian petugas dan
sewa mobil untuk
:- Jawa Timur 5 kali
perjalanan untuk 2
orang pendamping
selama 2
hari/perjalanan-
Jawa Barat 3 Kkali
perjalanan untuk 2
orang pendamping
selama 2
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

hari/perjalananNB:
Komponen sewa
mobil
menggunakan
spesifikasi Innova
untuk
mengakomodasi
harga sewa
dipasaran dengan
tujuan pemulangan
sampai
Jatim/Jabar.Pengaj
uan Tambahan
Anggaran : Rp
19,330,000
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
1.06.0 Fasilitasi 1152808200 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Keluarga | Tambahan
5.1.02. | Bantuan Sosial Penerima Manfaat | Anggaran DBH
0001 Kesejahteraan (KPM) yang | CHT
Keluarga Mendapatkan Bantuan | Rp200.460.000
Sosial  Kesejahteraan
Keluarga Kewenangan
Provinsi
1.06.0 Pengelolaan 807792000 23,91 23,91 193162000 23,91 162760124 20,15 3,76 Jumlah Keluarga yang | Rasionalisasi 2
5.1.02. | Fakir Miskin Mendapatkan Pokir dengan
0002 Lintas Daerah Pengentasan Fakir | status PAW, 4
Kabupaten/Kota Miskin Lintas | Kelompok  KUBE
Kabupaten/Kota Penumbuhan
1.06.0 Penanganan 99377000 48,24 48,24 47927000 48,23 38327000 38,57 9,66 Jumlah Orang yang | Penambahan
6.1.01. | Khusus bagi Mendapatkan anggaran
0004 Kelompok Penanganan 3.000.000  untuk
Rentan Khusus bagi | mengantisipasi
Kelompok Rentan | tren peningkatan
Kewenangan Provinsi kebutuhan
pelayanan
pemulangan orang
terlantar di
trimester akhir
dari  tahun ke
tahun. (12 orang x
250.000)
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
1.06.0 Pelayanan 108000000 50 50 54000000 50 54000000 50 0 Jumlah Korban | mengaktifkan
6.1.01. | Dukungan Bencana yang | kembali piket
0005 Psikososial Mendapatkan Layanan | tagana 2 shif x 2
Dukungan Psikososial | org x 92 hari x
Kewenangan Provinsi @80.000,-
DINAS 1.06.0 Penyediaan 1114250000 41,79 41,79 463000000 41,55 459551150 41,24 0,31 Jumlah Orang yang | Kekurangan
SOSIAL 4.1.01. | Permakanan Mendapatkan penyediaan
(BRTPD) 01 Pemenuhan Kebutuhan | permakanan
Permakanan Sesuai | sejumlah 30 orang
dengan Standar Gizi | untuk 8 hari
Minimal Kewenangan | dengan nilai per
Provinsi hari 25.000
(30x8x25.000=
6.000.000)
1.06.0 Penyediaan 192847000 59,53 59,53 114747000 59,5 111957422 58,06 1,44 Jumlah Orang yang | Kondisi PPKS usia
4.1.01. | Perbekalan Mendapatkan lanjut semakin
0005 Kesehatan di Pemenuhan Kebutuhan | menurun (1 orang)
Dalam Panti Perbekalan Kesehatan | (Pemulasaraan
di dalam Panti | Jenazah)
Kewenangan Provinsi
DINAS NIHIL
SOSIAL
(BPRSW)
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
DINAS 1.06.0 Penyediaan 1862795000 45,03 45,03 801635000 45,03 791891000 42,51 0,52 Jumlah Orang yang | 1. Penambahan
SOSIAL 4.1.01. | Permakanan Mendapatkan anggaran untuk
(BRSBKL) 0001 Pemenuhan Kebutuhan | kekurangan honor
Permakanan Sesuai | Juru Masak Bulan
dengan Standar Gizi | November dan
Minimal Kewenangan | Desember  2024.
Provinsi 2. Penambahan
anggaran untuk
kekurangan

Volume tabung Gas
sesuai rerata
pemakaian bulanan
1.06.0 Pemberian 393120000 59,14 59,14 224640000 57,14 224640000 57,14 0 Jumlah Peserta | 1. Penambahan
4.1.01. | Bimbingan Bimbingan  Aktivitas | anggaran untuk
0007 Aktivitas Hidup Hidup Sehari Hari | kekurangan honor
Sehari-hari Kewenangan Provinsi Pramu Sosial Bulan
November dan
Desember  2024.
2. Penambahan
anggaran untuk
kekurangan honor
Juru Cuci Bulan
November dan

Desember 2024
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
1.06.0 Fasilitasi 300000 100 100 100000 33,33 100000 33,33 Jumlah Orang yang | Rasionalisasi 1
4.1.01. | Pembuatan Terpenuhi Kebutuhan | Pembuatan nomor
0008 Nomor Induk Pembuatan Nomor | induk semula 3
Kependudukan Induk Kependudukan | orang menjadi 1
bagi Penyandang bagi Penyandang | orang
Disabilitas Disabilitas
Kewenangan Provinsi
1.06.0 Pemberian 300000 100 100 100000 33,33 100000 33,33 Jumlah Orang yang | Rasionalisasi 1
4.1.01. | Pelayanan Mendapatkan Penelusuran
0010 Penelusuran Pelayanan Penelusuran | keluarga semula 3
Keluarga Keluarga Kewenangan | orang menjadi 1
Provinsi orang
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

1.06.0
4.1.04.
0001

Penyediaan
Permakanan

329244000

46,74

46,74

147384000

44,76

142979040

43,43

1,33

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan
Provinsi

1. Penambahan
alokasi dilakukan
dikarenakan
anggaran yang
tersedia saat ini
hanya dapat
memenuhi
kebutuhan isi
tabung gas sampai
dengan bulan
oktober 2024,
sehingga
diperlukan
penambahan
anggaran untuk
memenuhi
kebutuhan gas
selama 12 bulan.
2. Penambahan
alokasi dilakukan
untuk pembayaran
honorarium tenaga
HOK sejumlah 1
orang dengan
kebutuhan
anggaran sejumlah
3.120.000 (volume
pekerjaan
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

sebanyak 1 orang x
39 hari x 80.000).
Pemenuhan
anggaran ini sangat
diperlukan
mengingat
keterbatasan SDM
dalam pengelolaan
warga binaan di
Balai RSBKL.

DINAS
SOSIAL
(BPRSR)

1.06.0
4.1.05.
0001

Penyediaan
Permakanan

444660000

43,17

43,17

192080000

43,2

187904000

42,26

0,94

Jumlah Orang yang
Mendapatkan

Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan

Provinsi

Penambahan
honorarium  Juru
Masak dari bulan
Agustus sampai
dengan bulan
Desember 2024
karena ada
kekurangan  hari
Kalkulasi
Penambahan : 2
orang X 4 hari x 5
bulan (Agustus-
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

Desember)  @Rp
80.000,00

1.06.0
4.1.05.
0002

Penyediaan
Sandang

68130000

100

100

68130000

100

67610500

99,24

0,76

Jumlah Orang yang
Menerima Pakaian dan
Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia dalam 1
Tahun Kewenangan
Provinsi

Penambahan pada
pembeliaan
perlengkapan
kebersihan
individu PPKS
karena jumlah
anak yang
menjalani
rehabilitasi
mengalami
peningkatan
sedangkan stok
yang ada semakin
terbatas

Penambahan
perlengkapan
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

kebersihan dengan
rincian :
Deterjen = 60 buah
@Rp 35.000,00
Handuk = 35 buah
@Rp 52.000,00
Sikat Gigi = 35
buah @Rp
11.000,00

1.06.0
4.1.05.
0006

Pemberian
Bimbingan
Aktivitas
Sehari-Hari

Hidup

44160000

50,01

50,01

22080000

50

22080000

50

Jumlah Peserta
Bimbingan  Aktivitas
Hidup Sehari Hari
Kewenangan Provinsi

Penambahan

honorarium HOK
Pramu Sosial dari
Agustus
sampai dengan
bulan  Desember
2024 Kkarena ada
kekurangan  hari

bulan

Kalkulasi
Penambahan

2 orang x 4 harix 5
bulan (Agustus-
Desember) @Rp
80.000,00
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OPD

Kode

Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Keluaran

Keterangan

Target

Realisasi

Dev

Target (RP)

Target
(%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Deviasi

DINAS
SOSIAL
(BRSPA)

1.06.0
4.1.02.
0004

Penyediaan
Asrama yang
Mudah Diakses

19251200

100

100

19251200

100

17477200

90,79

9,21

Jumlah Orang yang
Terakses Asrama Layak
Huni Kewenangan
Provinsi

Penambahan
anggaran sebesar
Rp 51.105.000
digunakan  untuk
pemenuhan
kebutuhan
perlengkapan
kebersihan  klien
dan kebersihan
seperti
sabun mandi, sikat
gigi, pasta gigi,
detergen,
pembersih  kamar
mandi, minyak
telon, minyak kayu
putih, handscon,
tissue, pembalut,
kantong plastik,
dot & botol susu
yang belum
teranggarkan.
Tahun 2024 sudah
dianggarkan
sebesar Rp
19.251.200 namun
anggaran tersebut
hanya cukup untuk

wisma
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
pemenuhan
kebersihan  klien
(sabun mandi,
shampo, sikat &
pasta gigi) selama
6 bulan.
DINAS 1.06.0 Pemberian 178855000 59,4 59,4 103645000 57,95 103397000 57,81 0,14 Jumlah Peserta | Kekurangan Honor
SOSIAL 4.1.03. | Bimbingan Bimbingan  Aktivitas | pramubakti
(BPSTW) 0007 Aktivitas Hidup Hidup  Sehari Hari | Rp.34.000.00
Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
1.06.0 Pemulasaraan 30000000 67 67 20000000 66,67 20000000 66,67 0 Jumlah Pemulasaraan | Penambahan
4.1.03. Kewenangan Provinsi jumlah paket
0012 pemulasaraan
sebanyak 4
paket;Rp.10.000.00
0
11-176

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara




OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
DINAS 2.08.0 Pemeliharaan/Re | 25000000 100 100 0 25000000 100 24993450 99,97 0,03 Jumlah Gedung Kantor | DIM: Ada
PEMBERD | 1.1.09. | habilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya | kewajiban
AYAAN 0009 Kantor dan yang membuat DED
PEREMPU Bangunan Dipelihara/Direhabilita | sebagai syarat DAK
AN, Lainnya si Fisik Kementerian
PERLINDU PPPA sebesar
NGAN Rp49.250.000,-
ANAK
DAN
PENGEND
ALIAN
PENDUDU
K
2.08.0 Pemeliharaan/Re | 92500000 76,46 73,13 3,33 69720000 75,37 54086400 58,47 16,9 Jumlah Sarana dan | Pengurangan
1.1.09. | habilitasi Sarana Prasarana Gedung | Belanja KIR
0010 dan  Prasarana Kantor atau Bangunan | Penangkal petir
Gedung Kantor Lainnya yang
atau  Bangunan Dipelihara/
Lainnya Direhabilitasi
2.22.0 Pengembangan 4074000000 47,18 47,18 0 1922066408 47,18 1570785110 | 38,56 8,62 Jumlah Perempuan | redesign 1 DAIS
8.5.09. | Ekonomi yang  Dikembangkan
0019 Perempuan perekonomiannya
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
BIRO BINA | 2.22.0 Pengembangan 30000000 64,8 64,8 19380000 64,6 19380000 64,6 0 Jumlah Laporan | - Tambahan
MENTAL 8.5.09. | dan Pengembangan dan | Pesparawi  geser
SPIRITUA 0009 Implementasi Implementasi Nilai- | dari reguler ke
L Nilai-nilai Luhur nilai Luhur dalam | danais
dalam Masyarakat @122.205.000
Masyarakat - Pesparani
@50.000.000
4.01.0 Pengelolaan 19885101100 0,58 0,58 82677100 0,42 65974000 0,33 0,09 Jumlah Sarana dan | - rasionalisasi
4.1.01. | Sarana dan Prasarana Spiritual | belanja mamin dan
01 Prasarana yang Dikelola jasa  pengiriman
Spiritual hibah
- rasionalisasi 25
DIM dan 39 PAW
4.01.0 Fasilitasi 4815049400 78,15 78,15 3758205000 78,05 3369166140 | 69,97 8,08 Jumlah Lembaga Bina | - rasionalisasi
4.1.01. | Kelembagaan Spiritual yang | belanja mamin,
02 Bina Spiritual difasilitasi perjadin, sewa, dll
= Rp.187.212.400
- Pergeseran
kegiatan Ke Dana
Keistimewaan
(pesparawi) =
122.205.000
- tambahan hibah
lembaga PW
Muhamadiyah
700jt, PW NU
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
700jt, MUI 500jt
Dikmen 1.01.0 PROGRAM 40.498.447.47 59,72 59,69 0,03 16.949.213.148 | 41,85 12.397.298.2 | 30,61 11,24
Bantul 2 PENGELOLAAN 0 01
PENDIDIKAN
1.01.0 Pengelolaan 20.051.954.50 54,84 54,77 0,07 7.415.253.598 36,98 5.835.345.43 | 29,10 7,88
2.1.01 Pendidikan 0 2
Sekolah
Menengah Atas
1.01.0 Sosialisasi  dan | 21.896.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Jumlah kegiatan | Kegiatan Bimtek
2.1.01. | Advokasi sosialisasi dan | Sekolah Ramah
0061 Kebijakan Bidang advokasi kebijakan di | Anak, Bimtek
Pendidikan bidang Pendidikan | Sekolah Sejahtera,
yang dilaksanakan : | Bimtek
Dokumen dari 3 | Pencegahan
Dokumen Perundungan
dengan Sumber
Dana PAD diubah
menjadi
daring,sehingga
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
Angkas  Kegiatan
diajukan
pergeseran untuk
Rasionalisasi
1.01.0 Penyelenggaraan | 19.722.991.60 54,55 54,55 0,00 7.151.986.698 36,26 5.588.708.53 | 28,34 7,92 1. Jumlah Satuan | Penataan Belanja
2.1.01. | Proses Belajar | 0 2 Pendidikan yang | disekolah
0078 bagi Peserta Menyelenggarakan
Didik Proses Belajar : Satuan
Pendidikan dari 19
Satuan Pendidikan
1.01.0 Pengelolaan 20.446.492.97 64,51 64,51 0,00 9.533.959.550 46,63 6.561.952.76 | 32,09 14,54
2.1.02 Pendidikan 0 9
Sekolah
Menengah
Kejuruan
1.01.0 Sosialisasi  dan | 27.222.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Jumlah kegiatan
2.1.02. | Advokasi sosialisasi dan
0054 Kebijakan Bidang advokasi kebijakan di
Pendidikan bidang Pendidikan
yang dilaksanakan
Dokumen dari 3
Dokumen
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
1.01.0 Penyelengaraan 20.265.996.47 64,61 64,61 0,00 9.438.813.050 46,57 6.473.505.46 | 31,94 14,63 Jumlah Satuan
2.1.02. | Proses Belajar | 0 9 Pendidikan yang
0072 Peserta Didik Menyelenggarakan
Proses Belajar : Satuan
Pendidikan dari 12
Satuan Pendidikan
TBY 2.22.0 Pengelolaan 11.531.337.80 | 34,92 34,92 0,00 4.046.418.848 35,09 2.393.175.34 | 20,75 14,34
8.5.05 Taman Budaya 0 4
2.22.0 Pengelolaan dan | 11.531.337.80 34,92 34,92 0,00 4.046.418.848 35,09 2.393.175.34 | 20,75 14,34 1. Jumlah Taman | Selisih harga
8.5.05. | Pengembangan 0 4 Budaya Yogyakarta
0001 Taman Budaya yang Dikelola dan
Yogyakarta Dikembangkan (DPA
SIPD) : 0 Objek dari 1
Objek
MSB 2.22.0 Pengelolaan 4.701.637.000 42,23 42,23 0,00 1.985.525.653 42,23 1.842.237.45 | 39,18 3,05 1. Jumlah Museum | Adanya deviasi
8.5.03. | Museum 1 Sonobudoyo yang | keuangan karena
0001 Sonobudoyo Dikelola (DPA SIPD) : 0 | terdapat selisih
unit dari 1 unit pembayaran
2.22.0 Pengembangan 1.918.715.000 34,02 34,02 0,00 652.735.100 34,02 619.781.603 | 32,30 1,72 1. Jumlah Museum | adanya deviasi
8.5.03. | Museum Sonobudoyo yang | keuangan karena
0002 Sonobudoyo Dikembangkan : 0 unit | sisa pembayaran
dari 1 unit
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)

Disbud 2.22.0 Pembinaan dan | 2.938.927.500 31,21 31,21 0,00 917.019.500 31,20 415.445.000 14,14 17,06 1. Jumlah Dokumen | Rasionalisasi Dais
8.5.01. | Pengembangan Hasil Pembinaan dan | Tahap pertama
0001 Kesejarahan Pengembangan

Kesejarahan : 0
Dokumen dari 6
Dokumen
2.22.0 Pembinaan, 5.859.274.400 50,00 50,00 0,00 2.907.143.360 49,62 882.674.555 15,06 34,56" 1. Jumlah Laporan Hasil | Rasionalisasi Dais
8.5.01. | Pengembangan Pembinaan Bahasa dan | Tahap pertama
0002 Bahasa dan Sastra : 0 Laporan dari
Sastra 9 Laporan
2.22.0 Pembinaan dan | 4.469.755.000 63,50 2.825.067.000 63,20 940.690.758 21,05 42,15 1. Jumlah | Rasionalisasi Dais
8.5.01. | Pengelolaan Permuseuman yang | Tahap pertama
0003 Permuseuman Dibina dan Dikelola : 0
Unit dari 40 Unit
2.22.0 Nominasi 3.775.547.000 29,10 29,10 0,00 978.785.900 25,92 448.916.948 | 11,89 14,03 1. Jumlah Objek
8.5.04. | Warisan Budaya Warisan Budaya
0003 Nasional dan Nasional dan Dunia : 0
Dunia Obyek dari 11 Obyek
2.22.0 Sarana Prasarana | 15.002.710.40 | 41,69 41,69 0,00 6.044.723.000 40,29 2.248.884.81 | 14,99 25,30
8.5.06 | Keistimewaan 0 0
Urusan
Kebudayaan
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)

2.22.0 Pengadaan 900.000.000 5,50 5,50 0,00 49.538.000 5,50 29.730.650 3,30 2,20 1. Jumlah Sarana dan
8.5.06. | Sarana dan Prasarana Budaya
0001 Prasarana Unit dari 11 Unit

Budaya
2.22.0 Pengadaan 14.102.710.40 | 44,00 44,00 0,00 5.995.185.000 42,51 2.219.154.16 | 15,74 26,77 1. Jumlah Sarana dan
8.5.06. | Sarana dan | 0 0 Prasarana Lembaga
0004 Prasarana Budaya : 0 Unit dari

Lembaga Budaya 180 Unit
2.22.0 Perencanaan dan | 6.405.280.300 53,08 49,61 3,47 3.566.408.350 55,68 834.536.970 | 13,03 42,65
8.5.07 Pengendalian

Urusan

Kebudayaan
2.22.0 Membangun 5.440.280.300 55,00 51,00 4,00 3.155.165.150 58,00 694.275.400 | 12,76 45,24 1. Jumlah Dokumen
8.5.07. | Kemitraan Kemitraan dengan
0003 dengan Lembaga Lembaga Pelestari

Pelestari Budaya Budaya : 0 Dokumen

dari 13 Dokumen

2.22.0 Adat, Seni, | 307.488.458.2 53,17 52,90 0,27 163.564.047.80 | 53,19 153.661.019. | 49,97 3,22
8.5.09 Tradisi dan | 00 0 259

Lembaga Budaya
2.22.0 Pembinaan dan | 15.114.200.40 | 40,94 40,94 0,00 6.248.353.400 41,34 3.379.170.00 | 22,36 18,98 1. Jumlah Desa Budaya
8.5.09. | Pengembangan 0 0 yang Dibina dan
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OoPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
0001 Desa Budaya Dikembangkan : 76
Desa Budaya dari 76
Desa Budaya
2.22.0 Misi Kebudayaan | 2.400.000.000 0,00 0,00 0,00 3.000.000 0,13 0,00 0,13 1. Jumlah Laporan
8.5.09. | ke Dalam dan Pelaksanaan Misi
0003 Luar Negeri Kebudayaan ke Dalam
dalam rangka negeri dalam rangka
Diplomasi Diplomasi Budaya
Budaya Laporan dari 1 Laporan
2.22.0 Penghargaan 2.127.231.000 18,00 18,00 0,00 382.793.000 17,99 298.379.240 14,03 3,96 1. Jumlah Seniman dan
8.5.09. | Seniman dan Budayawan yang
0004 Budayawan Mendapatkan
Penghargaan orang
dari 38 orang
2.22.0 Gelar Budaya | 6.103.612.000 16,19 16,19 0,00 987.978.000 16,19 350.564.000 | 5,74 10,45 1. Jumlah Laporan
8.5.09. | Yogyakarta Gelar Budaya
0006 Yogyakarta : 0 Laporan
dari 9 Laporan
2.22.0 Pembinaan 1.651.750.000 20,50 20,50 0,00 337.566.000 20,44 104.932.900 | 6,35 14,09 1. Jumlah Penghayat
8.5.09. | Penghayat Kepercayaan, Adat dan
0008 Kepercayaan, Tradisi yang Dibina : 0
Adat dan Tradisi orang dari 340 orang
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OPD Kode Program / Pagu Fisik Keuangan Keluaran Keterangan
Kegiatan / Sub
Kegiatan Target Realisasi Dev Target (RP) Target Realisasi Realis Deviasi
(%) (RP) asi
(%)
2.22.0 Pengembangan 7.400.219.000 46,30 41,80 4,50 3.440.515.000 46,49 2.227.604.60 | 30,10 16,39 1. Jumlah Laporan
8.5.09. | dan 0 Pengembangan dan
0009 Implementasi Implementasi Nilai-
Nilai-nilai Luhur nilai  Luhur dalam
dalam Masyarakat : 0 Laporan
Masyarakat dari 14 Laporan
2.22.0 Penyelenggaraan | 8.162.675.000 25,73 25,73 0,00 2.099.980.000 25,73 480.750.000 5,89 19,84 1. Jumlah Laporan Even
8.5.09. | Even Penggiat Penggiat Seni : 0
0011 Seni Laporan dari 2 Laporan
2.22.0 Penguatan 248.500.000.0 58,42 58,42 0,00 145.174.104.95 | 58,42 145.174.104. | 58,42 0,00 1. Jumlah Laporan
8.5.09. | Lembaga 00 0 950 Penguatan = Lembaga
0014 Pelestari Budaya Pelestari Budaya
Lembaga dari 2
Lembaga
2.22.0 Pembinaan 2.763.667.300 36,07 36,07 0,00 1.004.619.350 36,35 675.021.200 | 24,42 11,93 1. Jumlah Laporan
8.5.09. | Kelembagaan Pembinaan
0015 Adat dan Tradisi Kelembagaan Adat dan
Tradisi : 0 Laporan dari
7 Laporan
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I.6 Catatan Sub Kegiatan yang Fisiknya Telah Selesai

100%

Terhadap sub kegiatan yang realisasi fisiknya selesai 100% si Triwulan II 2024
dapat dilihat pada table berikut ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel II-9  Sub Kegiatan dengan Realisasi Fisik 100% di Triwulan II 2024
Fisik Keuangan
No Kode Sub Kegiatan Pagu i
& & Targe | Reali | Devia Target (RP) Targe Realisasi R:zils Devi
t sasi si 8 t (%) (RP) asi
(%)
INSPEKTORAT
6.01.01.1.07.000 | Pengadaan
6 Peralatan dan
2. Mesin Lainnya | 206.350.000 | 100 100 0 206.350.000 100 200.687.640 97,26 2,74
6.01.02.1.01.000 | Pengawasan
1 Kinerja
Pemerintah
3. Daerah 318.307.000 | 100 100 0 318.307.000 100 301.650.600 94,77 5,23
6.01.02.1.01.000 | Reviu Laporan
4. 4 Keuangan 215.200.000 | 100 100 0 215.200.000 100 204.681.396 95,11 4,89
5. 6.01.03.1.02.000 | Pendampingan | 2.528.000 100 100 0 2.528.000 100 2.527.650 99,99 0,01
2 , Asistensi,
Verifikasi, dan
Penilaian
Reformasi
Birokrasi
DINAS
PENDIDIKAN
PEMUDA DAN
OLAHRAGA
1.01.02.1.02.003 | Pengadaan
1 Perlengkapan 93,7
4. Peserta Didik 271.653.600 | 100 100 0 271.653.600 100 17.095.200 6,29 1
BLPT
1.01.01.1.09.000 | Pemeliharaan/
9 Rehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan
1. Lainnya 50.000.000 100 100 0 50.000.000 100 49.617.000 99,23 0,77
BALAI
PENDIDIKAN
MENENGAH
KOTA YK
1.01.01.1.06.000 | Penyediaan
2 Peralatan dan
Perlengkapan
1. Kantor 9.999.000 100 100 0 9.999.000 100 9.549.627 95,51 4,49
2. | 1:01.01.1.06.000 | Penyediaan 6.000.000 100 | 100 |0 6.000.000 100 | 5.811.742 96,86 | 3,14
Peralatan
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No

Kode

Sub Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Targe | Reali
t sasi

Devia
si

Target (RP)

Targe
t (%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Devi
asi

Rumah Tangga

1.01.01.1.09.000
2

Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan

13.490.000

100 100

13.490.000

100

11.653.500

86,39

13,6

1.01.02.1.01.006
0

Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi
Layanan di
Bidang
Pendidikan

77.165.000

100 100

77.165.000

100

77.047.420

99,85

0,15

BALAI
PENDIDIKAN
MENENGAH
BANTUL

1.01.01.1.06.000
2

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

9.999.000

100 100

9.999.000

100

9.549.627

95,51

4,49

1.01.01.1.06.000
3

Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

6.000.000

100 100

6.000.000

100

5.811.742

96,86

3,14

1.01.01.1.09.000
2

Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan

13.490.000

100 100

13.490.000

100

11.653.500

86,39

13,6

1.01.02.1.01.005
2

Pembinaan
Kelembagaan
dan
Manajemen
Sekolah
Menengah Atas

4.110.000

100 100

4.110.000

100

4.110.000

100

1.01.02.1.01.006
0

Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi
Layanan di
Bidang
Pendidikan

77.165.000

100 100

77.165.000

100

77.047.420

99,85

0,15

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
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Fisik Keuangan
No Kode Sub Kegiatan Pagu . . L. Realis .
Targe | Reali | Devia Target (RP) Targe Realisasi asi Devi
t sasi si t (%) (RP) asi
(%)
1.01.02.1.02.004 | Pembinaan
5 Kelembagaan
dan
Manajemen
Sekolah
Menengah
6.. Kejuruan 15.990.000 100 100 0 15.990.000 100 15.990.000 100 0
BALAI
PENDIDIKAN
MENENGAH
KULONPROGO
1.01.01.1.06.000 | Penyediaan
2 Peralatan dan
Perlengkapan
1. Kantor 10.000.000 100 100 0 10.000.000 100 9.493.275 94,93 5,07
1.01.01.1.06.000 | Penyediaan
3 Peralatan 32,6
2. Rumah Tangga | 6.000.000 100 100 0 6.000.000 100 4.042.620 67,38 2
1.01.02.1.01.004 | Pembinaan
9 Minat, Bakat
dan Kreativitas
3. Siswa 201.825.600 100 100 0 201.825.600 100 184.664.891 91,5 8,5
1.01.02.1.01.005 | Pembinaan
2 Kelembagaan
dan
Manajemen
Sekolah 34,3
4.. Menengah Atas | 2.765.200 100 100 0 2.765.200 100 1.816.209 65,68 2
1.01.02.1.01.006 | Koordinasi,
0 Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi
Layanan di
Bidang 24,3
5. Pendidikan 62.651.400 100 100 0 62.651.400 100 47.375.593 75,62 8
1.01.02.1.01.006 | Sosialisasi dan
1 Advokasi
Kebijakan
Bidang
6. Pendidikan 21.080.000 100 100 0 21.080.000 100 19.559.621 92,79 7,21
1.01.02.1.02.004 | Pembinaan
1 Minat, Bakat
dan Kreativitas 21,3
7. Siswa 108.202.400 100 100 0 108.202.400 100 85.090.912 78,64 6
1.01.02.1.02.005 | Koordinasi,
3 Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi
Layanan di
Bidang 17,6
8.. Pendidikan 17.648.200 100 100 0 17.648.200 100 14.530.873 82,34 6
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No

Kode

Sub Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Targe

Reali
sasi

Devia
si

Target (RP)

Targe
t (%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Devi
asi

1.01.02.1.02.005
4

Sosialisasi dan
Advokasi
Kebijakan
Bidang
Pendidikan

49.018.000

100

100

49.018.000

100

46.244.584

94,34

5,66

1.01.01.1.06.000
2

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

10.000.000

100

100

10.000.000

100

9.968.176

99,68

0,32

1.01.01.1.06.000
3

Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

6.000.000

100

100

6.000.000

100

5.979.459

99,66

0,34

1.01.01.1.09.000
2

Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan

25.496.000

100

100

25.496.000

100

24.066.000

94,39

5,61

1.01.01.1.09.000
9

Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

30.000.000

100

100

30.000.000

100

29.778.000

99,26

0,74

1.01.01.1.09.001
0

Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana

Gedung Kantor
atau Bangunan

Lainnya

5.000.000

100

100

5.000.000

100

3.969.000

79,38

20,6

BALAI DIKMEN
SLEMAN

1.01.01.1.06.000
2

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

10.000.000

100

100

10.000.000

100

9.977.169

99,77

0,23

1.01.01.1.06.000
3

Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

5.997.000

100

100

5.997.000

100

5.590.949

93,23

6,77

1.01.01.1.06.000
5

Penyediaan
Barang
Cetakan  dan
Penggandaan

4.994.200

100

100

4.994.200

100

4.827.186

96,66

3,34

1.01.01.1.06.000
6

Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-

1.644.000

100

100

1.644.000

100

1.630.000

99,15

0,85

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Fisik Keuangan
No Kode Sub Kegiatan Pagu . . L. Realis .
Targe | Reali | Devia Target (RP) Targe Realisasi asi Devi
t sasi si 8 t (%) (RP) asi
(%)
Undangan
1.01.01.1.08.000 | Penyediaan
1 Jasa Surat
5. Menyurat 150.000 100 100 0 150.000 100 150.000 100 0
1.01.02.1.01.006 | Koordinasi,
0 Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi
Layanan di
Bidang
6.. Pendidikan 163.558.000 | 100 100 0 163.558.000 100 163.267.940 99,82 0,18
DINAS
KESEHATAN
1.02.01.1.02.000 | Koordinasi dan
5 Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir  Tahun 12,7
1. SKPD 1.500.000 100 100 0 1.500.000 100 1.308.900 87,26 4
BAPELJAMKESO
S
1.02.01.1.06.000 | Penyediaan
1 Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
1. Kantor 4.200.000 100 100 0 4.200.000 100 4.176.153 99,43 0,57
1.02.01.1.09.000 | Pemeliharaan/
9 Rehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan
2. Lainnya 30.268.000 100 100 0 30.268.000 100 29.773.400 98,37 1,63
BPJK
1.03.01.1.06.000 | Penyediaan
1 Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
1. Kantor 12.570.000 100 100 0 12.570.000 100 12.570.000 100 0
1.03.01.1.08.000 | Penyediaan
1 Jasa Surat
2. Menyurat 2.000.000 100 100 0 2.000.000 100 2.000.000 100 0
BPIALAMP
1.03.01.1.06.000 | Penyediaan
1. |2 Peralatan dan | »; 198800 | 100 | 100 |0 27.498.800 100 | 26731464 | 9721 | 2,79
Perlengkapan
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Fisik Keuangan
No Kode Sub Kegiatan Pagu . . L. Realis .
Targe | Reali | Devia Target (RP) Targe Realisasi asi Devi
t sasi si 8 t (%) (RP) asi
(%)
Kantor
DPTR
1.03.01.1.02.000 | Koordinasi dan
5 Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir  Tahun
1. SKPD 3.042.000 100 100 0 3.042.000 100 3.042.000 100 0
1.03.01.1.09.000 | Pemeliharaan/
9 Rehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan
2. Lainnya 46.891.703 100 100 0 46.891.703 100 45.736.000 97,54 2,46
SATPOL PP
1.05.01.1.09.000 | Pemeliharaan/
9 Rehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan
1. Lainnya 75.000.000 100 100 0 75.000.000 100 74.251.153 99 1
DINAS SOSIAL
1.06.01.1.01.000 | Koordinasi dan
4 Penyusunan
1. DPA-SKPD 4.000.000 100 100 0 4.000.000 100 3.856.000 96,4 3,6
1.06.01.1.02.000 | Koordinasi dan
4 Pelaksanaan
Akuntansi
2. SKPD 2.039.900 100 100 0 2.039.900 100 2.000.510 98,07 1,93
1.06.01.1.05.000 | Monitoring,
5 Evaluasi, dan
Penilaian
Kinerja
3. Pegawai 1.707.950 100 100 0 1.707.950 100 1.647.950 96,49 3,51
1.06.01.1.06.000 | Penyediaan
1 Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
4. Kantor 4.600.000 100 100 0 4.600.000 100 4.356.750 94,71 5,29
1.06.01.1.06.000 | Penyediaan
3 Peralatan
5. Rumah Tangga | 2.291.000 100 100 0 2.291.000 100 2.291.000 100 0
1.06.01.1.07.000 | Pengadaan
6.. 5 Mebel 10.170.000 100 100 0 10.170.000 100 10.000.000 98,33 1,67
1.06.01.1.07.000 | Pengadaan
6 Peralatan dan
7. Mesin Lainnya | 6.275.700 100 100 0 6.275.700 100 5.824.999 92,82 7,18
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Fisik Keuangan
No Kode Sub Kegiatan Pagu . . L. Realis .
Targe | Reali | Devia Target (RP) Targe Realisasi asi Devi
t sasi si g t (%) (RP) asi
(%)
1.06.04.1.01.000 | Penyediaan
3 Asrama yang 10,6
11. Mudah Diakses | 2.710.000 100 100 0 2.710.000 100 2.422.000 89,37 3
1.06.04.1.01.000 | Pemberian
7 Bimbingan
Aktivitas
Hidup Sehari- 10,4
12. Hari 4.442.300 100 100 0 4.442.300 100 3.977.300 89,53 7
1.06.04.1.01.001 | Koordinasi dan
2 Sinkronisasi
Pelaksanaan
Bidang
Rehabilitasi
Sosial  Dasar
Penyandang
Disabilitas
13.. TerlAntar 3.065.000 100 100 0 3.065.000 100 2.952.822 96,34 3,66
1.06.04.1.02.000 | Penyediaan
14.. | 3 Sandang 40.135.000 100 100 0 40.135.000 100 40.089.400 99,89 0,11
1.06.04.1.02.000 | Penyediaan
4 Asrama yang
15.. Mudah Diakses | 1.036.000 100 100 0 1.036.000 100 976.000 94,21 579
1.06.04.1.02.000 | Pemberian
7 Bimbingan
Aktivitas
Hidup Sehari-
16.. Hari 505.500 100 100 0 505.500 100 465.500 92,09 7,91
1.06.04.1.03.000 | Penyediaan
17. | 2 Sandang 500.000 100 100 0 500.000 100 493.150 98,63 1,37
1.06.04.1.03.000 | Penyediaan
5 Perbekalan
Kesehatan  di
dalam Panti
18. Sosial 500.000 100 100 0 500.000 100 480.575 96,12 3,88
1.06.04.1.03.000 | Pemberian
6 Bimbingan
Fisik, Mental,
Spritual  dan
19.. Sosial 571.650 100 100 0 571.650 100 568.268 99,41 0,59
1.06.06.1.01.000 | Penyediaan
20.. | 2 Sandang 750.000 100 100 0 750.000 100 750.000 100 0
1.06.06.1.01.000 | Penyediaan
3 Tempat
Penampungan
21.. Pengungsi 1.000.000 100 100 0 1.000.000 100 1.000.000 100 0
4.01.10.5.02.000 | Implementasi
1 Budaya
Pemerintahan
22.. DIY 350.000.000 | 100 100 0 350.000.000 100 340.702.450 97,34 2,66
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Fisik Keuangan
No Kode Sub Kegiatan Pagu . . L. Realis .
Targe | Reali | Devia Target (RP) Targe Realisasi asi Devi
t sasi si 8 t (%) (RP) asi
(%)
BRTPD
1.06.01.1.06.000 | Penyediaan
1 Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
1. Kantor 4.284.000 100 100 0 4.284.000 100 4.266.951 99,6 0,4
1.06.01.1.06.000 | Penyediaan
2 Peralatan dan
Perlengkapan
2. Kantor 2.195.600 100 100 0 2.195.600 100 1.981.100 90,23 9,77
1.06.01.1.06.000 | Penyediaan
3 Peralatan
3. Rumah Tangga | 4.757.000 100 100 0 4.757.000 100 4.373.784 91,94 8,06
1.06.01.1.07.001 | Pengadaan
0 Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
6.. Lainnya 499.000 100 100 0 499.000 100 450.000 90,18 9,82
1.06.01.1.08.000 | Penyediaan
1 Jasa Surat
7. Menyurat 300.000 100 100 0 300.000 100 300.000 100 0
1.06.04.1.01.000 | Penyediaan
8. 2 Sandang 212.218.000 | 100 100 0 212.218.000 100 205.126.000 96,66 3,34
1.06.04.1.01.000 | Penyediaan
3 Asrama yang
9. Mudah Diakses | 3.153.000 100 100 0 3.153.000 100 3.138.861 99,55 0,45
1.06.04.1.01.000 | Pemberian
6 Bimbingan
Fisik, Mental,
Spiritual  dan
11. Sosial 3.600.000 100 100 0 3.600.000 100 3.599.466 99,99 0,01
DP3AP2
2.08.01.1.07.000 | Pengadaan
1. 5 Mebel 33.640.000 100 100 0 33.640.000 100 32.935.000 97,9 2,1
2.08.01.1.07.000 | Pengadaan
6 Peralatan dan
2. Mesin Lainnya | 22.235.000 100 100 0 22.235.000 100 21.024.000 94,55 5,45
DLHK
2.10.11.5.01.000 | Penatausahaan
1 Tanah
Kasultanan dan
Tanah
1. Kadipaten 129.059.000 | 100 100 0 129.059.000 100 117.354.750 90,93 9,07
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No

Kode

Sub Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Targe

Reali
sasi

Devia
si

Target (RP)

Targe
t (%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Devi
asi

2.11.01.1.06.000
1

Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor

21.328.000

100

100

21.328.000

100

20.490.052

96,07

3,93

2.11.01.1.06.000
2

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

42.961.100

100

100

42.961.100

100

41.947.613

97,64

2,36

2.11.01.1.06.000
3

Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

27.499.000

100

100

27.499.000

100

26.449.671

96,18

3,82

2.11.01.1.08.000
1

Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

1.694.000

100

100

1.694.000

100

1.444.000

85,24

14,7

2.11.02.1.02.000
2

Pembuatan
dan
Pelaksanaan
KLHS
RPJPD/RPJMD

30.613.000

100

100

30.613.000

100

28.298.725

92,44

7,56

DINAS
PERHUBUNGAN

1.03.13.5.02.001
8

Pemanfaatan
Ruang Satuan
Ruang
Strategis
Pantai Selatan
Gunungkidul

312.997.000

100

100

312.997.000

100

277.094.454

88,53

11,4

2.15.01.1.06.000
1

Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor

11.000.000

100

100

11.000.000

100

10.997.964

99,98

0,02

2.15.01.1.06.000
5

Penyediaan
Barang
Cetakan
Penggandaan

dan

16.000.000

100

100

16.000.000

100

15.414.629

96,34

3,66

2.15.01.1.08.000
1

Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

5.000.000

100

100

5.000.000

100

5.000.000

100

2.15.01.1.08.000
3

Penyediaan
Jasa Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor

3.645.000

100

100

3.645.000

100

3.645.000

100

2.15.02.1.02.000

Penyediaan
Perlengkapan

6.649.951.00

100

100

6.649.951.000

100

5.927.704.96

89,14

10,8
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Fisik Keuangan
No Kode Sub Kegiatan Pagu . . L. Realis .
Targe | Reali | Devia Target (RP) Targe Realisasi asi Devi
t sasi si 8 t (%) (RP) asi
(%)
2 Jalan di Jalan | O 8 6
Provinsi
BALAI
TERMINAL DAN
PERPARKIRAN
2.15.01.1.06.000 | Penyediaan
2 Peralatan dan
Perlengkapan
2. Kantor 42.925.500 100 100 0 42.925.500 100 40.645.966 94,69 531
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
2.16.01.1.01.000 | Evaluasi
7 Kinerja
Perangkat
1. Daerah 9.441.500 100 100 0 9.441.500 100 8.946.855 94,76 5,24
2.16.01.1.06.000 | Penyediaan
1 Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
2. Kantor 6.897.000 100 100 0 6.897.000 100 6.897.000 100 0
2.16.01.1.07.000 | Pengadaan
6 Peralatan dan
3. Mesin Lainnya | 39.800.000 100 100 0 39.800.000 100 38.827.202 97,56 2,44
2.16.02.1.01.000 | Kemitraan
8 dengan
Pemangku
4. Kepentingan 813.208.000 | 100 100 0 813.208.000 100 813.208.000 100 0
BPAD
2.23.01.1.08.000 | Penyediaan
1 Jasa Surat 28,5
5. Menyurat 700.000 100 100 0 700.000 100 500.000 71,43 7
DISKANLA
3.25.01.1.06.000 | Penyediaan
2 Peralatan dan
Perlengkapan 13,2
6.. Kantor 30.000.000 100 100 0 30.000.000 100 26.012.304 86,71 9
DISNAKERTRA
NS
2.07.01.1.07.000 | Pengadaan 37,9
2. 5 Mebel 2.900.000 100 100 0 2.900.000 100 1.800.000 62,07 3
2.07.03.1.01.000 | Proses
1 llzela;fﬁiaan 44,6
8. endidiian 30.050.000 | 100 | 100 |0 30.050.000 100 | 16.645.000 | 5539 |1
dan Pelatihan
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Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Fisik Keuangan
No Kode Sub Kegiatan Pagu . . L. Realis .
Targe | Reali | Devia Target (RP) Targe Realisasi asi Devi
t sasi si 8 t (%) (RP) asi
(%)
Keterampilan
bagi  Pencari
Kerja
Berdasarkan
Klaster
Kompetensi
BIRO BINA
MENTAL
4.01.01.1.06.000 | Penyediaan
1 Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
1. Kantor 4.761.800 100 100 0 4.761.800 100 4.329.300 90,92 9,08
4.01.01.1.08.000 | Penyediaan
1 Jasa Surat 28,5
2. Menyurat 5.600.000 100 100 0 5.600.000 100 4.000.000 71,43 7
4.01.01.1.08.000 | Penyediaan
2 Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya 58,0
3. Air dan Listrik 3.850.000 100 100 0 3.850.000 100 1.615.000 41,95 5
BIRO
ADMINISTRASI
PEREKONOMIA
N DAN SDA
4.01.01.1.07.000 | Pengadaan 26,5
3. 5 Mebel 14.200.000 100 100 0 14.200.000 100 10.434.000 73,48 2
4.01.01.1.07.000 | Pengadaan
6 Peralatan dan
4. Mesin Lainnya 50.700.000 100 100 0 50.700.000 100 48.650.000 95,96 4,04
4.01.01.1.08.000 | Penyediaan
2 Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya 34,2
6.. Air dan Listrik | 3.850.000 100 100 0 3.850.000 100 2.532.035 65,77 3
BIRO
ORGANISASI
4.01.02.1.02.000 | Monitoring dan
2 Evaluasi
Akuntabilitas
1. Kinerja 17.462.000 100 100 0 17.462.000 100 16.256.216 93,09 6,91
BIRO UHP
2.22.08.5.06.000 | Pengadaan
1 Sarana dan
Prasarana 19,5
1. Budaya 290.230.000 | 100 80,97 | 19,03 | 290.230.000 100 233.519.000 80,46 4
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Fisik Keuangan
No Kode Sub Kegiatan Pagu . . L. Realis .
Targe | Reali | Devia Target (RP) Targe Realisasi asi Devi
t sasi si 8 t (%) (RP) asi
(%)
4.01.01.1.01.000 | Evaluasi
7 Kinerja
Perangkat 66,4
2. Daerah 2.100.000 100 100 0 2.100.000 100 704.000 33,52 8
4.01.01.1.03.000 | Pengamanan
2 Barang  Milik
4. Daerah SKPD 10.500.000 100 100 0 10.500.000 100 10.241.855 97,54 2,46
4.01.01.1.07.000 | Pengadaan
6 Peralatan dan
6.. Mesin Lainnya | 93.800.000 100 100 0 93.800.000 100 90.700.000 96,7 3,3
BIRO BERMAS
4.01.01.1.06.000 | Penyediaan
1 Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan 13,6
1. Kantor 2.793.000 100 100 0 2.793.000 100 2.410.500 86,31 9
4.01.01.1.06.000 | Penyediaan
3 Peralatan
2. Rumah Tangga | 1.200.000 100 100 0 1.200.000 100 1.199.539 99,96 0,04
SEKRETARIAT
DPRD
4.02.01.1.07.000 | Pengadaan
6 Peralatan dan 89,5
1. Mesin Lainnya 727.388.000 | 100 50 50 727.388.000 100 75.724.000 10,41 9
4.02.01.1.07.001 | Pengadaan
0 Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
2. Lainnya 8.000.000 100 100 0 8.000.000 100 6.800.000 85 15
BAPPEDA DIY
5.01.01.1.06.000 | Penyediaan
1 Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan 35,2
1. Kantor 14.864.000 100 100 0 14.864.000 100 9.618.030 64,71 9
5.01.01.1.06.000 | Penyediaan
3 Peralatan 16,2
2. Rumah Tangga | 36.545.000 100 100 0 36.545.000 100 30.597.538 83,73 7
5.01.01.1.07.000 | Pengadaan
6 Peralatan dan
3. Mesin Lainnya | 210.080.000 | 100 100 0 210.080.000 100 203.899.000 97,06 2,94
BPKA DIY
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No

Kode

Sub Kegiatan

Pagu

Fisik

Keuangan

Targe

Reali
sasi

Devia
si

Target (RP)

Targe
t (%)

Realisasi
(RP)

Realis
asi
(%)

Devi
asi

5.02.02.1.04.000
7

Koordinasi,
Sinkronisasi,
dan
Penyelesaian
Tuntutan
Perbendaharaa
n dan Tuntutan
Kerugian
Daerah

4.753.000

100

100

4.753.000

100

2.653.000

55,82

44,1

5.02.02.1.04.001
2

Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan
BLUD Provinsi

21.996.000

100

100

21.996.000

100

3.000.000

13,64

86,3

INSPEKTORAT

6.01.01.1.06.000
3

Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

29.379.500

100

100

29.379.500

100

29.379.500

100

6.01.01.1.07.000
6

Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

206.350.000

100

100

206.350.000

100

200.687.640

97,26

2,74

6.01.02.1.01.000
1

Pengawasan
Kinerja
Pemerintah
Daerah

318.307.000

100

100

318.307.000

100

301.650.600

94,77

5,23

6.01.02.1.01.000
4

Reviu Laporan
Keuangan

215.200.000

100

100

215.200.000

100

204.681.396

95,11

4,89

6.01.03.1.02.000
2

Pendampingan
) Asistensi,
Verifikasi, dan
Penilaian
Reformasi
Birokrasi

2.528.000

100

100

2.528.000

100

2.527.650

99,99

0,01

BAHUBDA

5.07.01.1.06.000
1

Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor

5.355.500

100

100

5.355.500

100

3.311.509

61,83

38,1

5.07.01.1.06.000
6

Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
Undangan

2.640.000

100

100

2.640.000

100

2.205.100

83,53

16,4

5.07.02.1.01.000
4

Kegiatan
Fasilitasi
Pameran
Produk
Unggulan dan
Pelestarian

71.323.000

100

100

71.323.000

100

46.633.000

65,38

34,6
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No

Kode

Sub Kegiatan

Pagu

Fisik Keuangan
. . .. Realis .
Targe | Reali | Devia Target (RP) Targe Realisasi asi Devi
t sasi si 8 t (%) (RP) asi

(%)

Seni Budaya

Catatan: Laporan rinci setiap OPD/Balai/BLUD dapat diakses melalui
https://sengguh.jogjaprov.go.id

I1.7 Kinerja Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan amanat dalam Permendagri 18 Tahun 2017, kinerja urusan
pemerintahan secara detail dilaporkan sesuai dengan format formulir E.19
tentang Evaluasi Hasil Perubahan RKPD Tahun Berkenaan, kami sampaikan

sebagai berikut (terlampir).

Tabel II-10 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2024

No Sasaran Kode Program/ Kegiatan/ Sub | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub | Target RPJMD pada Tahun 2027 | Target Kinerja dan Anggaran i Kinerja Pada Triwulan i Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Perangkat Daerah
i Kegiatan (Akhir Periode RPJMD) RKPD Tahun Berjalan (2024) 1 1 1) v Anggaran RKPD Tahun 2024 i Anggaran RKPD Tahun | Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan Penanggung Jawab
1 2 3 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15=7+13 16=15/6x100% 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K [ Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 10.416.307.618.147 1.766.997.922.493 265.203.264.475 609.001.693.317 609.001.693.317 609.001.693.317
1| Meningkatnya 1.01.02| PROGRAM PENGELOLAAN |Angka Partisipasi Kasar % 0 4.117.865.882.970| 99,5 705.554.851.548| 113,44 | 135.390.042.857| 113,44 162.322.983.633 113,44 162.322.983.633| 114,01 23,01| 56,72 162.322.983.633 3,94| DINAS PENDIDIKAN,

pemerataan PENDIDIKAN (APK) peserta didik PEMUDA DAN OLAH RAGA

layanan, kualitas pendidikan menengah

pembelajaran SMA/SMK/MA/Sederajat

dan relevansi (Bidang Dlkmen)

pendidikan
Jumlah penerima sertifikat Orang 0 35 20 20 57,14 20 DINAS PENDIDIKAN,
keahlian teknik PEMUDA DAN OLAH RAGA
Persentase guru jenjang % 0 50 66,68 85,09 85,09 170,18 42,545 DINAS PENDIDIKAN,
pendidikan menengah dan PEMUDA DAN OLAH RAGA
khusus pengguna media
pembelajaran JogjaBelajar
Angka Putus Sekolah % ) 0,2 0,23 0,23 0,23 0,85 0,115 DINAS PENDIDIKAN,
SMA/SMK PEMUDA DAN OLAH RAGA
Angka Partisipasi Kasar % ] 99,5 113,44 113,44 113,44 114,01 56,72 DINAS PENDIDIKAN,
(APK) peserta didik PEMUDA DAN OLAH RAGA
pendidikan menengah
SMA/SMK/MA/Sederajat
(Sekretariat)
Angka Partisipasi Kasar % ) 99,5 113,44 113,44 113,44 114,01 56,72 DINAS PENDIDIKAN,
(APK) peserta didik PEMUDA DAN OLAH RAGA
pendidikan menengah
SMA/SMK/MA/Sederajat
(Bidang Renbang)
Angka Partisipasi Murni % 0 77,47 89,02 89,02 89,02 114,91 44,51 DINAS PENDIDIKAN,
(APM) peserta didik PEMUDA DAN OLAH RAGA
pendidikan menengah
SMA/SMK/MA/Sederajat
(Bidang Guru dan Tenaga

idikan)

Angka Partisipasi Kasar % [} 86,1 90,42 90,42 90,42 105,02 45,21 DINAS PENDIDIKAN,
(APK) peserta didik khusus PEMUDA DAN OLAH RAGA
PLB
Angka Partisipasi Murni % ] 77,47 89,02 89,02 89,02 114,91 44,51 DINAS PENDIDIKAN,
(APM) peserta didik PEMUDA DAN OLAH RAGA
pendidikan menengah
SMA/SMK/MA/Sederajat
(Bidang Pendidikan
Menengah)
Tingkat Kepuasan Dunia % ) 80 76,17 76,17 76,17 95,21 38,085 DINAS PENDIDIKAN,
Kerja Terhadap Budaya PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kerja Lulusan SMK
Persentase satuan % 0 58,6 88,57 88,57 88,57 151,14 44,285 DINAS PENDIDIKAN,
pendidikan dengan PEMUDA DAN OLAH RAGA
capaian karakter
membudaya di Kota
Yogyakarta
Persentase satuan % ) 49,44 90,24 90,24 90,24 182,52 45,12 DINAS PENDIDIKAN,
pendidikan dengan PEMUDA DAN OLAH RAGA
capaian karakter
membudaya Kabupaten
Bantul
Persentase satuan % [ 46,97 84,78 84,78 84,78 180,5 42,39 DINAS PENDIDIKAN,
pendidikan dengan PEMUDA DAN OLAH RAGA
capaian karakter
membudaya Kabupaten
Kulon Progo
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No Sasaran Kode Program/ Kegiatan/ Sub | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub | Target RPJMD pada Tahun 2027 | Target Kinerja dan Anggaran i Kinerja Pada Triwulan i Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Perangkat Daerah
i i (Akhir Periode RPJMD) RKPD Tahun Berjalan (2024) | I 1 v Anggaran RKPD Tahun 2024 lisasi Anggaran RKPD Tahun | Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan Penanggung Jawab
1 2 3 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15=7+13 16 =15/ 6 x 100% 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K |Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase satuan % ] 41,46 82,61 82,61 82,61 199,25 41,305 DINAS PENDIDIKAN,
pendidikan dengan PEMUDA DAN OLAH RAGA
capaian karakter
membudaya Kabupaten
Gunungkidul
Persentase satuan % 0 46,82 89,09 89,09 89,09 190,28 44,545 DINAS PENDIDIKAN,
pendidikan dengan PEMUDA DAN OLAH RAGA
capaian karakter
membudaya Kabupaten
Sleman
1.01.02.1 | Pengelolaan Pendidikan Jumlah capaian medali Medali 44 1.533.001.667.005 38 265.896.909.151 48.798.599.171 56.100.137.316 56.100.137.316 21,1 56.100.137.316 3,66 | DINAS PENDIDIKAN,
.01 | Sekolah Menengah Atas | pada kompetisi nasional PEMUDA DAN OLAH RAGA
dan/atau internasional
(emas, perak, perunggu)
Jumlah penerima bantuan Siswa 500 350 DINAS PENDIDIKAN,
pembiayaan pendidikan PEMUDA DAN OLAH RAGA
yang tepat sasaran
Kemampuan Literasi SMA % 74,76 74,31 DINAS PENDIDIKAN,
berdasarkan Asesmen PEMUDA DAN OLAH RAGA
Nasional
Kemampuan Numerasi % 61,79 61,34 DINAS PENDIDIKAN,
SMA berdasarkan PEMUDA DAN OLAH RAGA
Asesmen Nasional
Persentase SMA yang % 36,1 30,1 DINAS PENDIDIKAN,
melaksanakan UKS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Persentase satuan % 88,02 1] DINAS PENDIDIKAN,
pendidikan yang memiliki PEMUDA DAN OLAH RAGA
lingkungan kondusif
dalam pembangunan
karakter
Iklim keamanan SMA % 85,03 84,58 DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Iklim kebinekaan SMA % 97,31 96,86 DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Iklim Inklusivitas SMA % 83,58 83,13 DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.| Pembangunan USB (Unit Jumlah Sekolah Baru yang Unit 1 74.900.625.000 1 15.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN,
01.01|Sekolah Baru) Telah Dibangun PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.| Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Guru/Kepala Ruang 5 1.690.587.247 1 282.076.000 0 0 DINAS PENDIDIKAN,
01.03| Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU yang telah PEMUDA DAN OLAH RAGA
dibangun
1.01.02.1.|Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Ruang 5 2.901.608.599 1 484.136.000 DINAS PENDIDIKAN,
01.04| Laboratorium Biologi Laboratorium Biologi yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
telah dibangun
1.01.02.1.|Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Ruang 5 2.901.608.599 1 484.136.000 DINAS PENDIDIKAN,
01.06| Laboratorium Kimia Laboratorium Kimia yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
telah dibangun
1.01.02.1.| Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Ruang 5 1.814.086.732 1 302.682.000 DINAS PENDIDIKAN,
01.07| Laboratorium Komputer Laboratorium Komputer PEMUDA DAN OLAH RAGA
yang telah dibangun
1.01.02.1.|Pembangunan Ruang Unit |Jumlah Ruang Unit Ruang 5 1.690.587.247 1 282.076.000 0 0 DINAS PENDIDIKAN,
01.10| Kesehatan Sekolah Kesehatan Sekolah yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
telah dibangun
1.01.02.1.|Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana Unit 5 20.776.335.905 1 3.466.550.300 0 0 DINAS PENDIDIKAN,
01.14|Prasarana dan Utilitas dan Utilitas Sekolah yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sekolah telah dibangun
1.01.02.1.|Rehabilitasi Sedang/Berat |Jumlah Ruang Kelas Ruang 90 21.627.007.383 18 3.608.485.600 0 0 DINAS PENDIDIKAN,
01.19|Ruang Kelas Sekolah Sekolah yang telah PEMUDA DAN OLAH RAGA
direhabilitasi sedang/berat
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No Sasaran Kode Program/ Kegiatan/ Sub | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub | Target RPJMD pada Tahun 2027 | Target Kinerja dan Anggaran i Kinerja Pada Triwulan i Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Perangkat Daerah
i i (Akhir Periode RPJMD) RKPD Tahun Berjalan (2024) I 1 v Anggaran RKPD Tahun 2024 lisasi Anggaran RKPD Tahun | Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan Penanggung Jawab
1 2 3 2 5 6 8 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15=7+13 16 =15/ 6 x 100% 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K |Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.01.02.1.|Rehabilitasi Sedang/Berat |Jumlah Ruang Guru/Kepala Ruang 25 10.058.813.716 5 1.678.322.100 o] o] DINAS PENDIDIKAN,
01.20|Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sekolah/TU direhabilitasi sedang/berat
1.01.02.1.|Rehabilitasi Sedang/Berat |Jumlah Ruang Ruang 5 2.835.585.580 1 473.120.000 DINAS PENDIDIKAN,
01.22|Ruang Laboratorium Fisika |Laboratorium Fisika yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
telah direhabilitasi
sedang/berat
1.01.02.1.|Rehabilitasi Sedang/Berat  |Jumlah Ruang Ruang 5 1.883.088.459 1 314.195.000 DINAS PENDIDIKAN,
01.23|Ruang Laboratorium Kimia |Laboratorium Kimia yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
telah direhabilitasi
sedang/berat
1.01.02.1.|Rehabilitasi Sedang/Berat |Jumlah Ruang Ruang 5 1.050.728.539 1 175.315.000 DINAS PENDIDIKAN,
01.24|Ruang Laboratorium Laboratorium Komputer PEMUDA DAN OLAH RAGA
Komputer yang telah direhabilitasi
sedang/berat
1.01.02.1.|Rehabilitasi Sedang/Berat |Jumlah Ruang Ruang 5 2.101.457.076 1 350.630.000 DINAS PENDIDIKAN,
01.25|Ruang Laboratorium Laboratorium Bahasa yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bahasa telah direhabilitasi
sedang/berat
1.01.02.1.|Rehabilitasi Sedang/Berat |Jumlah Ruang Unit Ruang 4 567.770.258 1 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN,
01.27|Ruang Unit Kesehatan Kesehatan Sekolah yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sekolah telah direhabilitasi
sedang/berat
1.01.02.1.|Rehabilitasi Sedang/Berat |Jumlah Perpustakaan Ruang 10 4.923.575.543 2 821.503.000 0 0 DINAS PENDIDIKAN,
01.28| Perpustakaan Sekolah Sekolah yang telah PEMUDA DAN OLAH RAGA
direhabilitasi sedang/berat
1.01.02.1.| Rehabilitasi Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana Unit 25 7.703.977.475 5 1.370.427.111 DINAS PENDIDIKAN,
01.31|Prasarana dan Utilitas dan Utilitas Sekolah yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sekolah telah direhabilitasi
1.01.02.1.|Pengadaan Mebel Sekolah |Jumlah mebel sekolah yang Paket 45 1.929.866.750 9 322.000.000 0 0 DINAS PENDIDIKAN,
01.36 tersedia PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.|Pengadaan Perlengkapan |Jumlah perlengkapan Paket 1.200 680.055.232| 300 136.191.500 0 2.670.000| 735 46.315.700 735 46.315.700 245 34,01 735 46.315.700 61,25 6,81| DINAS PENDIDIKAN,
01.39| Peserta Didik peserta didik yang tersedia PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.| Penyediaan Biaya Personil |Jumlah Peserta Didik Peserta Didik | 200.394 75.407.871.601| 33.705 11.652.935.800 0 4.801 1.961.565.500 4.801 1.961.565.500( 14,24 16,83 4.801 1.961.565.500 2,4 2,6(DINAS PENDIDIKAN,
01.45| Peserta Didik Sekolah Sekolah Menengah Atas PEMUDA DAN OLAH RAGA
Menengah Atas yang Menerima Biaya
Personil Peserta Didik
1.01.02.1.| Penyelenggaraan Proses Jumlah Satuan Pendidikan Satuan 169 563.546.047.934| 169 99.146.199.840 DINAS PENDIDIKAN,
01.47|Belajar dan Ujian bagi yang Menyelenggarakan Pendidikan PEMUDA DAN OLAH RAGA
Peserta Didik Proses Belajar dan Ujian
1.01.02.1.| Penyiapan dan Tindak Jumlah Satuan Pendidikan Satuan 75 3.712.116.919 75 743.408.400 DINAS PENDIDIKAN,
01.48| Lanjut Evaluasi Satuan Menengah Atas yang Siap Pendidikan PEMUDA DAN OLAH RAGA
Pendidikan Menengah Atas | Dievaluasi dan
Melaksanakan
Rekomendasi
1.01.02.1.| Pembinaan Minat, Bakat Jumlah Siswa yang Peserta Didik | 47.040 65.328.950.429| 9.358 12.253.520.200 0 151.383.683| 1.775 3.023.330.004 1.775 3.023.330.004 18,97 24,67| 1.775 3.023.330.004 3,77 4,63 DINAS PENDIDIKAN,
01.49| dan Kreativitas Siswa Mengikuti Ajang PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kompetisi/Lomba
Akademik dan Non
Akademik
1.01.02.1.| Penyediaan Pendidik dan  |Jumlah Pendidik dan Orang 1.480 23.869.065.563| 276 4.746.632.000| 342 353.079.100| 342 753.962.500 342 753.962.500| 123,91 15,88| 342 753.962.500| 23,11 3,16| DINAS PENDIDIKAN,
01.50|Tenaga Kependidikan bagi |Tenaga Kependidikan yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
Satuan Pendidikan Sekolah [Tersedia pada Satuan
Menengah Atas Pendidikan Sekolah
Menengah Atas
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1.01.02.1.| Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Orang 25.510 816.071.779| 5.082 46.207.000 0 0 1.136.000 1.136.000 2,46 1.136.000 0,14| DINAS PENDIDIKAN,
01.51|Pendidik dan Tenaga Tenaga Kependidikan yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kependidikan Pada Satuan |Mendapatkan Fasilitasi
Pendidikan Sekolah Kenaikan
Menengah Atas Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
1.01.02.1.| Pembinaan Kelembagaan |Jumlah Sekolah Menengah Satuan 169 10.387.662.397| 169 1.897.827.000 151 495.629.188| 151 495.779.182 151 495.779.182 89,35 26,12 151 495.779.182| 89,35 4,77 | DINAS PENDIDIKAN,
01.52|dan Manajemen Sekolah Atas yang Dilakukan Pendidikan PEMUDA DAN OLAH RAGA
Menengah Atas Pembinaan Kelembagaan
dan Manajemen
1.01.02.1.| Pengelolaan Dana BOS Jumlah Sekolah Menengah Satuan 170 594.911.752.165| 170 99.261.560.000 170 46.869.155.000( 170 46.869.155.000 170 46.869.155.000 100 47,22 170 46.869.155.000 100 7,88 DINAS PENDIDIKAN,
01.53|Sekolah Menengah Atas Atas yang Mengelola Dana Pendidikan PEMUDA DAN OLAH RAGA
BOS
1.01.02.1. | Peningkatan Kapasitas Jumlah Tenaga Pengelola Orang 170 361.679.313| 170 63.500.000 170 842.400| 170 842.400 170 842.400 100 1,33| 170 842.400 100 0,23 DINAS PENDIDIKAN,
01.54|Pengelolaan Dana BOS yang Meningkat PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sekolah Menengah Atas Kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.| Pembinaan Penggunaan Jumlah Orang yang Orang 400 16.642.313.179| 100 3.332.878.700 90.811.900 204.970.500 204.970.500 6,15 204.970.500 1,23| DINAS PENDIDIKAN,
01.57|Teknologi, Informasi dan Mendapatkan Pembinaan PEMUDA DAN OLAH RAGA
Komunikasi (TIK) untuk Penggunaan Teknologi,
Pendidikan Informasi dan Komunikasi
(TIK) untuk Pendidikan
1.01.02.1.|Koordinasi, Perencanaan, |Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 44 9.889.603.390 11 1.980.544.900 6 748.671.988 10 2.479.308.418 10 2.479.308.418 90,91 125,18 10 2.479.308.418( 22,73 25,07 DINAS PENDIDIKAN,
01.60| Supervisi dan Evaluasi Koordinasi, Perencanaan, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Layanan di Bidang Supervisi dan Evaluasi
Pendidikan Layanan di Bidang
Pendidikan
1.01.02.1.|Sosialisasi dan Advokasi Jumlah kegiatan sosialisasi Kegiatan 28 1.527.463.925 7 305.898.100 7 86.355.912 14 263.772.112 14 263.772.112 200 86,23 14 263.772.112 50 17,27 | DINAS PENDIDIKAN,
01.61|Kebijakan Bidang dan advokasi kebijakan di PEMUDA DAN OLAH RAGA
Pendidikan bidang Pendidikan yang
dilaksanakan
1.01.02.1.|Bimbingan Teknis Jumlah peserta bimbingan Orang 400 4.563.703.071| 100 913.951.600 DINAS PENDIDIKAN,
01.62| Peningkatan Kapasitas teknis peningkatan PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bidang Pendidikan kapasitas bidang
pendidikan yang
dilaksanakan
1.01.02.1 lol didik lulusan SMK % 62 2.168.677.932.405 56 369.175.411.200 75.096.803.525 86.356.454.835 86.356.454.835 23,39 86.356.454.835 3,98 | DINAS PENDIDIKAN,
.02 | Sekolah Menengah dalam satu tahun yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kejuruan memperoleh pekerjaan
atau berwirausaha
Iklim kebinekaan SMK % 93,32 92,87 DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Iklim Inklusivitas SMK % 77,95 77,5 DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jumlah capaian medali Medali 24 21 DINAS PENDIDIKAN,
pada kompetisi nasional PEMUDA DAN OLAH RAGA
dan/atau internasional
(emas, perak, perunggu)
Persentase guru produktif % 25,36 25,3 DINAS PENDIDIKAN,
yang memiliki sertifikat PEMUDA DAN OLAH RAGA
kompetensi dari BNSP
Jumlah SMK yang Sekolah 7 5 DINAS PENDIDIKAN,
memperoleh status BLUD PEMUDA DAN OLAH RAGA
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Jumlah SMK yang Sekolah 46 38 DINAS PENDIDIKAN,
menyelenggarakan PEMUDA DAN OLAH RAGA
Teaching Factory
Kemampuan Literasi SMK % 66,35 65,9 DINAS PENDIDIKAN,
berdasarkan Asesmen PEMUDA DAN OLAH RAGA
Nasional
Kemampuan Numerasi % 55,31 54,86 DINAS PENDIDIKAN,
SMK berdasarkan PEMUDA DAN OLAH RAGA
Asesmen Nasional
Persentase SMK yang % 36,1 30,1 DINAS PENDIDIKAN,
melaksanakan UKS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Iklim keamanan SMK % 81,88 81,43 DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.|Penambahan Ruang Kelas |Jumlah Ruang Kelas Baru Ruang 5 3.477.104.453 1 580.158.000 DINAS PENDIDIKAN,
02.02|Sekolah yang Bertambah PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.|Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Praktik Siswa Ruang 60 105.749.409.956 12 17.644.384.000 0 DINAS PENDIDIKAN,
02.04| Praktik Siswa yang telah dibangun PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.| Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Ruang 55 31.139.430.872 11 5.195.642.000 0 DINAS PENDIDIKAN,
02.05| Laboratorium Laboratorium yang telah PEMUDA DAN OLAH RAGA
dibangun
1.01.02.1.| Pembangunan Ruang Unit |Jumlah Ruang Unit Ruang 5 1.051.399.797 1 175.427.000 DINAS PENDIDIKAN,
02.06|Kesehatan Sekolah Kesehatan Sekolah yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
telah dibangun
1.01.02.1.| Pembangunan Jumlah Ruang Ruang 5 3.477.104.453 1 580.158.000 DINAS PENDIDIKAN,
02.07| Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
telah dibangun
1.01.02.1.| Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana Unit 60 11.014.109.145 12 1.837.714.000 DINAS PENDIDIKAN,
02.10| Prasarana dan Utilitas dan Utilitas Sekolah yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sekolah telah dibangun
1.01.02.1.|Rehabilitasi Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas Ruang 25 6.880.879.964 5 1.148.081.000 DINAS PENDIDIKAN,
02.15| Sekolah Sekolah yang telah PEMUDA DAN OLAH RAGA
direhabilitasi
1.01.02.1.|Rehabilitasi Ruang Jumlah Ruang Guru/Kepala Ruang 5 1.566.548.358 1 261.380.000 0 DINAS PENDIDIKAN,
02.16| Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU yang telah PEMUDA DAN OLAH RAGA
direhabilitasi
1.01.02.1.|Rehabilitasi Ruang Praktik |Jumlah Ruang Praktik Siswa Ruang 10 10.248.994.892 2 1.710.054.000 DINAS PENDIDIKAN,
02.17|Siswa yang telah direhabilitasi PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.|Rehabilitasi Ruang Jumlah Ruang Ruang 5 1.897.706.300 1 316.634.000 o] DINAS PENDIDIKAN,
02.18| Laboratorium Laboratorium yang telah PEMUDA DAN OLAH RAGA
direhabilitasi
1.01.02.1.|Rehabilitasi Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana Unit 10 8.589.118.189 2 1.699.896.000 DINAS PENDIDIKAN,
02.23|Prasarana dan Utilitas dan Utilitas Sekolah yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sekolah telah direhabilitasi
1.01.02.1.| Pengadaan Mebel Sekolah |Jumlah Mebel sekolah yang Paket 95 11.527.855.257 19 1.923.433.000 DINAS PENDIDIKAN,
02.28 tersedia PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.|Pengadaan Perlengkapan |Jumlah perlengkapan Paket 1.200 914.954.077| 300 183.233.600 2.670.000 46.315.700 46.315.700 25,28 46.315.700 5,06 DINAS PENDIDIKAN,
02.31|Peserta Didik peserta didik yang tersedia PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.|Pengadaaan Alat Praktik Jumlah alat praktek dan Paket 115 185.423.456.541 23 29.135.170.000 DINAS PENDIDIKAN,
02.33|dan Peraga Peserta Didik | peraga peserta didik yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
tersedia
1.01.02.1.| Penyediaan Biaya Personil |Jumlah Peserta Didik Peserta Didik | 37.416 97.697.484.324| 37.266 19.027.875.600 5.256.400| 12.826 5.454.985.400 12.826 5.454.985.400| 34,42 28,67|12.826 5.454.985.400( 34,28 5,58| DINAS PENDIDIKAN,
02.37| Peserta Didik Sekolah Sekolah Menengah PEMUDA DAN OLAH RAGA
Menengah Kejuruan Kejuruan yang Menerima
Biaya Personil Peserta Didik
1.01.02.1.|Penyelengaraan Proses Jumlah Satuan Pendidikan Satuan 219 737.042.722.114| 219 127.296.384.100 DINAS PENDIDIKAN,
02.39| Belajar dan Ujian bagi yang Menyelenggarakan Pendidikan PEMUDA DAN OLAH RAGA
Peserta Didik Proses Belajar dan Ujian
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1.01.02.1.| Penyiapan dan Tindak Jumlah Satuan Pendidikan Satuan 219 3.146.722.381| 219 604.093.500 DINAS PENDIDIKAN,
02.40| Lanjut Evaluasi Satuan Menengah Kejuruan yang Pendidikan PEMUDA DAN OLAH RAGA
Pendidikan Menengah Siap Dievaluasi dan
Kejuruan Melaksanakan
Rekomendasi
1.01.02.1.| Pembinaan Minat, Bakat Jumlah Siswa yang Peserta Didik 4.875 48.754.992.351| 925 8.832.701.800 151.383.683 3.023.330.004 3.023.330.004 34,23 3.023.330.004 6,2| DINAS PENDIDIKAN,
02.41|dan Kreativitas Siswa Mengikuti Ajang PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kompetisi/Lomba
Akademik dan Non
Akademik
1.01.02.1.| Penyediaan Pendidik dan  |Jumlah Pendidik dan Orang 1.130 15.809.258.622| 221 3.139.679.800 552 676.338.200| 552 1.277.962.300 552 1.277.962.300( 249,77 40,7| 552 1.277.962.300( 48,85 8,08| DINAS PENDIDIKAN,
02.42|Tenaga Kependidikan bagi |Tenaga Kependidikan yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
Satuan Pendidikan Sekolah |Tersedia pada Satuan
Menengah Kejuruan Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan
1.01.02.1.| Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Orang 645 1.793.903.291| 109 327.593.700 1 12 102.135.000 12 102.135.000 11,01 31,18 12 102.135.000 1,86 5,69 DINAS PENDIDIKAN,
02.43|Pendidik dan Tenaga Tenaga Kependidikan yang PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kependidikan pada Satuan |Mendapatkan Fasilitasi
Pendidikan Sekolah Kenaikan
Menengah Kejuruan Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
1.01.02.1.| Pembinaan Kelembagaan |Jumlah Sekolah Menengah Satuan 219 11.634.539.631 219 2.138.274.500 60 73.760.842| 109 242.120.801 109 242.120.801| 49,77 11,32| 109 242.120.801| 49,77 2,08 DINAS PENDIDIKAN,
02.45|dan Manajemen Sekolah Kejuruan yang Pendidikan PEMUDA DAN OLAH RAGA
Menengah Kejuruan Dilaksanakan Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.1.| Pengelolaan Dana BOS Jumlah Sekolah Menengah Satuan 210 860.998.723.034| 210 143.658.410.000 204 73.260.680.000( 204 73.260.680.000 204 73.260.680.000 97,14 5